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SISTEM TRANSLITRASI 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 
158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama 
Latin 
Huruf Latin Keterangan 
ا alif tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب ba‟ b Be 
ث ta‟ t Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di 
atas) 
ج jim j Je 
ح ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di 
atas) 
خ kha‟ kh Ka dan Ha 
د dal d De 
ذ żal ż Zet (dengan titik di 
atas) 
ر ra‟ r Er 
ز zai z Zet 
ش sin s Es 
ش syin sy Es dan Ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain „ koma terbalik di atas 
غ gain g Ge 
ف fa‟ f Ef 
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ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
و mim m Em 
ٌ nun n En 
ِ ha‟ h Ha 
و wawu w We 
ء hamzah „ Apostrof 
ي ya‟ y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda saddah ditulis rangkap 
ٌٍدقعتي ditulis muta‟aqqidin 
ةًدع ditulis „iddah 
 
C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata 
1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang 
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia. 
تْبه ditulis Hibbah 
تٌسج ditulis Jizyah 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ءاٍنولأا تي ارك ditulis karāmah al-auliya‟ 
2. Bila ta‟ marbūtah dihidupkan karena berangkai dengan kata lain 
ditulis t. 
رطفنا ةاكز ditulis zakātul fitri 
D. Vokal Pendek 
-. kasrah I 
-∙ fathah a 
-ꞌ dammah u 
E. Vokal Panjang 
fathah + alif ditulis Ā 
تٍهه اج ditulis jāhiliyyah 
fathah + ya‟maqsurah ditulis Ā 
ىعسٌ ditulis yas‟ā 
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kasrah + ya‟ mati ditulis Ī 
ىٌرك ditulis Karīm 
dammah + wawu mati ditulis Ū 
ضورف ditulis Furūd 
F. Vokal Rangkap 
fathah + ya‟ mati ditulis Ai 
ىكٍُب ditulis bainakum 
fathah + wawu mati ditulis Au 
لىق ditulis Qaulun 
G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan 
dengan Apostrop („) 
ىتَأأ ditulis a‟antum 
 
H. Kata Sandang Alīf + Lām 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
ةرقبنا ditulis al-baqarah 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf 
syamsiyyah yang mengikitinya serta menghilangkan huruf l (el)-
nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf qamariyyah ditulis al- 
ءاًْسنا ditulis as-samā‟ / al-samā‟ 
صًْشنا ditulis asy-syams / al-syams 
I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 
Ditulis menurut bunnyi pengucapannya atau dipisah seperti kata 
aslinya. 
ضورفنا يوذ ditulis zawīl furūd / zawī al-furūd 
 ْسنا مهأتُ  ditulis ahlussunah/ ahl as-sunnah/ ahl al-
sunnah 
J. Ya‟ nisbah jatuh setelah harakat kasrah ditulis iy 
ًجهُي ditulis Manhajiy 
ًنىق ditulis Qauliy 
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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 
bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 216) 
 
Pendapatku adalah benar, tetapi mengandung kemungkinan salah, 
sedangkan pendapat orang lain adalah salah, tetapi mengandung 
kemungkinan benar. 
(Imam al-Syafi‟i) 
 
Ini adalah pendapatku, dan ini sebaik-baik pendapatku.  
Maka barangsiapa yang mendatangkan pendapat yang lebih baik, 
niscaya kami terima.  
(Imam Abu Hanifah) 
 
 “Jangan pernah kita takut dengan  apa yang  akan kita jalani, karena 
semua sudah diatur olehnya, tugas kita adalah berusaha dan berusaha, 
berdo‟a dan bersabar. 
Yakinlah bahwa kita bisa dan mampu, karena keyakinan itu adalah 
sebuah tenaga yang luar biasa dalam diri seseorang.     
Mereka yang paling berbahagia tidaklah harus memiliki yang terbaik 
dari segala sesuatu,  
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mereka hanya mengoptimalkan segala sesuatu yang datang dalam 
perjalanan hidup mereka.” 
  
Semoga kita mempunyai cukup kebahagiaan untuk membuat kita 
tersenyum, cukup cobaan untuk membuat kita kuat, 
cukup penderitaan untuk membuat kita tetap menjadikan kita manusia 
dan memanusiakan manusia, 
dan cukup pengharapan untuk menjadikan kita bahagia  
Dunia Akhirat, Insya Allah Amiin....... 
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ABSTRAK 
 
Wali dalam pernikahan adalah seorang yang karena 
kedudukannya berwewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama 
orang lain. Wali menurut ulama Hanafiyyah merupakan syarat tamam, 
artinya wali hannya sebagai penyempurna adanya akad nikah, namun 
wali mempunyai hak fasakh. Sedangkan menurut ulama Syafi‟iyyah, 
wali merupakan syarat sah nikah atau dengan kata lain rukun nikah. 
Keberadaan rukun adalah penentu sahnya sebuah pernikahan. Maka 
dari itu, keberadaannya merupakan keharusan dan ketiadaannya 
menyebabkan tidak sahnya pernikahan. 
Persoalan anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya menjadi 
perdebatan para ulama. Mayoritas ulama (Imam Abu Hanifah, Abu 
Yusuf, al-Syaibaniy “Hanafiyyah”, Imam Malik, Imam Hambali dan 
Imam al-Muzaniy “Syafi‟iyyah”) membolehkan anak laki-laki 
menjadi wali nikah bagi ibunya, namun Imam al-Syafi‟i tidak 
membolehkannya. Hal itu karena disebabkan menganggap dan 
tidaknya ashabah “anak laki-laki” dalam daftar wali nikah. Imam Abu 
Hanifah dan Imam al-Syafi‟i termasuk dua ulama yang berada dalam 
pusaran perdebatan masalah ini. Oleh karena itu, penulis tertarik 
membahas pendapat kedua imam tersebut untuk penulis sajikan dalam 
bentuk skripsi. Tidak hanya dengan memaparkan pendapat keduanya, 
penulis juga mencoba merumuskan metode istinbāṭ apa yang 
digunakan oleh Imam Abu Hanifah maupun Imam al-Syafi‟i. 
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan 
(library research). Sumber data diperoleh dari data primer dan data 
sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 
pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan 
data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan 
metode analisis deskriptif-komparatif. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan 
pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi‟i disebabkan 
beberapa hal; Pertama, perbedaan dalam penetapan syarat bagi wali 
nikah. Imam Abu Hanifah menghendaki al-qarabah al-qaribah “baik 
ushūl maupun furū’” sebagai syarat mutlak- sedangkan al-ushubah 
merupakan syarat didahulukannya anak laki-laki dalam daftar wali 
nikah. Sementara, Imam al-Syafi‟i menghendaki al-qarabah al-
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nasabiyyah “ushūl bukan furū‟” sebagai syarat didahulukannya wali 
nikah. Kedua, perbedaan dalam menganggap dan tidaknya ashabah 
(anak laki-laki dalam daftar wali nikah). Imam Abu Hanifah 
memasukkan anak laki-laki dalam daftar wali nikah, sementara Imam 
al-Syafi‟i tidak memasukkan ashabah anak laki-laki dalam daftar wali 
nikah –hanya masuk dalam ashabah waris. Ketiga, perbedaan dalam 
latar sosial. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama yang lahir dan 
hidup di kota besar yang jauh dari pusat informasi Hadis. Sementara 
Imam al-Syafi‟i adalah seorang ulama yang lahir dan hidup di Mesir, 
yang banyak perbendaharaan Hadis (Madinah). Keempat, perbedaan 
dalam pengqiyāsan (maqīs ‘alaih). Imam Abu Hanifah 
menganalogikan ashabah wali nikah dengan ashabah waris 
(memasukkan ashabah anak laki-laki dalam daftar wali nikah- tidak 
memasukkan- Imam al-Syafi‟i). 
 
Kata Kunci: Anak laki-laki, Wali Nikah, Ibu. 
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KATA PENGANTAR 
 
Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 
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tak disadari sudah diambang perpisahan. Adalah kebahgiaan tersendiri 
jika tugas dapat terselesaikan, penulis meyadari bahwa skripsi ini 
tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan serta 
dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyususn ingin 
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1. Bapak. Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D, selaku Dosen 
pembimbing I dan Bapak Dr. Mahsun, M.Ag, Dosen Pembimbing 
II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya 
kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. 
2. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari‟ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 
3. Ibu Antin Lathifah, M.Ag. selaku Ketua jurusan Hukum Perdata 
Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiani, M.Ag. selaku sekretaris 
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semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis. 
8. Rekan-rekan dan teman-temanku di Masjid al-Syuhada‟ 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan sunnatullah bagi semua mahluk hidup 
di dunia ini. Perkawinan dilakukan manusia, hewan, bahkan oleh 
tumbuh-tumbuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 
biologisnya dan meneruskan keturunan. Manusia sebagai mahluk 
ciptaan Allah Swt, yang memiliki kemuliaan dan kelebihan 
dibandingkan mahluk-mahluk lainnya, karena itu Allah Swt dan 
Rasul-Nya telah menetapkan aturan-aturan tentang perkawinan demi 
untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Hal ini 
sesuai dengan firman Allah Swt dan hadis Nabi  saw: 
َبٗ بَِ َُّٗأ  ُضبٌَّلا اُْقَّحا  ُنُكَّبَز ِٕرَّلا  ْنَُكَقلَخ  ْيِه  ٍطَْفً  ٍةَدِزا َّ  ََقلَخ َّ بَِ ٌْ ِه بَِ َخ ّْ َش  ََّثب َّ بَوُِ ٌْ ِه  ً باَخِز 
اًسِ٘ثَك  ًءبَِعً َّ اُْقَّحا َّ  َ َّاللّ ِٕرَّلا  َىُْلَءبََعح  َِ ِب  َمبَزَْزْلْا َّ  َِّىإ  َ َّاللّ  َىبَك  ْنُكْ٘ َلَع ًببِ٘قَز.  
Artinya: Hai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah 
menciptakan pasangannya (Hawa), dari (diri) nya dan dari 
keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 
dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) 
hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu 
menjaga dan mengawasimu. (Q.S al-Nisa‟:1).  1  
                                                          
1
 Al-Qur‟an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), Q.S Al-
Nisa‟: 1. 
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 ْيَع ٍدُْعْعَه ِيْب ِ َّاللّ ِدْبَع  َز ُ َّاللّ َٖ ِض  َُاٌْ َع َٔلبََعح  ََ بَاق  ََ بَاق  ِ َّاللّ َُ ْاُظَز َّٔلاَص ُ َّاللّ  َِ اْ٘ َلَع َنَّلاَظ َّ  بَاٗ
 َسَشْعَه  ٌِْه َعبََطخْظا ْيَه ِةَبب َّشلا ْج َّّ ََصَخَْ٘لف َةَءَببْلا ْنُك  َْنل ْيَه َّ  ،ِجَْسفِْلل ُيَصَْزأ َّ  ،ِسََصبِْلل ُّضََغأ ُ ًَََِّإف
ِبب َِ ْ٘ َلََعف ْعَِطخَْعٗ ،ِم ْ َّصلءبَخِّ  ََُل ُ ًَََِّإف ) َِ ْ٘ َلَع ٌَقفَّخُه(.
2 
Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ūd r.a berkata: Rasulullah saw 
bersabda: Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah 
mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu 
dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. 
Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab 
puasa itu dapat menjadi kendali (obat). (Muttafaq Alaīh). 
Kemaslahatan yang diciptakan dari lembaga perkawinan adalah 
salah satu kemaslahatan yang bersifat dharūri,3 yaitu untuk 
memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak 
terpelihara akan menimbulkan kerusakan dalam tatanan kehidupan 
manusia yang pada gilirannya tidak ada perbedaan antara manusia dan 
hewan, dan ini menempatkan posisi manusia sama dengan hewan, 
yakni kawin semaunya. 
Suatu perkawinan dianggap sah atau mempunyai kekuatan 
hukum jika pelaksanaan perkawinan itu dilakukan sesuai dengan 
ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh sang pembuat 
hukum yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya. Ketentuan-ketentuan dalam 
                                                          
2
 Muhammad bin Ismaīl bin Shālah bin Muhammad al-Hasaniy, Subul 
al-Salām, (Kairo: Dārul Ihyā‟ al-Turāts al-Arābiy, Juz III, 1980), hal. 109.  
3
 Dharūri (kebutuhan primer), yang ini bersifat kemestian dan harus 
ada dalam kehidupan demi kelangsungan hidup individu dan sosial. Jika 
kebutuhan ini tidak eksis dan tidak dipenuhi atau terganggu, maka kehidupan 
akan mengalami kekacauan; kemaslahatan akan hilang dan dunia menjadi 
berantakan, bahkan bisa menjurus kepada kebinasaan. Lihat: Abdul Gani Isa, 
Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer "Studi Beberapa Masalah Hukum 
Islam”, (Banda Aceh: Ar-Raniri Pres, Cet Ke-I, Pdf, 2009), hal. 95.   
3 
 
hukum Islam sudah diatur dalam al-Qur‟an dan al-hadis. Namun 
demikian ayat-ayat al-Qur‟an ada yang qath’ī al-dilālah (penunjukan 
lafadz atas maknanya pasti) dan ada yang dzanni al-dilalah 
(penunjukan lafadz atas maknanya tidak pasti). Begitu pula dengan 
hadis, ada yang qath’ī al-wurūd (pasti datangnya dari Rasul saw) dan 
ada yang dhanīy al-wurūd (masih dengan dugaan keras dari Rasul 
saw). 
Dalam suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi 
syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum 
Islam. Ketentuan yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam 
perkawinan, yaitu: Calon mempelai pria; calon mempelai wanita; wali 
dari pihak perempuan; dua orang saksi; dan ada akad (ijab dan 
kabul).
4
 
Fuqaha (ahli ilmu Fikih) berbeda pendapat dalam masalah 
kedudukan wali dalam perkawinan. Sebagian ulama menyatakan wali 
sebagai rukun perkawinan (ulama Syafi‟iyyah) dan sebagian lagi 
menyatakan wali sebagai syarat (syarat tamam “kesempurnaan”, 
bukan syarat sah) tetapi tidak mutlak, karena dalam hal tertentu wali 
tidak dibutuhkan (ulama Hanafiyyah).
5
 
                                                          
4
 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2013), hal. 55. 
5
 Ibn Rusydi, Bidāyah al-Mujtahid, (Jeddah: al-Haramaīn, Juz II,Cet. 
Ke-3, t.th), hal. 8-9. 
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Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus 
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya 
atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan 
akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Hal ini sesuai 
dengan hadis Nabi saw: 
 ْيَع َّ  َتَِشئبَع  َْجلَبق   ََ َبق  َُ ُْظَز  ِ َّاللّ َّٔلَص  ُ َّاللّ  َِ اْ٘ َلَع  َنَّلاَظ َّ   َ  َذباَِكً  َّ إ   ٖ ِل َْ ِاب  ْٕ َد ُِ باَش َّ ، ٍَ ْداَع 
 ِْىَإف اُّسَخبََشح  ُىبَطْل ُّعلَبف  ُّٖ ِل َّ  ْيَه  َ  َّٖ ِل َّ  ََُل ) ٍُا َّ َز  ّٖ ٌُِْطقَزا َّدلا .(
6
 
Artinya: Dari „Āisyah r.a, Ia berkata: Rasulallah saw telah bersabda: 
tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua 
orang saksi yang adil, kemudian apabila mereka berselisih 
maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki 
wali. (H.R. al-Dāraqutnī). 
Menurut ulama Hanafiyyah, seorang dapat bertindak menjadi 
wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dan para 
ulama berbeda pendapat dalam masalah syarat-syarat yang harus 
dipenuhi seorang wali. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali 
menurut ulama Hanafiyah itu ada empat, yaitu: beragama Islam, 
baligh, berakal sehat, dan merdeka.
7
 
Menurut Abu Hanifah bagi wali yang penting bukanlah status 
laki-laki, akan tetapi kepandaiannya memilihkan jodoh yang tepat 
                                                          
6
 Imam al-Syaukāniy al-Yamaniy, Nail al-Authār, (Mesir: Dārul 
Hadis, Cet. Ke. I, Juz 6, 1993), hal. 150. 
7
 „Alauddin Abi Bakar bin Mas‟ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, Badāi’ al-
Shanāi‟, (Beirut: Dārul Kutūb al-„Ilmīyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986), hal. 329-
330. Lihat pula: Muhammad Muhyīddin, Ahwāl al-Syakhsīyah, (Bairut: 
Maktabah al-„Alamīyah, 2007), hal. 81. 
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bagi perempuan yang di bawah perwaliannya sehingga ia mengetahui 
akan kemaslahatannya.
8
 
Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perwalian adalah 
perwalian ijbar saja.
9
 Hak perwalian ini hanya dimiliki oleh para 
kerabat „ashabah saja. Oleh karena itu, hak perwalian adalah untuk 
orang yang memiliki hubungan paling dekat. Sebab ada riwayat dari 
sahabat Ali r.a. yang mengatakan “Pernikahan dilakukan oleh wali 
„ashabah”.10 Sebagaimana urutan berikut ini:11 
1. Anak laki-laki (نبا).  
                                                          
8
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Jogjakarta: Fak 
Hukum UII, 1977), hal. 37. 
9
 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, (Damaskus: 
Dārul Fikr, Cet. Ke-10, Juz 9, 2007), hal. 188. 
10
 „Ashabah adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris 
ashab al-furud. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris „ashabah 
terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang 
menerima bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama 
sekali, karena telah habis diberikan kepada ahli waris ashab al-furudl. 
Adapun macam-macam ahli waris ashabah ada tiga macam, yaitu sebagai 
berikut: 1. „Ashabah bi nafsih, yaitu ahli waris yang karena kedudukan 
dirinya sendiri berhak menerima bagian „ashabah. Ahli waris  kelompok ini 
semuanya laki-laki, kecuali mu’tiqah (orang perempuan yang memerdekakan 
hamba sahayanya), yaitu: Anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, 
bapak, kakek (dari garis bapak), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-
laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara 
laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman 
sekandung, anak laki-laki paman seayah dan yang terahir mu’tiq atau 
mu’tiqah (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba 
sahaya). Lihat selengkapnya dalam: Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-VI, 2015), hal. 73-74.   
11
 „Alauddin Abi Bakr bin Mas‟ūd al-Kasani al-Hanafi, Badai’ al-
Shanai’, (Beirut: Dārul Kutūb al-„Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986), hal. 376.  
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2. Cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah ( نبا نبا إلفس لأا ىل ). 
3. Ayah (با). (posisi ayah kandung pada urutan wali dalam 
Hanafiyyah berada setelah anak laki-laki, cucu laki-laki dan 
seterusnya) 
4. Kakek, dan seterusnya ke atas (  دجلا). 
5. Saudara laki-laki sekandung (  خألا  شقيق ). 
6. Saudara laki-laki seayah "saudara tiri” ( خأ بلأ ). 
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung “keponakan” ( خأ ننبا
قيقش). 
8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah “keponakan” (بلأ خأ نبا). 
9. Anak laki-laki, anak laki-lakinya saudara seayah seibu ( خلأا ننبا ننبا
نيوبلأ). 
10. Anak laki-laki, anak laki-lakinya saudara yang hannya seayah saja 
()بلأ خلأا نبا نبا  
11. Paman yang seayah seibu (   مع لاقيقش ). 
12. Paman seayah (   مع بلأ ). 
13. Anak laki-laki paman “sepupu” seayah seibu (   معلا نبا   شلاقيق ). 
14. Anak laki-laki paman seayah (   معلا نبا بلأ ). 
15. Anak laki-laki, anak laki-lakinya paman seayah seibu (   منعلا ننبا ننبا 
  شلاقيق ). 
16. Anak laki-laki, anak laki-lakinya paman seayah (   معلا نبا نبا بلأ ). 
17. Saudara laki-laki kakek seayah seibu (   دجلا خا نيوب لأل ). 
18. Anak laki-laki, saudara laki-laki kakek seayah seibu (   دنجلا خا ننبا  لأنل
نيوب). 
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Ulama Hanafiyyah memberikan alasan mengapa wali dalam 
perkawinan adalah mereka yang dekat hubungannya dengan 
perempuan, yang terdekat kemudian dan seterusnya karena keluarga 
yang dekat akan adanya rasa malu apabila perempuan itu kawin 
dengan laki-laki yang tindak pantas untuk menjadi suaminya. Adanya 
perasaan malu ini tidak terbatas pada „ashobah saja tetapi juga 
terdapat pada zawil arhām.12 Karena itu tidak ada alasan membatasi 
hak perwalian pada golongan „ashobah saja.13 
Sementara masalah pembagian wali menurut ulama 
Hanafiyyah, wali itu hanya ada wali mujbir saja dan wali ghairu 
mujbir itu tidak ada. Wali mujbir ini berkuasa terhadap perempuan 
yang masih kecil atau sudah dewasa tapi gila atau dungu dan yang 
berhak menjadi wali mujbir adalah ayah, kakek, dan saudara dekat 
yang termasuk „ashabah dan saudara dekat yang termasuk zawil 
arhām14. 
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 Menurut terminologi Fikih Mawaris, zawil arhām digunakan untuk 
menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris ashāb al-furūd 
dan ashāb al-‘ashabah. Oleh karena itu mereka tidak berhak menerima 
bagian warisan sepanjang ahli waris ashāb al-furūd dan ashāb al-‘ashabah 
ada. Lihat: Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, Cet. Ke-VI, 2015), hal.78. 
13
 Abdurrahman al-Jaziry, Al-Fiqh ‘Ala al-Madzāhib al-Arba’ah, 
(Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Juz IV,Cet. Ke-II, 2003), hal. 30. 
14
 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, (Damaskus: 
Dārul Fikr, Cet. Ke-10, Juz 9, 2007), hal. 188. Lihat pula: Abdurrahman al-
Jaziry, Al-Fiqh ‘Ala al-Madzāhib al-Arba’ah, (Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Juz 
IV, Cet. Ke-II, 2003), hal 31. 
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Sedangakan masalah wali menurut ulama Syafi‟iyyah, seorang 
dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan dalam hukum Islam, syarat-syarat yang harus dipenuhi 
menurut ulama Syafi‟iyyah ada delapan, yaitu: laki-laki, beragama 
Islam, berakal sehat, baligh, merdeka, adil, tidak dalam keadaan 
dipaksa, dan tidak dalam menjalankan ihram (baik haji maupun 
umrah).
15
 
Perwalian menurut ulama Syafi‟iyyah terbagi menjadi dua; wali 
mujbir dan bukan mujbir . Wali mujbīr  adalah ayah, kakek dan nasab 
ke atasnya. Wali yang bukan mujbir  yaitu  selain ayah, kakek, dan 
seterusnya.
16
 
Sedangkan urutan wali menurut ulama Syafi‟iyyah17 adalah 
ayah, kakek, kemudian anak, kemudian saudara, kemudian paman, 
kemudian orang yang memerdekakan, kemudian kerabat „ashabahnya, 
dan kemudian penguasa. Dalam bentuk dibawah ini: 
1. Ayah kandung (  بلأا)  
2. Kakek dan seterusnya ke atas (  دجلا). 
3. Saudara laki-laki seayah seibu (نيوبلأ خلأا). 
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 Al-Imam Taqīyuddīn Abi Bakar bin Muhammad al-husaīny, 
Kifāyatul Akhyār, (Dārul Ihyā‟ al-Kutūb al-Arabīyah Indonesia, Juz II, tth), 
hal. 49. 
16
 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, (Damaskus: 
Dārul Fikr, Cet. Ke-10, Juz 9, 2007), hal. 194-195. 
17
 Imam Jalāluddīn Muhammad bin Ahmad, Al-Mahalli, (Dārul Kutūb 
al-Ilmīyah: Juz III, Cet. Ke-III, 2004), hal. 339-340. 
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4. Saudara laki-laki seayah )بلأ خلأا(. 
5. Keponakan dari saudara laki-laki yang seayah seibu )نيوبلأ خلأا نبا( 
6. Keponakan dari saudara laki-laki yang seayah saja     )بلأل خلأا نبا(  
7. Anak laki-laki, anak laki seayah seibu (نيوبلأل نبا نبا) 
8. Anak laki-laki, anak laki seayah, dan seterusnya ke bawah ( ننبا ننبا
لفسلأا ىلا بلأل) 
9. Paman seayah seibu (   معلا نيوبلأ ) 
10. Paman seayah (   معلا بلأ ) 
11. Anak laki-laki paman seayah seibu (   معلا نبا نيوبلأ ) 
12. Anak laki-laki paman seayah (   معلا نبا بلأ ) 
13. Anak laki-laki, anak lakinya paman seayah seibu (   معلا نبا نبا نيوبلأ ) 
14. Anak laki-laki, anak laki-lakinya paman seayah (   معلا نبا نبا بلأ ) 
15. Saudara laki-laki kakek seayah seibu (    دجلا خأ نيوبلأ ) 
16. Saudara laki-laki kakek seayah (   دجلا خأ بلأ ) 
17. Anak laki-laki, saudara laki-laki kakek seayah seibu (   دنجلا خا ننبا 
نيوبلأل) 
18. Anak laki-laki, saudara laki-laki kakek seayah (   دجلا خا نبا بلأل ) 
19. Anak laki-laki, anak laki-lakinya kakek seayah seibu (   دنجلا ننبا ننبا 
نيوبلأل) 
20. Anak laki-laki, anak laki-lakinya kakek seayah (   دجلا نبا نبا بلأل ) 
Kemudian jumhur ulama Syafi‟iyyah berpendapat bahwa wali 
dalam pernikahan adalah saudara dekat yang termasuk pada ashāb, 
bukan saudara seibu atau zāwil arhām lainnya. Pernikahan seorang 
perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali aqrab (dekat), dan 
10 
 
apabila tidak ada oleh wali ab’ad (jauh), dan jika tidak ada dinikahkan 
oleh penguasa (wali hakim). 
Sedangkan menurut Imam Malik, seorang anak itu bisa menjadi 
wali nikah ibunya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Syihāb dari 
kalangan Malikiyyah: 
 ُجُْلقاُضَْعب َّ  ْناُِ ُّلُك اًزْاُضُز بَُ ُؤَبِ٘ل ّْ َأ ُىَُْكٗ ََةأْسَوْلا َجْٗ َأََزأ   ٍضاَْعب ْياِه با َِ ِب ُداَعَْقأ ْنُِ ُّناَعْلا ْنُِ ٌْ اِه ، 
 َِدل َْ ْلا َُدل َّ َّ  ُّدَدْلا َّ  َُشْلْا َّ َُدل َْ ْلا َّ  ُّنَعْلا بَِ َخ َّّ ََصف ،َُُعَْفً َسَكًْ َ َأف ، ِئبَظ َّ  بَُ َُدل َّبا َِ َدِّٗ َْصح ِءَبِ٘ل ّْ َْلْا ُس ،
 َق َّ ََ َبق ؟ َُةأْسَوْلا َْجِ٘ضَز ْدِكلبَه َدٌْ ِع ِءَبِ٘ل ّْ َْلْا َٔلَع ٌِصئبَخ َِكلَذ  
18
 
Artinya: Ibn Syihāb berkata: apakah kamu pernah melihat wanita 
yang dinikahkan dan para walinya hadir semua yang mana 
sebagian lebih dekat dari pada yang lain. Diantara mereka 
adalah paman, saudara laki-laki, kakek, cucu laki-laki, dan 
anaknya sendiri. Kemudian yang menikahkan pamannya, 
kemudian anak dan para wali yang lainnya mengingkari 
pernikahan tersebut, walaupun perempuan itu sudah 
meridhainya? Maka jawaban Ibn Syihāb: yang demikian itu 
boleh menurut Imam Malik. 
Bahkan menurut Imam Malik, seorang anak itu lebih utama 
dalam menikahkan ibunya dibanding ayah, “Ibn Syihāb ditanya, 
siapakah yang lebih utama menikahkan wanita tersebut, anaknya atau 
ayahnya? Ibn Syihāb menjawab, Imam Malik berkata, anak lebih 
utama dalam menikahkan dan menshalatinya.” Perbedaan pendapat 
tersebut didasarkan pada perbedaan pemahaman dan penilaian 
terhadap hadis dari Ummu Salamah, yaitu: با َِ ٌِْب ِ ْجَالَبَقف  ْج ِّّ َصَاف ْنُاق ُساَوُع بَاٗ  
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 Imām Mālik bin Anas bin Mālik bin Amir al-Ashābiy al-Madāniy, 
Al-Mudāwwanah al-Kubrā, (Dārul Kutūb al-Ilmīyyah, Juz II, Cet. Ke-I, 
1994), hal. 105. 
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َاَخ َّّ ََصف نلاظّ َا٘لع اللّ ٔلاص ِ َّاللّ ََ ْاُظَز “ kemudian Ummu Salamah berkata 
kepada anak laki-lakinya: Hai Umar, bangkitlah kemudian 
kawinkanlah Rasulullah saw. Lalu Ia mengawinkannya.”19 
Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun nikah, 
ada yang berpendapat bahwa rukun nikah adalah calon suami, calon 
istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Akan tetapi para Fuqaha‟ 
berselisih pendapat mengenai seorang anak laki-laki yang menjadai 
wali nikah ibunya. Seorang anak lebih didahulukan daripada ayah 
menurut Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Ayah lebih 
didahulukan daripada anak menurut Imam Hambali. Sedangkan 
menurut pendapat Imam al-Syafi‟i anak tidak memiliki hak perwalian, 
kecuali ia menjadi „ashabah.20 
Dalam hal anak menjadi wali nikah ibunya, Imam Abu Hanifah 
dan Imam al-Syafi‟i berbeda pendapat. Pendapat Imam Abu Hanifah 
tentang status perwalian anak laki-laki yang dikemukakan oleh Imam 
Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul „Aimah al-Sarkhisiy„ al-
Hanafiy dalam kitab al-Mabsūṭ: 
                                                          
19
 Lihat Al-Mudāwwanah al-Kubrā, hal. 105. 
20
 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, (Damaskus: 
Dārul Fikr, Cet.. Ke-10, Juz 9, 2007), hal.36. Lihat pula: Al-Sayyīd 
Muhammad Syatha al-Dimyātīy al-Misriy, I’ānah al-Thālibīn, (Bandung: 
Syirkah al-Ma‟ārif, Juz III, t.th), hal. 274 
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 ْنُِ ٌْ َع ُ َّاللّ َٖ ِضَز َبٌُببَسَْصأ ََفَلخْخا َُّنث  َتَافٌَِ٘ز ُْاَبأ ََ بَاَقف ،ِحِّٗ ْصَّخلبِاب ُّقاََزأ باَوُِ َُّٗأ ِياْب ِا َّ  َِةْلْا ِٖف
 َفُظُْٗ َُْبأ َّ  بَوُِ َوِزَزَٔلبََعح ُ َّاللّ َُاَعَه ََةْلْا ََّىأ َٓسَاح  ََأ ،َِتبْاُصُعْلا ِٖاف ٌم ََّدقُه ُ ًَََِّلْ ؛ ُّقََزأ ُيْب ِا  
 َْظَقف ِتَضَِٗسفْلِبب َضُد ُّعلا ُّقَِسخَْعٗ.
21
 
Artinya: Pengikut Imam Abu Hanifah  r.a di dalam (masalah) Ayah 
dan Anak laki-laki, siapakah yang paling berhak untuk 
menikahkannya, lalu Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid 
Imam Abu Hanifah) menjawabnya: Yang paling berhak 
untuk menikahkan adalah anak laki-lakinya, karena ia (anak 
laki-lakinya) didahulukan dalam (masalah) waris ‘ashabah, 
apakah kamu tidak melihat, bahwa seorang ayah ketika 
bersamaan anak laki-laki, maka ia (ayah) hanya berhak 
mendapatkan seperenam saja (jika ada anak laki-laki atau 
cucu laki-laki dari garis laki-laki). 
Dan juga pernyataan Imam Abu Hanifah yang dikemukakan 
oleh Imam „Alauddin Abī Bakar bin Mas‟ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy 
dalam kitab Badā’i al-Shanā’i: 
 ِىَبئْ٘ ََشف ِم َُّدقَّخلا ُطْسَش ب ََّهأ َّ بَوُ ُدََزأ ُعْلا   ََتفٌَِ٘ز َِٖبأ َدٌْ ِع َُتبُْص ُم ََّدُقَخف ، َُتبَصَعْلا  ِنِز َّسلا ِّٕ َذ َٔلَع
 ٌءا َْ اَظ  ُداَعَْبأ ّْ َأ ُةَساَْقأ َُتباَصَعْلا ْجَاًبَك,  َّساَه باَه َٔالَع ِتَاٗ َِْ ْلا ِواَْصأ ِثُْاُبث ُطْساَش َٖ ا ُِ  بَوُ َداٌْ ِع َّ. 
ًِٖبَّثلا َّ   ُةُْسق  َِتباََسقْلا  ُم ََّدَقَخٗ  ُةَسَْقْلْا َٔلَع  ِدَعَْبْلْا  ًءا َْ َظ  َىبَك ِٖف  ِثَبباَصَعْلا  ّْ َأ ِٖاف باَُ ِسْ٘ َغ َٔالَع 
 ِوَْصأ َِٖبأ  ََتفٌَِ٘ز.22 
Artinya: Adapun syarat mendahulukan (dalam masalah perwalian) itu 
ada dua, yang pertama, al-‘ushūbah (dari garis ‘ashabah) 
demikian menurut Imam Abu Hanifah, maka didahulukan 
                                                          
21
 Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul „Aimah al-
Sarkhisiy„ al-Hanafiy, Al-Mabsūth, (Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Juz IV, tth), hal. 
220. Lihat pula Al-Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wākhid al-
Syairasiy al-Hanafiy, Fatkhul Qadīr, (Dārul Kutūb al-Ilmīyah, Cet. Ke-I, 
t.th), hal. 268. 
22
 „Alauddin Abi Bakar bin Mas‟ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, Badāi’ al-
Shanāi’, (Beirut: Dārul Kutūb al-„Ilmīyah, Juz 3, Cet. Ke-2), 1986, hal. 376. 
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‘ashabah atas zāwil arhām sama hal-nya ‘ashabah itu dekat 
maupun jauh. Menurut Imam al-Syaibaniy dan Abu Yusuf, 
bahwa al-‘ushūbah (dalam hal garis ‘ashabah) merupakan 
syarat penetapan wilayah (perwalian dalam pernikahan) atas 
keterangan yang telah berlalu. Yang kedua, yaitu: Dekatnya 
kekerabatan, maka didahulukan atas keluarga yang dekat 
atas keluarga yang jauh, sama halnya dalam ‘ashabah 
maupun selain ‘asahbah atas asal Abi Hanifah. 
Hal ini dikarenakan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa 
perwalian itu dari jalur hubungan anak (al-bunūwwah), hubungan 
ayah (al-ubūwwah), hubungan saudara (al-ukhūwwah), hubungan 
paman (al-‘umūmah), hubungan memerdekakan (al-mu’tiqah), dan 
kemudian imam dan hakim. Ini berbeda dengan pendapat Imam al-
Syafi‟i yang mendahulukan al-Ubūwwah “dari sisi ayah”.23 
Pandangan berbeda diutarakan oleh Imam al-Syafi‟i dalam 
kitab al-Umm, dia menyatakan bahwa seorang anak lak-laki tidak bisa 
menjadi wali nikah ibunya: 
 َّ إ ِذبَكٌِّلا ِٖف َِتباََسقِْلل ََتٗ َِّ   َ َِةْلْا َِوِبق ْيِه . َتَاٗ َِّ  َاَاف ٍدَال َّ  ُدَال َّ  ّْ َأ ٌدَال َّ  ِتاَخ َّّ َصُوِْلل  َىباَك ِْىإ َّ
بَِسب بَِ ِ٘ف ْنُِ َل ًَتبَصَع اًَُُْْكٗ َْىأ َّ إ ٍَ  َِتبَصَعْلِبب َُتٗ َِْ ْلا ْنُِ َل َىَُْكَخف.
24
 
Artinya: Tidak ada perwalian dalam nikah bagi kerabat kecuali dari 
silsilah ayah. Jika wanita yang dinikahi mempunyai anak 
atau cucu, maka sama sekali tidak ada perwalian bagi 
mereka kecuali mereka menjadi waris ‘ashabah, maka 
mereka berhak menjadi wali sebab ‘ashabah tersebut. 
                                                          
23
 Ibn Rusydi, Bidāyah al-Mujtahid, (Jeddah: al-Haramaīn, Juz II,Cet. 
Ke-3, t.th), hal. 13. Lihat pula: Badāi’ al-Shanāi’, Juz III, hal. 376. 
24
 Imam Al-Syafi‟i, Al-Umm, (Bairut: Dārul Wafa‟, Juz VI, 2001), hal. 
37. 
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Pernyataan Imam al-Syafi‟i yang senada dengan di atas yang 
dikemukakan oleh Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-
Nawawiy dalam kitab al-Majmū’: 
 َق ََ ب  َا َّشل ِفب ِعٖ  َز ِز َو َُ  َُاللّ    َ ُٗ َص ِّّ ُج  َا ْل َو ْس َأ َة  ِا ْب ٌُ َِب,  ِإ َّ  َأ ْى  َٗ ُك ْ َى  َع َص َب ًت  َل َِب،  َّ َُ َر ا َص ِس ْ٘ ٌر,  َِلْ ًَّ َُ   َ
 ِّ َ َٗ َت  ِل ِْل  ْب ِي  َع َل ُأ ٔ ِّه َِ,  َك َو َل ب ْ٘ َط  َل َُ  َأ ْى  ُٗ َص ِّّ َخ َِِاب ب ْلب ُب ٌُ َّْ ِة , َّا َُ َراِخ ا َا ٌف  ِل َوِالب ٍك  َّ  َأِاب َز ٖ ٌِ َْ٘اف َت  َّ 
 َأ ْزاَو َد:  َٗااُد ْ ُش  ِل ِْلااْب ِي  َأ ْى اُاٗ َص ِّّ َج  ُأاا َّه َُ  ِلااَس ِد ْٗ ِث  ُأ ِّم ااَظ َل َو َت  ِعااٌْ َد  َأ ْزااَو َد  َّ ْلا َب ّْ٘ َِاِاق ِع ٖااٌْ َد َهب ااَه َثب  َأاُاب ْ 
 َظ َل َو َت.25  
Artinya: Imam al-Syafi‟i r.a berkata: Tidak boleh seorang anak laki-
laki menikahkan ibunya, kecuali Ia menjadi ‘ashabah 
ibunya, dan (pendapat) ini sahih, karena anak laki-laki 
tidak memiliki perwalian atas ibunya, sepertihalnya ia 
tidak bisa menikahkan ibunya sebab (posisi) menjadi anak 
laki-lakinya, dan ini berbeda dengan pendapatnya Imam 
Malik, Abī Hanīfah, dan Ahmad: Boleh seorang anak laki-
laki menikahkan ibunya, berdasarkan hadis Ummu 
Salamah menurut Ahmad, dan Baīhaqiy ketika Abu 
Salamah meninggal dunia. 
Hal ini dikarenakan Imam al-Syafi‟i berpendapat bahwa 
perwalian itu dari pihak ayah (al-ubūwwah), dan Imam al-Syafi‟i 
menganggap bahwa anak laki-laki tidak menjadi „ashabah seorang 
wanita, apabila anak laki-laki itu sendirian maka tidak ada perwalian 
                                                          
25
 Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawiy, Al-
Majmū’, (Baīrūt Libanān: Dārul Fikr, Juz 17, 2000 H/ 1421M), hal. 316. 
Lihat pula: Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haītamiy, Tuhfah al-
Muhtāj, (Mesir: Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, Juz VII, tth), hal. 248. Lihat 
pula: Zakariya al-Anshāriy, Hasyiyah al-Bujaīrami, (Dārul Fikr, Juz III, Cet. 
Ke-2, 2007), hal. 342. Lihat pula: Imam Jalāluddīn Muhammad bin Ahmad, 
Al-Mahalli, (Dārul Kutūb al-Ilmīyah: Juz III, Cet. Ke-III, 2004), hal. 340. 
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bagi dia. Dan apabila ia bersama  ‘ashabah yang lain maka ia akan 
ikut menjadi wali ‘ashabah.26 
Dua pendapat kontradiktif ini menarik untuk dibahas lebih 
lanjut, karena sejauh pembacaan penulis, kedua imam itulah yang 
secara eksplisit memberikan jawaban atas permasalahan anak laki-laki 
yang menjadi wali atas pernikahan ibunya. Sepintas membandingkan 
pendapat dua Imam Madzhab yang berbeda tentu akan melahirkan 
pendapat yang berbeda pula. Namun perlu diingat bahwa terkadang 
dalam masalah yang sama, meskipun tidak sama dalam Imam 
Madzhabnya, akan melahirkan pendapat yang sama pula. Perbedaan 
tersebut memunculkan bermacam praduga, apakah dilatarbelakangi 
perbedaan metodologi, perbedaan kondisi sosial, ataukah hanya 
sentimen Madzhab. 
Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, penulis 
mengelaborasi tentang anak sebagai wali nikah bagi ibunya menurut 
Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi‟i. Penulis melakukan kajian 
tentang permasalahan ini dengan judul “Status anak laki-laki 
sebagai wali nikah bagi ibunya (Studi Perbandingan Pendapat 
Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i)”. 
 
 
                                                          
26
 Ibn Rusydi, Bidāyah al-Mujtahid, (Jeddah: al-Haramaīn, Juz II,Cet. 
Ke-3, t.th), hal. 13. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka pokok 
permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi di sini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi‟i 
tentang status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya? 
2. Bagaimana perbandingan metode istinbāṭ hukum antara Imam Abu 
Hanifah dan Imam al-Syafi‟i tentang status anak laki-laki sebagai 
wali nikah bagi ibunya? 
Dari rumusan masalah yang penulis uraikan dapat dimengerti 
bahwa penelitian ini masuk dalam kajian fikih dengan menggunakan 
pendekatan perbandingan madzhab. 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-
Syafi‟i tentang status anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya. 
2. Untuk memberikan penilaian terhadap metode Istinbāṭ Imam Abu 
Hanifah dan Imam al-Syafi‟i dalam masalah status anak laki-laki 
sebagai wali nikah bagi ibunya. 
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D. Telaah Pustaka 
Pertama, skripsi yang disusun oleh Abdul Ghufran, Fakultas 
Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: “Analisis Pendapat 
Imam al-Syafi’i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur” 
dalam skripsi tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa, Imam al-
Syafi‟i berpendapat bahwa wali nikah merupakan suatu keharusan 
sebagai syarat sahnya pernikahan dan tidak sah nikah tanpa wali 
meskipun bagi janda dibawah umur.
27
 
Kedua, skripsi yang  disusun oleh Ahmad Adib Fakultas 
Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul “Studi Analisis 
Pendapat Imam al-Syafi’i Tentang Anak Menjadi Wali Nikah Ibunya”. 
Skripsi ini membahas tentang bagaimana pendapat Imam al-Syafi‟i 
tentang status anak menjadi wali nikah ibunya. 
Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam masalah anak 
menjadi wali nikah ibunya, Imam al-Syafi‟i menyatakan dengan tegas 
bahwa tidak ada „ashabah jika ia sendirian. Karena Imam al-Syafi‟i 
menentukan hak perwalian sesuai urutan ilmu mawaris, dan Imam al-
                                                          
27
 Abdul Ghufran, “Analisis Pendapat Imam al-Syafi’i Tentang Wali 
Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur” . Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo 
Semarang, Di publikasikan. 
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Syafi‟i memegang tidak ada hak „ashabah seorang anak terhadap 
ibunya jika ia sendirian.
28
 
Ketiga, artikel Ilmiah yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap 
Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali yang Berwewenang”, yang 
disusun oleh Diah Ayu Puspita Sari, yang berisi berdasarkan Undang-
undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam 
menurut suatu kewajiban dengan ketentuan yang mengharuskan 
bahwa baik wanita janda atau bukan tidak hanya meminta izin saja 
pada walinya ketika akan menikah, tetapi juga mengharuskan untuk 
menggunakan wali nikah dalam perkawinannya. 
Apabila tidak ada wali nikah maka perkawinannya dapat 
dibatalkan. Serta akibat yang ditimbulkan selain dapat dibatalkan 
adalah tidak sahnya perkawinan tersebut dan akan berdampak 
terhadap hubungan suami istri, kedudukan anak yang dilahirkan 
apabila sudah mempunyai anak, harta bersama, dan hubungan pihak 
ketiga.
29
 
Keempat, artikel Al-Adalah Vol X, No 2 Juli 2011, yang 
disusun oleh saudara Rahmat yang berjudul “Kedudukan Wali Dalam 
Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyyah, Hanafiyyah, Dan 
                                                          
28
 Ahmad Adib, Studi Analisis pendapat Imam al-Syafi’i tentang anak 
menjadi wali nikah ibunya, skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari‟ah 
IAIN Walisongo Semarang. 2008. Di publikasikan.    
29
 Diah Ayu Puspita Sari, Akibat Hukum Terhadap Perkawinan 
Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwewenag, Fakultas Hukum, Universitas 
Brawijaya, Artikel Ilmiah, 2004. Di publikasikan. 
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Praktiknya Di Indonesia”, penulis menyimpulkan bahwa ada 
persamaan pendapat Ulama Syafi‟iyyah dengan Ulama Hanafiyyah 
mengenai wali ialah bahwa wali harus seorang Islam, dewasa dan 
berakal. Sedangkan perbedaanya menurut Ulama Syafi‟iyyah wali 
harus laki-laki dan adil. Sedangkan Ulama Hanafiyyah wali boleh 
seorang fasiq dan wanita boleh menjadi wali nikah. Sedangkan 
menurut Ulama Syafi‟iyyah kedudukan wali dalam perkawinan adalah 
syarat sahnya atau rukun perkawinan.
30
 
Kelima, skripsi yang disusun oleh Siti Ninik Purnawati, 
Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang 
berjudul “Istinbāṭ Hukum Madzhab Hanafiyyah Tentang Nikah Tanpa 
Wali Dalam Kitab Badā’i al-Shanā’i”. Penulis skripsi ini 
menyimpulkan bahwa pertama: menurut pendapat madzhab Hanafi 
perempuan merdeka, baligh, ketika menikahkan dirinya sendiri 
dengan seorang laki-laki atau wakil dari laki-laki yang lain dalam 
suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan tersebut atau suaminya 
diperbolehkan. Menurut madzhab Hanafi perempuan itu boleh 
menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang kufu‟ atau yang tidak 
kufu’ dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan 
itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak kufu‟, maka 
                                                          
30
 Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran 
Syafi’iyyah, Hanafiyyah, Dan Praktiknya Di Indonesia, Artikel Al-Adalah 
Vol X, No 2 Juli 2011, Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Intan Lampung. Di 
publikasikan. 
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bagi wali berhak menghalangi pernikahnnya, bila pernikahan itu 
dengan mahar yang kecil.
31
 
Keenam, skripsi yang disusun oleh Umar Faruq, Fakultas 
Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Studi Analisis 
Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk 
Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu”. Penulis skripsi ini menyimpulkan 
bahwa pertama, pendapat Imam Malik tentang anak lebih utama dari 
bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu memang ada beberapa 
pendapat dalam kitab Fikih. Dalam kitab ‘Ala al-Madzāhib al-
Arba’ah disebutkan bahwa urutan wali dalam pernikahan adalah wali 
mujbir  yaitu bapak, wasiat bapak, orang yang memiliki budak, 
kemudian setelah wali mujbir  yang didahulukan adalah anak laki-laki 
(al-ibn) walaupun hasil dari hubungan perzinaan. Dalam kitab 
Mudāwwamah al-Kubrā disebutkan bahwa anak laki-laki lebih utama 
menjadi wali nikah bagi ibunya dari pada ayah si ibu sendiri.
32
 
Maka, yang membedakan penelitian ini dengan skripsi tersebut 
adalah metode yang digunakan. Metode yang penulis gunakan adalah 
metode perbandingan dan penulis akan lebih memperluas 
pembahasannya. Penulis akan mengungkap pendapatnya Imam Abu 
Hanifah yang terdapat dalam kitab Al-Mabsūth dan Al-Badā’i al-
                                                          
31 Siti Ninik Purnawati, Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah 
Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Badā’i Al-Shanā’i, Fakultas 
Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015. Di publikasikan. 
32
 Umar Faruq, Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang 
Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu, Fakultas 
Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang, 2008. Di publikasikan. 
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Shanā’i karya Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 
„Aimah al-Sarkhisiy„ al-Hanafiy dan Imam „Ala‟udin Abi Bakar Ibnu 
Mas‟ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy dengan pendapatnya Imam al-Syafi‟i 
dalam karyanya al-Umm dan al-Majmū’ karya Imam Abī Zakariyyā 
Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawiy. Sedangkan skripsi di atas hanya 
memfokuskan dan menganalisis pendapatnya Imam al-Syafi‟i saja 
tentang status anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya. 
E. Metode Penelitian 
Yang dimaksud metode penelitan adalah suatu cara atau jalan 
yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas 
data dalam suatu penelitian, guna memperoleh pemecahan terhadap 
suatu permasalahan.
33
 Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis 
menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan 
paradigma normatif-doktrinal, yaitu penelitian yang berkenaan 
dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang 
obyek penelitiaannya digali melalui beragam informasi 
kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan 
dokumen).
34
 Berdasarkan pada pengertian ini, maka penulis akan 
                                                          
33
 Joko Subagyo, Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek, 
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 2. 
34
 Nana Saodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2009), hal. 52. 
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menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku/ kitab-
kitab fikih, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik status 
anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya. 
2. Sumber Data 
Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data penelitian adalah 
subyek dari mana data dapat diperoleh.
35
 Ada dua macam data 
yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek 
yang akan diteliti.
36
 Maka sumber data primer dalam penelitian ini 
penulis dapatkan secara langsung dari kitab al-Mabsūṭ karya Imam 
Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul „Aimah al-Sarkhisiy„ al-
Hanafi, kitab Badā’i al-Shanā’i karya „Alauddin Abi Bakar bin 
Mas‟ūd al-Kāsāniy al-Hanafi, kitab al-Umm karya Imam al-Syafi‟i 
dan kitab al-majmū’ karya Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin 
Syaraf al-Nawawi. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah sumber data yang dijadikan data 
pelengkap dan pendukung dari data primer.
37
 Maka dalam 
                                                          
35
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
Praktek,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th), hal. 120. 
36
 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, Cet. Ke-9,  1995), hal. 84-85. 
37
 Surachmad, Dasar Dan Tehnik Research, (Bandung: CV. Tarsito, 
1990), hal. 134. 
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penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari kitab-
kitab atau buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan 
tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah Kitab Syarah Fath 
al-Qadīr karya Syaikh Kamaluddin Muhammad al-Sakandariy, 
Kitab Bidāyah al-Mujtahid karya Ibn Rusydi, Kitab Raddul 
Mukhtār karya Syaikh Ibnu „Ābidīn, Kitab al-Fiqh al-Islam Wa 
Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaily dan kitab-kitab atau buku-
buku lain yang terkait dengan tema pembahasan.             
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah Dokumentasi, yaitu cara memperoleh dengan 
menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, 
peraturan perundang undangan.
38
 Teknik ini digunakan untuk 
memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan 
penjelasan mengenai ketentuan Imam Abu Hanifah yang tertuang 
dalam kitab al-Mabsūṭ karya Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn 
Sahl Syamsul „Aimah al-Sarkhisiy„ al-Hanafiy, kitab Badā’i al-
Shanā’i karya „Alauddin Abi Bakar bin Mas‟ūd al-Kāsāniy al-
Hanafiy dan kitab al-Umm karya Imam al-Syafi‟i, kitab al-Majmū’ 
karya Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawiy 
tentang status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya.  
 
                                                          
38
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
Praktek., hal. 202. 
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4. Teknik Analisis Data 
Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan 
menganalisa data tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu: 
a. Deskritif, adalah analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan 
yang dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan 
dalam penelitian lapangan seperti dalam menelti lembaga 
keuangan syari‟ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam 
penelitian leterer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau 
sebuah pendapat hukum.
39
 Berdasarkan pada pengertian tersebut, 
penulis akan menganalisa data-data atau hasil-hasil penelitian. Di 
sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Imam Abu 
Hanifah dan Imam al-Syafi‟i terkait dengan masalah status anak 
laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya. 
b. Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih 
pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang 
berkaitan dengan suatu produk fikih.
40
 Analisis komparatif ini 
sangat penting dilakukan karena analisis ini yang sesungguhnya 
menjadi inti dari penelitian ini. Dari sini akan diperoleh apa yang 
menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah 
dan Imam al-Syafi‟i dalam menanggapi masalah status anak laki-
laki sebagai wali nikah bagi ibunya.  
                                                          
39
 Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi, (Semarang: Fakultas 
Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang), hal. 13. 
40
 Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi, (Semarang: Fakultas 
Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang), hal. 14. 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 
menganalisis data, penulis akan menggunakan teknik analisis data 
deskritif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan 
pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkan antara 
keduanya. 
F. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah 
pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara 
keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan 
skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi 
Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun 
sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri 
dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut: 
Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
Bab kedua adalah tinjauan umum tentang wali nikah, yang 
memuat beberapa sub bab. Sub bab pertama mengenai pengertian wali 
nikah, kedua menjelaskan dasar hukum wali nikah, ketiga 
menjelaskan macam-macam wali nikah dan urutannya, keempat 
syarat-syarat menjadi wali nikah, kelima menjelaskan gugurnya hak 
perwalian dan yang keenam menjelaskan teori istinbāṭ hukum. 
26 
 
Bab ketiga membahas tentang pendapat dan istinbāṭ hukum 
Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi‟i tentang status anak laki-laki 
sebagai wali nikah bagi ibunya, bab ini memuat dua sub bab. Sub bab 
pertama menjelaskan tentang biografi, pendapat, metode istinbāṭ 
Imam Abu Hanifah secara umum, dan metode istinbāṭ Imam Abu 
Hanifah tentang status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya. 
Dan sub bab kedua menjelaskan tentang biografi, pendapat, metode 
istinbāṭ Imam al-Syafi‟i secara umum, dan metode istinbāṭ Imam al-
Syafi‟i tentang status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya. 
Bab keempat adalah analisis terhadap pendapat Imam Abu 
Hanifah dan Imam al-Syafi‟i tentang status anak laki-laki sebagai wali 
nikah bagi ibunya. Bab ini berisi dua sub bab, yang pertama adalah 
analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi‟i 
tentang status anak laki-laki sabagai wali nikah bagi ibunya. Sub bab 
kedua membahas analisis perbandingan metode istinbāṭ Imam Abu 
Hanifah dan Imam al-Syafi‟i. 
Bab kelima adalah penutup. Berisi tiga sub bab, kesimpulan, 
saran-saran dan kata penutup. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH 
 
A. Pengertian Wali Dalam Nikah 
Sebelum penulis membicarakan masalah wali dalam pernikahan 
perlu dikemukakan perwalian menurut literatur fiqih, perwalian 
menurut literatur fiqih disebut dengan )ْتاي الَِىلا) “huruf wawu terbaca 
kasrah” yaitu kedekatan َاا(َْلَ قَْر َب) , sedangkan )ْتاي الَىلا) "huruf wawu 
terbaca fatkhah” bermakna rasa cinta (َْتاب اح اوْلاا), pertolongan ( َاَاْلَ نَْصَارةا ) dan 
memiliki makna kekuasaan atau otoritas (َْتاطْل اسْلاا/َْة ارْذ قْلاا).
1
 
Sedangkan perwalian dalam terminologi Fuqaha (ahli hukum 
Islam) seperti yang diformulasikan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu 
kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung 
melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) izin 
orang lain.
2
 
Sejalan dengan definisi tersebut, menurut Amir Syarifuddin, 
yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang 
karena kedudukannya berwewenang untuk bertindak terhadap dan atas 
nama orang lain.
3
 
                                                          
1
 Al-Maūsū‟ah Al-Fiqhīyyah, (Kuwait: Zatus Salāsil, Juz 45, Cet. Ke-
2, 1986), hal. 135. Lihat pula: Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam Wa 
Adillatuh, (Damaskus: Dārul Fikr, Cet. Ke-10, Juz IX, 2007), hal. 179.  
2
 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, (Damaskus: 
Dārul Fikr, Cet Ke-10, Juz IX, 2007), hal. 179. 
3
 Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, (Jakarta: 
PT Bumi Aksara, 2007), hal. 69. 
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Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan wali nikah sebagai 
berikut: 
َ ا َى ََ٘ ى ًَََ فَ ْىاَى َن َحبَ َٕ َََ٘ اَ ى َز َيََ ٌَ ز ََ٘ ق َفَ َعَ يْ ٍ ََْٔ  ص َذَ خَ َىا َعْ ق َذَ ْفَ  لَ ٌَْ  ص َخََ ث َذ َٗ ّْ َٔ,َ َْٗ ٕ َََ٘ اَ
 ل َة َ ا َٗ َْٗ  صَ ٍَ ٔ,َ
 َٗ َىاَ ق َش ٌَ َتََ ا َى َع َصب َت,ََ ا َى َ َعَ ز َق,َ َٗ َغىا َيَ ط َُ ب,َ َٗ َىا ََ ىب َل.
4َ
  Artinya: Wali didalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak 
kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan 
sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad 
tanpa dengannya, ia adalah ayah atau orang yang diberi 
wasiat, kerabat dari pihak ayah, mu‟tiq (orang yang 
memerdekakan budak), sulthan dan penguasa yang 
berwenang. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud 
dengan wali ialah orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi 
kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut 
beranjak dewasa. Wali juga bisa diartikan sebagai pengasuh pengantin 
perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah 
dengan pengantin laki-laki.
5
 Mengenai perwalian ini mayoritas ulama 
membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian 
atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-
sama.
6
 
Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang 
diberi kekuasaan atas sesuatu disebut wali. Dari tiga macam perwalian 
                                                          
4
 Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh „ala Madzāhibil „Arba‟ah, (Bairut: 
Dāru al-Kutūb al-Ilmīyah, Juz IV, t.th), hal. 29. 
5
 Frista Artmanda W, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: 
Lintas Media, tth), hal. 347. 
6
 Abu Zahrah, Ahwāl al-Syakhsīyah, (Bairut: Dārul Fikr al-„Arabiy, 
1957), hal. 122. 
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di atas yang akan dibicarakan di sini adalah perwalian atas orang, 
yakni perwalian dalam pernikahan. Jadi yang disebut dengan wali 
nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk menikahkan 
seorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan perkataan 
lain wali itu dari pihak perempuan. 
Wali dalam pernikahan adalah merupakan hal yang penting dan 
menentukan. Menurut pendapat ulama Syafi‟iyyah tidak sah 
pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi 
laki-laki tidak diperlukan wali. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah 
bahwa pernikahan tanpa wali dianggap sah bahkan seorang 
perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri.
7
  
 
B. Dasar Hukum Wali Nikah 
Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi 
seorang perempuan yang hendak menikah, para ulama berpedoman 
dengan dalil-dalil al-Qur‟an dan al-Hadis diantaranya:8 
1. Al-Qur‟an 
a. Surah al-Baqarah ayat 232: 
 َِ  ٖ  جا  ٗ  ص أَ  ِ  ذ ن ْ  ٌَ  ُ  أَ  ِ  ٕ  ٘ي  ع ع رَ  ل ف. 
                                                          
7
 Abu Bakar Muhammad bin Ahmad al-Syasiy, Hilyah al-„Ulamā‟ Fi 
Ma‟rifah Madzāhib al-Arba‟ah, (Arab Saudi: Maktabah Nizar Mustafa 
Albaz, Juz II, Cet. Ke-II, 1998), hal. 853. 
8
 Muhammad Syaif Abdullah al-Adīynīy, Qanun Ahwāl Al-Syakhsīyah 
Al-Yamaniy, (Mūassasah al-Tanwīr Li al-Tanmīyah al-Ijtima‟iyyah, Cet. Ke-
I, 2014), hal. 53-61. 
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Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka 
kawin lagi dengan bakal suaminya. (Q.s. al-Baqarah: 232).
 9
 
Imam al-Syafi‟i menyatakan, bahwa ayat ini merupakan ayat 
yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak 
demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi 
pernikahan.
10
  
b. Surah al-Nur ayat 32: 
ا٘  ذ ن ّ  أ  َٗى  ٍ ب  ٌ  لاَ ٌَ  ن ْ  ٍَ َِ ٍ  ذ ىب  صىا  َٗ َِ  ٍَ ٌَ  م  دب ج  عَ ٌَ  ن ئب  ٍ  إ  َٗ َُ  إَا  ّ٘٘ ن ٌَ َءا  ش ق فَ ٌَ  ٖ  ْ  غ ٌََ  اللَّ َِ  ٍَ
 َٔ  ي  ع فََ  اللّ  َٗ َع  عا  َٗ ٌَ  ٍي  ع.َ 
Artinya: Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di 
antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) 
dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan 
perempuan, jika mereka miskin, Allah Swt  akan 
memberi kemampuan, kepada mereka dengan karunia-
Nya. Dan Allah Swt maha luas (pemberian-Nya), maha 
mengetahui. (Q.s, al-Nur, 32).
 11َََ 
Ayat yang kedua juga ditujukan kepada para wali agar supaya 
mereka tidak menikahkan perempuan-perempuan muslimah dengan 
laki-laki kafir. Khitāb tersebut menunjukkan bahwa akad nikah adalah 
kuasa seorang wali.  
 
                                                          
9
 Al-Qur‟an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.S al-
Baqarah, 232). 
10
 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh......., hal. 83. 
11
 Al-Qur‟an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.S al-
Nur, 32). 
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c. Surah al-Baqarah ayat 221: 
َ  ل  َٗا٘  ذ ن ْ  رَ َدب  م ش  ش َ  ىاَى ز  دَ َِ  ٍ  ؤ ٌََ خ  ٍ   ل  ََٗ خ ْ  ٍ  ؤ  ٍَ َش ٍ  خَ َِ  ٍَ َخ  م ش  ش ٍَ َ٘  ى  َٗ ٌَ  ن ز ج  ج  ع أََ  ل  َٗ
ا٘  ذ ن ْ  رَ َِ ٍ م ش  ش َ  ىاَى ز  دَا  ْ٘  ٍ  ؤ ٌَ َذ ج ع ى  َٗ َِ  ٍ  ؤ  ٍَ َش ٍ  خَ َِ  ٍَ َك ش  ش ٍَ َ٘  ى  َٗ ٌَ  ن ج  ج  ع أَ َل ئ ى  ٗأَ َُ ٘ ع  ذ ٌَ
ى ى إَ َسب ْىاََ  اللّ  َٗ٘ ع  ذ ٌَى ى إَ َخ ْ  ج ىاَ َح  ش ف  غ  َ  ىا  َٗ َٔ  ّ  ر ئ ثَ َِ   ٍج ٌ  َٗ َٔ  رب ٌآَ َطب ْي ىَ ٌَ  ٖ  ي ع ىَ َُ ٗ  ش م  ز ز ٌ. 
Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak 
yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun 
dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan 
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang 
mukmin itu lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia 
menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang 
Allah Swt  mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-
Nya, dan Allah Swt  menerangkan ayat-ayat-Nya 
(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran. (Q.s, al-Baqarah, 221).
12
 
Oleh sebagian Ulama Fikih, ayat tersebut ditafsirkan bahwa 
yang diberi perintah untuk menikahkan adalah kaum laki-laki bukan 
kaum perempuan.
13
 Dan Allah Swt menyeru untuk menikahkan itu 
pada laki-laki (wali) bukan kepada wanita, seolah-olah Dia berfirman: 
“Wahai para wali (laki-laki) janganlah kalian menikahkan 
                                                          
12
 Al-Qur‟an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.S al-
Baqarah, 221). 
13
 Ali Imron, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Persepektif 
Al-Qur‟an Melalui Pendekatan Ilmu Tafsir), (Semarang: Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro, 2007), hal. 69. 
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(perempuan) yang dalam perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki 
musyrik).
14
 
2. Al-Hadis 
a. Hadis riwayat „Āisyah r.a: 
 َِ ْ  ع  ََٗ خْ  ش ئب  عَ َذ  ْىب قَ: َهب  ْقَ َهْ٘  ع  سََ  اللَّى يْ  صََ  اللَّ َٔ ْ ٍ  ي  عَ ٌَ  يْ  ع  َٗ:َ  لَ َحبْ  ن ََّ  لإَ ًَ  ى  ٘  ْثَ َي ذ ٕ بْ  ش  َٗ
،  ه  ذ  عَ َُ  ئ فَاٗ  ش  جب  ش رَ َُ ب ط ي  غىب فَ ًَ  ى  َٗ َِ  ٍََ  لَ ًَ  ى  ََٗ  ٔىَ)َ ٓا  ٗ  سَ ًَ  ْ ط ق  سا  ذىا).
15َ
Artinya: Dari „Āisyah r.a., Ia berkata, Rasulallah saw telah 
bersabda: tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan 
wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian apabila 
mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang 
yang tidak memiliki wali. (H.R. al-Dāraqutnī). 
Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa 
wali, tidak dianggap sah oleh syari‟at. Hal ini diperkuat oleh hadis 
yang diriwayatkan „Āisyah. 
b. Hadis riwayat „Āisyah  r.a: 
ٗ َِ  عَ َعبَ ئْ  شَ خَ َسَ  اللَّ  ً ْ  ظَ َع َْْ  َٖ قَب ْىب َذ ْقَ: َهبَ َسْ  ع َ٘ َهََ  اللَّ ٌَ  يْ  ع  ٗ َ ٔ ْ ٍ  ي  ع  َ  اللَّى يْ  صَ ح أ  شْ  ٍ ا  َبْ  َ  ٌاَ:
 َو  غ بث  َبٖ  د بن  ْف  َب  ٖ  ٍى  ٗ َ  ُ  ر اَ  ش ٍ  غ ثَ  ذ  ذ ن ّ,ََ بْٖ  ج  ش فَ  ِ ْ  ٍ َ  و  ذ زْ  عا  َبْ  َثَ  شْ  ٖ  َ  ىا  َبْ  ٖي ف  َب  ٖثَ  و  خ  دَ  ُ  ب ف.َ
 َُ  بط ي  غىا بفَ اٗ  ش  ج ز  شاَ  ُ  ب فََ  ٔىَ  ً  ى  ٗ  َلَ  ِ  ٍ َ  ً  ى  َٗ(َ أ َخ َشْ  جَ ََٔ اَ  ل َسَ ثْ  عَ خََ إَ لََ ْىاْ  غ َاب.َ َْٗ  ص َذ َذَ ََٔ أ ْث ََ٘
 َع ََ٘ ّاَ خَ َٗ َثا ََِ َدَ ج َُ بَ َٗ َىا َذ َمب ٌَ.(
16َ
                                                          
14
 Dedy Junaidi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta: Akademi 
Pressindo, 2003), hal. 106. 
15
 Imam al-Syaukāniy al-Yamaniy, Nail al-Authār, (Mesir: Dārul 
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Artinya: Dari Āisyah r.a, ia berkata: Rasulallah bersabda: Apabila 
seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka 
pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, 
maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar 
menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan 
(memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang 
menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. 
)H.R. Imam Empat kecuali al-Nasa‟i. Abū „Awānah. Ibn 
Hibān, dan Hākim mensahihkannya). 
Hadis tersebut dapat dipahami, bahwa tidak ada pernikahan di 
dalam syari‟at melainkan dengan adanya wali. Hal ini diperkuat oleh 
hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a  
c. Hadis riwayat Abu Hurairah r.a: 
 َح  ش ٌ  ش ٕ َ  ًث أَ  ِ  ع َس َ  اللَّ ه٘ ع  سَ  هب قَ:  هب ق  َٔ ْ  عَى ىب ع ر  َ  اللَّ  ً  ظى ي  صَ ٌَ  يْ  ع  ٗ َ ٔ ْ ٍ  ي  ع  َ  اللََّ  ُ  ٗ  ض  ْرَ  ل
َ رَ  ل  ٗ َ، ح أ  ش  َ  ىا  َح أ  ش  َ  ىاب ٖ  غ ف ّ  َح أ  ش  َ  ىاَ  ُ  ٗ  ضَ( َذىا  ٗ َ، ٔ  جب  ٍ َ  ِ  ثا  َٓا  ٗ  س ًَ  ْ ط ق  سا,َ َٗ َس َجَ ىبَ ََٔ ثَ ق َدب).
17
 
Artinya: Dari Abu Hurairah r.a Rasulallah saw bersabda: Tidak 
boleh seorang perempuan menikahkan seorang 
perempuan, dan tidak boleh seorang perempuan 
menikahkan dirinya sendiri. (H.R Ibn Majah, al-
Daraqutniy, dan rawinya siqāh). 
Hadis di atas menunjukan bahwa perempuan tidak mempunyai 
hak wali untuk menikahkan dirinya dan untuk perempuan lain. Di 
dalam pernikahan, dia tidak mempunyai hak untuk mengucapkan 
kalimat ijab dan kabul. Dia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri 
dengan seizin wali, dan ia juga tidak dapat menikahkan perempuan 
lain, atau mewakilkannya. 
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C. Macam-macam Wali Nikah dan Urutannya 
Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus 
dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk 
menikahkannya (Ps. 19 KHI). Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka 
status pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada 
sabda Rasulallah saw, riwayat dari „Āisyah  r.a:  
 َٗ َِ  عَ َعبَ ئ َشَ خَ َسَ  اللَّ  ً  ظَ َع َْ ََٖ قَبَ ىب َذَ قَ: َهبَ َس َع َ٘ َهََ  اللَّ َص ٌَ  يْ  ع  ٗ َ ٔ ْ ٍ  ي  ع  َ  اللَّى يَ  ذْ  ذ  ن َّ ح أ  شْ  ٍ ا  َبْ  َ  ٌاَ:
 َو  غ بث  َبٖ  د بن  ْف  َب  ٖ  ٍى  ٗ َ  ُ  ر اَ ش ٍ  غ ث,ََ بٖ  ج  ش فَ  ِ  ٍ َ  و  ذ ز  عا  َب  َثَ  ش  ٖ  َ  ىا  َب  ٖي ف  َب  ٖثَ  و  خ  دَ  ُ  ب ف.ََ اٗ  ش  ج ز  شاَ  ُ  ب ف
 َُ  بط ي  غىا بفََ ى  ٗ  َلَ  ِ  ٍ َ  ً  ى  ٗ(َ  ٔىَ  ًَ أ َخ َش َجَ ََٔ اَ  ل َسَ ث َعَ خََ إَ لََ ْىا َغ َاب.َ َٗ َص َذ َذَ ََٔ أ ْث ََ٘ َع َ٘ ّْاَ خَ َْٗ ثا ََِ َد ْج َُ بَ
 َٗ َىا َذ َمب ٌَ).
18َ
Artinya: Dari Āisyah r.a, ia berkata: Rasulallah bersabda: Apabila 
seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka 
pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, 
maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar 
menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi 
izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi 
perempuan yang tidak memiliki wali. )H.R. Imam Empat 
kecuali al-Nasa‟i. Abū „Awānah, Ibn Hibān, dan Hākim 
mensahihkannya). 
Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidāyah al-Mujtahid menyebutkan 
macam-macam wali ada tiga, yaitu: wali nasab, wali hakim dan wali 
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 Al-Hāfidl Ibn Hajar al-„Asqalāniy, Bulūgh al-Marām................., 
hal. 211-212. 
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maūla.19 Sementara Abdul Manan menyebutkan macam-macam wali 
yaitu: wali nasab, wali hakim, wali maūla, dan wali muhkam.20 
Dengan demikian macam-macam wali nikah dapat penulis 
uraikan sebagaimana  berikut: 
a. Wali Nasab 
Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan 
karena adanya hubungan darah. Wali nasab dibagi menjadi dua 
yaitu wali aqrab dan wali ab‟ad. Wali aqrab adalah orang yang 
hubungan kekeluargaanya sangat dekat dengan pihak mempelai 
perempuan. Dalam hal ini adalah seseorang yang mendapatkan 
bagian ‘ashabah dalam perkara waris. Sedangkan wali ab‟ad 
adalah wali yang hubungan kekerabatannya agak jauh, yaitu selain 
dari kelompok wali aqrab. 
Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi 
syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita 
tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali 
bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. 
Adapun hirarki wali nasab yaitu: 
1) Ayah kandung. 
2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-
laki. 
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 Ibn Rusydi, Bidāyah al-Mujtahid, (Jeddah: al-Haramaīn, Juz II,Cet. 
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3) Saudara laki-laki sekandung. 
4) Saudara laki-laki seayah. 
5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 
6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah. 
7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 
8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah. 
9) Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman) 
10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah) 
11) Anak laki-laki paman sekandung 
12) Anak laki-laki paman seayah. 
13) Saudara laki-laki kakek sekandung. 
14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung. 
15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.21 
 Abapila urutan wali diatas tidak ada maka yang menjadi wali 
adalah hakim.  
b. Wali hakim 
Wali hakim adalah wali nikah yang dilaksanakan oleh 
penguasa, karena wanita yang akan menikah tidak mempunyai 
wali.
22
 Wewenang wali nasab akan berpindah kepada hakim 
apabila: 
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 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT 
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1. Ada pertentangan antara wali dengan mempelai wanita (wali 
adlol). Artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk 
menikahkannya. 
2. Bilamana walinya tidak ada, atau menghilang dan tidak diketahui 
keberadaanya.
23
 
3. Tidak memiliki wali nasab sama sekali. 
4. Wali berada di tempat yang sejauh masāfatul qasri (sejauh 
perjalanan yang membolehkan shalat qashar yaitu 92,5 Km), atau
24
 
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di 
jumpai, atau 
6. Wali sedang melaksanakan ibadah haji maupun umrah.25 
Apabila kondisi salah satu dari point di atas, maka yang yang 
berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. 
Tetapi dikecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilkan kepada 
orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan 
itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan.
26
 
c. Wali Maūla 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Dārul Kitab al-Arabīy, Bairut 
Libanan, Juz II, 1977), hal. 137. 
24
 Di zaman modern ini walaupun masāfatul qasri  “jarak tempuh 
perjalanan” sudah terpenuhi, namun untuk akad nikahnya wali perlu diberi 
tahu terlebih dahulu. Pen. 
25
 Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), 
Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: 2003), hal. 34. 
26
 Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah 
(PPN)....................., hal. 35. 
38 
 
 
 
Wali maūla adalah wali yang menikahkan budaknya. Laki-
laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam 
perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud 
perempuan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah 
kekuasaannya.
27
  
d. Wali Muhakam  
Wali muhakam ialah wali yang terdiri dari seorang laki-laki 
yang bukan keluarga dari calon istri dan bukan  pula dari pihak 
penguasa, akan tetapi memiliki pengetahuan keagamaan yang baik 
dan dapat menjadi wali dari pemerintah. Keberadaan wali ini 
karena wali nasab, wali mu‟tiq (maūla) dan wali hakim tidak ada.28 
Abdurrahman al-Jaziri menyatakan, bahwa jumhur ulama 
berpendapat wali nikah menurut macamnya dibagi menjadi dua, yaitu 
wali mujbir dan wali ghairu mujbir.  
َ ٌ ََْ ق َغ ٌَََ ا َى ََ٘ ى ًَََ إَ ىَ قَى َغ َ ٍَ َِ َٗ َ:َ ى ًََ ٍَ َجَ ج َشََ ىَ َٔ َد َقََ ر َض َٗ ٌَ َجََ ثْ  ع َطَْ  ٍ ََِ ْىَ َٔ َعَ يْ ٍ َََٔ ا َى ََ٘  ل ٌَْ خَ ْث َذ َٗ َََُ إ
 َر ّْ ََٔ
 َٗ َس َظَ ٓبَ َٗ ََٗ ى ًََ َغ ٍَ َشَ ٍَ َجَ ج َشََ ى ٍَ َظََ ىَ َٔ َرَ ى َلََ ث َوََ لََ ث َذَ ٍَ ََْ َٔ ََٗ ى َن َََِ لَ ٌ َص َخََ ىَ ََٔ أ َََُ ٌ َض َٗ َََُ ث َذ َٗ َََُ إ َر َُ ْ  ٍ ََِ
َ ىَ َٔ َعَ ي ٍَ َََٔ ا َى ََ٘ لَ ٌَ خَ َٗ َس َظَ ٓب.
29َ
Artinya: “Wali dibagi menjadi dua, yaitu wali mujbir yang baginya 
berhak untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam 
perwaliannya meski tanpa seizin dan ridla orang yang 
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 Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
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diwakilkannya; kedua yaitu wali ghairu mujbir, baginya 
tidak ada hak seperti didalam wali mujbir melainkan 
sebaliknya, dan tidaklah sah baginya menjodohkan dengan 
tanpa seizin orang yang ada hak wali dan ridlanya”. 
1. Wali Mujbir 
Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang 
langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah 
perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut.
30
 
Menurut madzhab al-Syafi‟i wali mujbir adalah ayah dan ayah dari 
ayah (kakek). Sedangkan menurut madzhab Hanafi, wali mujbir 
adalah berlaku bagi ‘ashabah seketurunan terhadap anak yang 
masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.
31
 
َ ا َى َذَ َْ فَ ٍَ خََ قَ ىب ََ٘ لَ:اَ َٗ ْى ًَََ إَ لَ ٍَ َج ْج َشََ ف َ َع ْْ َىاَى ََ٘ ل ٌْ َخََ ر ََْ فْ ٍ َزَ َىا ْق َ٘ َهَ َع ْي َىاَى َغْ ٍ َشَْ  ع َ٘ َءاَ َسْ  ظ ًَََ ا ََٗ ْى ٌََ
ْ ٌ َش َضََ فْ ي ٍَ َظَ َعْ  ْ َذ َٕ ٌَ  َْٗ  ى ًََ َغْ  ٍ َشَ ٍَ َجْ ج َشََ ٌَ ز َْ٘ ق َفَ َعَ يْ  ٍ َََٔ ا َى َعْ  ق َذ َٗ َ.َ ٌْ  خَ ز َصََ اْ  ى ََ٘ ى ًَََ ا َى َ َجَ ج َشَ ثَ ئ َجْ ج َسبَ
 َصىا َغ ٍَ َشَ َٗ َصىا َغ َشٍ َحَ ٍَ َطَ يَ ق َٗ َب َىا َ َجَ ْ ََ٘ ّ َخََ ا َى َنَ ج َسب.
32َ
Artinya: “Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa tidak ada wali 
kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah 
memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun 
tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir 
yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan 
bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan 
                                                          
30
 Abdul Ghofur Anshori, Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan 
Hukum Positif. (Yogyakarta: UII Press.2011), hal.40. 
31
 Direktorat Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi 
Agama IAIN Jakarta Departemen Agama,  Ilmu Fiqh,  (Jakarta: IAIN 
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secara mutlak, laki-laki dan perempuan yang majnun (gila) 
sekalipun mereka telah dewasa.” 
 َشىاَ فب َعَ ٍَ خَ ْقَ ىب ََ٘ اَ:اْ ى ََ٘ ى ًََ َىا َ َج ْج َشَْ ٕ َََ٘ اَ  ل َة َٗ ، َىاْ  ج َذَ ََٗ إ ََُْ  عَ ل،َ َْٗ  غىا َ ٍ َذََ َْٗ ىا ََ٘ ى ًََ َغْ ٍ َشَ َىا َ َجَ ج َشْ ٕ ََ٘
َ اَ  ل َة،َ َٗ َىاْ  ج َذ َٗ َ،ْ  ٍ َََِ ٌْ ي ٍَ َٖ ٌََْ  ٍ ََِ َىا َعْ  صَ ج َدبََ ا َى ََ زْ ق َذ ًََ َرْ  م َش َٕ ٌَ َٗ َ،ْ ق َذَ َع َشْ  ف َذََ أ ََُا َ  لْ  ث ََِْ ى ٍَ َظ  ََٗ ىْ  ٍَب
 َع َْ َذ َٕ ٌَ.
33
 
Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perwalian paksa (wali 
mujbir) ditetapkan bagi ‘ashabah nasabiyyah atas anak-anak kecil, 
orang gila, dan orang-orang bodoh. Sementara ulama selain madzhab 
Hanafi membedakan anak-anak kecil dengan orang-orang gila dan 
orang-orang bodoh. Mereka sepakat atas ditetapkannya perwalian 
paksa terhadap orang gila, orang bodoh yaitu bagi ayah, kakek, 
pelaksana wasiat, dan penguasa. Imam malik dan Ahmad berpendapat 
bahwa perwalian ini ditetapkan bagi ayah dan pelaksana wasiat. 
Sedangkan menurut Imam al-Syafi‟i perwalian ijbar ditetapkan bagi 
ayah dan kakek kepada anak atau cucu perempuan yang masih 
perawan.
34
  
2. Wali Ghairu Mujbir 
Wali ghairu mujbir adalah seorang yang mempunyai hak 
menjadi wali atas seorang yang berada di bawah perwaliannya, 
tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali ghairu mujbir 
ini dalam melakukan akad pernikahan harus seizin atau atas 
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kerelaan orang yang di bawah perwaliaanya. Adapun yang menjadi 
wali ghairu mujbir adalah wali selain ayah dan kakek. 
Dari kedua pendapat tersebut, terdapat perbedaan mengenai 
definisi wali mujbir yang menyebabkan implikasi hukum dan 
konsekuensinya berbeda. Menurut madzhab Hanafi wali mujbir ialah 
kewenangan seorang wali untuk menikahkan seorang perempuan 
karena hubungan darah, kepemilikan (hamba sahaya) untuk wanita 
kecil yang belum baligh atau belum cakap hukum seperti gila, idiot, 
dan lain-lain, terlepas dari dia seorang gadis ataupun janda. Jadi 
menurut madzhab Hanafi hak ijbar adalah hak yang dimikili oleh 
semua wali, baik wali kerabat maupun wali hakim. Alasannya wanita 
yang telah dewasa dan cakap hukum berhak untuk menikahkan 
dirinya sendiri.  
Menurut madzhab al-Syafi‟i wali mujbir adalah wali yang 
berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil atau telah 
dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Dalam hal 
ini wali yang memiliki hak ijbar adalah ayah dan kakek ketika ayah 
tidak ada. Terdapat perbedaan pendapat terkait hamba sahaya yang 
dapat dipaksa menikah oleh tuannya. Imam Abu Hanifah berpendapat 
bahwa seorang tuan dapat memaksa hamba sahayanya untuk kawin. 
Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Sedangkan menurut 
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Imam al-Syafi‟i hamba sahaya tidak boleh dipaksa kawin.35 Perbedaan 
tersebut disebabkan apakah perkawinan itu merupakan kepentingan 
orang yang dibawah pengampuannya, atau sebagai jalan seorang tuan 
untuk memperoleh kesenangan. 
Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidāyah al-Mujtahid menjelaskan 
bahwa persetujuan dalam nikah ada dua, yaitu dalam bentuk kata-kata 
bagi pihak laki-laki dan janda, dan dalam bentuk diam bagi seorang 
gadis sebagai tanda kerelaannya. Sedangkan untuk penolakannya 
harus dengan kata-kata.
36
  
Sedangkan menurut Syaikh Kamaluddin Muhammad al-
Sakandariy (Hanafiyyah) perwalian juga dibagi menjadi dua, yaitu 
perwalian nadb atau istihbāb dan perwalian mujbir.  
َ ا َى ََ٘ لَ ٌَ خََ فَ ْىاَى َن َحبََ ّ َ٘ َع َُ بَ ََٗ لَ ٌَ خََ ّ َذ َةَ َٗ َعاَ ز َذَ ج َةبَ َٗ َٕ ََ٘ ا َى ََ٘ لَ ٌَ خَ َعَ ي َىاَىَ جَ ىبْ  غ َخََ ا َى َعَ قب ْي َخََ ثْ  ن َش َمَا ّْب َذَ
َ أ َََٗ ث ٍَْ  ْج َٗ َ،ب ََٗ لْ  ٌَْ خََ ا َجْ  ْج َسبَ َٗ َٕ ََ٘ ا َى ََ٘ لْ  ٌَْ خَ َعْ  ْيَ اَىْْ  صى َغ ٍَ َش َحََ ثْْ  ن َش َمَاْ  ّْب َذََ أ َََٗ ث ٍَْ  ْج،بَ َْْٗ  م َزَ ىا َلََ ا َى َنَ جْْ ٍ َشَ حَ
َ ا َى َ َعَ ز َ٘ ََٕ خَ َٗ َىا َ َشَ ق ََ٘ قَ خ.
37
.َ
Artinya: “Perwalian dalam pernikahan dibagi menjadi dua yaitu 
perwalian nadb (sunah) dan istihbāb yaitu perwalian bagi 
perempuan yang baligh, berakal baik perawan maupun 
janda; kedua perwalian mujbir yaitu perwalian bagi 
perempuan yang kecil baik perawan maupun janda, dan 
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 Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid, (Bairut: Dāru al-Jill, 1989), terj. 
Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 
hal. 400 
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 Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid, (Kairo: Maktabah Dārul Ihyā‟ al-
Kutūb al-„Arabiyah, juz II, t.th), hal. 3 
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 Kamaluddin Muhammad al-Sakandariy, Syarah Fath al-Qadīr, 
(Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, 1995), hal. 246. 
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begitu juga untuk wanita dewasa yang kurang waras dan 
budak”. 
Sedangkan menurut madzhab, wali yang berhak mengawinkan 
perempuan adalah „ashabah yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, 
bukan dari jalur ibu. Ini adalah pendapat jumhur ulama selain Abu 
Hanifah yang memasukkan kerabat dari ibu dalam daftar wali.
38
 
Adapun urutan wali menurut madzhab adalah sebagai berikut:
39
 
NO 
Hanafiyyah 
(jalur laki-laki) 
Hanafiyyah 
(jalur perempuan) 
Syafi’iyyah 
1. 
Anak laki-laki. 
 (ةأرولاَيبأ) 
Ibu kandung.  
(ملأا) 
Ayah kandung.  
(بلأا) 
2. 
Cucu laki-laki dan 
seterusnya ke bawah. 
 (لفسلأأَىلإَيبإَيبإ) 
Ibu dari ayah. 
 (بلأاَيهَملأا) 
Kakek dan 
seterusnya ke atas. 
 (ىلعلأاَىلاَّذجلا) 
3. 
Ayah kandung. 
 (بلأا) 
Anak perempuan. 
َ (جنبلا) 
Saudara laki-laki 
sekandung. 
 (قيقّشلاَخلأا) 
4. Kakek dan seterusnya ke Cucu perempuan dari Saudara laki-laki 
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Madzāhib al-Arba‟ah, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz IV, 
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atas. 
 (ىلعلأاَىلاَّذجلا) 
anak laki-laki.  
(يبلأاَجنب) 
seayah. (بلأَخلأا) 
5. 
Saudara laki-laki seayah 
seibu. 
 (َّمأوَبلأَخلأا) 
Cucu perempuan dari 
anak perempuan 
 (جنبلاَجنب) 
Anak laki-laki 
saudara laki-laki 
sekandung 
 (قيقّشلاَخلأاَيبا) 
6. 
Saudara laki-laki 
seayah.  
(بلأَخلأا) 
Anak perempuan dari 
anak laki-lakinya 
laki-laki (يبلأاَيباَجنب) 
Anak laki-laki 
saudara laki-laki 
seayah. 
 (بلأَخلأاَيبا) 
7. 
Anak laki-laki saudara 
laki-laki sekandung. 
 (َّمأوَبلأَخلأاَيبا) 
Anak perempuan dari 
anak perempuannya 
anak perempuan, dan 
seterusnya ke bawah. 
 (لفسلأأَىلاَجنبلاَجنب) 
Cucu laki-laki seayah 
seibu.  
(ييىبلأَيباَيبا) 
8. 
Anak laki-laki saudara 
laki-laki seayah. 
 (بلأَخلأاَيبا) 
Ayahnya ibu. 
 (ملأاَبا) 
Cucu laki-laki seayah 
dan seterusnya ke 
bawah. 
َ(لفسلأاَىلاَبلأَيباَيبا)  
9. Cucu laki-laki, saudara 
laki-laki sekandung. 
 (ييىبلأَخلأاَيباَيبا)  
Saudara perempuan 
sekandung. 
 (قيقشلاَجخلأا) 
Saudara laki-laki 
ayah, sekandung. 
 ( َّنعلاَييىبلأ ) 
10. Cucu laki-laki, saudara 
laki-laki seayah. 
Saudara perempuan 
seayah. 
Saudara laki-laki 
ayah, seayah. 
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 (بلأَخلأاَيبا)  (بلأَجخلأا)  (بلأَّنعلا) 
11. 
Paman, saudara ayah 
sekandung. 
 (قيقّشلاَّنعلا) 
Saudara laki-laki/ 
saudara perempuan 
ibu, dan anak-anak 
mereka. 
َ(الأاَواَخلأَجخَانباوَملأ
نهئ)  
Anak laki-laki paman 
seayah seibu. 
 (ييىبلأَّنعلاَيبا) 
12. 
Paman seayah. 
 (بلأَّنعلا) 
Saudara perempuan 
ayah (بلأاَجخا) 
Anak laki-laki paman 
seayah.  
(بلأَّنعلاَيبا) 
13. Anak laki-laki paman 
sekandung. 
 (َّمأوَبلأَّنعلاَيبا) 
Saudara laki-laki dari 
ibu. ( الأملأاَيهَخ ) 
Cucu laki-laki paman 
seayah seibu. 
َ(ييىبلأَّنعلاَيباَيبا)  
14. Anak laki-laki paman 
seayah. 
 (بلأَّنعلاَيبا) 
Saudara perempuan 
dari ibu. 
 (ملأاَيهَجخا) 
Cucu laki-laki paman 
seayah. 
 ( َيباَيبابلأَّنعلا ) 
15. 
Cucu laki-laki paman 
sekandung. 
 (قيقّشلاَّنعلاَيباَيبا)  
Anak dan cucu 
saudara-saudara 
perempuan ayah 
دلَواَثاىخلأا ) 
 اوعلاَث)  
Saudara laki-laki 
kakek seayah seibu. 
 (ييىبلأَّذجلاَخا) 
16. Cucu laki-laki paman 
seayah. 
 (بلأَّنعلاَيباَيبا) 
Saudara-saudara 
perempuan ayah. 
لاىخلأا) ) 
Saudara laki-laki 
kakek seayah. 
 (بلأَّذجلاَخا) 
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17. 
Paman ayah, sekandung. 
 (َّمأوَبلأَبلأاَّنع) 
Saudara-saudara 
perempuan ibu. 
ثلَاخلا) ) 
Anak laki-laki 
saudara laki-laki 
kakek seayah seibu.  
(ييىبلأَّذجلاَخاَيبا)  
18. 
Paman ayah, seayah. 
 (َبلأَبلأاَّنع) 
Anak-anak 
perempuan paman. 
ماوعلأاَثانب) ) 
Anak laki-laki 
saudara laki-laki 
kakek seayah. 
 (بلأَّذجلاَخاَيبا) 
19. Cucu laki-laki, paman 
ayah sekandung. 
 (َّمأوَبلأَبلأاَّنعَيباَيبا)  
Anak-anak 
perempuan nenek. 
َثانب)ثاوعلا ) 
Cucu laki-laki kakek 
seayah seibu. 
 (ييىبلأَّذجلاَيباَيبا)  
20. 
Cucu laki-laki paman 
ayah, seayah. 
 (بلأَبلأاَّنعَيباَيبا)  
Orang yang 
memerdekakan 
budak. 
)ةلَاىولاَىلىه) 
Cucu laki-laki kakek 
seayah. 
 (بلأَّذجلاَيباَيبا) 
21. Paman Kakek 
sekandung. 
 (َّمأوَبلأَّذجلاَّنع) 
Sultan/ pemerintah. 
ىَاطلسلا) ) 
Sultan/ pemerintah. 
ىَاطلسلا) ) 
22. Paman kakek, seyah. 
 (بلأَّذجلاَّنع) 
Hakim. 
)ىضَاقلا) 
 
23. Cucu laki-laki, paman 
ayah sekandung. 
 (َّمأوَبلأَبلأاَّنعَيباَيبا)  
  
24. Cucu Laki-laki, paman   
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ayah seayah. 
 (بلأَبلأاَّنعَيباَيبا)  
 
D. Syarat-syarat Menjadi Wali Nikah 
Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi 
syarat-syarat yang telah ditentukan, para ulama berbeda pendapat 
dalam masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali menurut ulama 
Hanafiyyah itu ada empat, yaitu sebagai berikut:
40
 
1. Beragama Islam: ulama Hanafiyyah tidak berbeda pendapat 
dengan ulama Syafi‟iyyah mengenai persyaratan pertama ini. 
Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan 
harus sama-sama beragama Islam, apabila yang akan nikah 
beragama Islam (Muslim) disyaratkan walinya juga seorang 
Muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya. Hal ini 
berdasarkan Firman Allah Swt: 
 َؤ  َ  ىاَ  ز  خ ز ٌَ  لَ  ء  ً  شَ  ًف  َ  اللَّ  ِ  ٍ َ  ظ ٍ  ي فَ  ل ى  رَ  و ع ف ٌَ  ِ  ٍ  ٗ َ  ِ  ٍْ  ٍ  ؤ  َ  ىاَ  ُ ٗ  دَ  ِ  ٍ َ  ءب  ٍى  ٗ  أَ  ِ ٌ ش فب  ن ىاَ  ُ  ْ٘  ٍ
 َشٍ  ص َ  ىا  َ  اللَّى ى إ  ٗ  َٔ  غ ف ّ  َ  اللَّ  ٌ  م  س  ز  ذ ٌ  ٗ  َحب ق رَ  ٌ  ٖ  ْ  ٍ َا  ٘ق ز رَ  ُ  أَ  ل إ. 
Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin, 
barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 
pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri 
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 Muhammad Muhyīdīn, Ahwāl al-Syakhsīyah, (Bayrut: Maktabah 
Alamiyah, 2007), hal. 81. 
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dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah 
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa-nya), dan hanya 
kepada Allah kembalimu. (Q.s al-Imran: 28).
41
 
2. Baligh: karena orang yang baligh itu adalah orang yang 
dibebankan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang 
harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Hanafiyyah sepakat 
dengan ulama Syafi‟iyyah tentang hal ini. Dasarnya adalah hadis 
Nabi saw: 
 ًَ  ل  غىاَ ٔ  ٍ  ي  عَ  ً  ي  عَ  ِ  عب  ْقَ  ٌ  يْ  ع  ٗ َ ٔ ْ ٍ  ي  ع  َاللَّى يْ  صَ  ً  ْج ْىاَ  ِ  عَ،َ  ِ ْ  عَ: خ  ْث  ل ثَ  ِ ْ  عَ  ٌ  ْي ق ىاَ  ع  ْف  سَ"َ:  ه
 َو ق  ع ٌَى ز  دَ  ُ  ْ٘  ج  َ  ىاَ  ِ  ع  ٗ َ،  ٌ  ي ز  ذ ٌَى ز  دَ  ً  ج  صىاَ  ِ  ع  ٗ َ، ظ ق ٍ  ز  غ ٌَى ز  دَ  ٌ  ئب ْىاَ)دٗادَ٘ثآَاٗس(
42
 
Artinya: Diangkat hukum itu dari tiga perkara: Dari orang yang tidur 
hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimpi (dewasa) 
dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh (H.R. Abu 
Dawud). 
3. Berakal sehat: hanya orang yang berakal sehat yang dapat dibebani 
hukum, dan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya, 
karena itu seorang wali disyartkan harus berakal sehat. Ulama 
Hanafiyyah sepakat dengan Ulama Syafi‟iyyah tentang syarat ini, 
sesuai dengan hadis di atas. 
4. Merdeka: Ulama Hanafiyyah mensyaratkan seorang wali harus 
orang yang merdeka, sebab orang yang berada dibawah kekuasaan 
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 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Maktabah al-Isyriyah, Juz IV, 
t.th), hal.141.  
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orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan melakukan akad, 
karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam 
pernikahan. 
Dari pernyataan-pernyataan di atas jelaslah bahwa syarat-syarat 
wali beragama Islam, merdeka, baligh, dan berakal sehat, antara 
pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah sama, akan tetapi mengenai 
laki-laki adil, dan tidak sedang ihram “baik haji maupun umrah” 
berbeda antara keduanya, ulama Hanafiyyah membolehkan 
perempuan dan orang fasik (muslim yang tidak taat menjalankan 
ajaran-ajaran Agama) bertindak menjadi wali. 
Menurut ulama Hanafiyyah seorang perempuan yang dewasa 
dan berakal boleh menjadi wali, bahkan bagi dirinya atau orang lain. 
Menurut ulama Hanafiyyah sah suatu perkawinan yang walinya 
seorang wanita dan bahkan masyhur dikalangan Hanafiyyah seorang 
wanita yang menikahkan dirinya sendiri.
43
 Alasannya hadis Nabi dari 
Ibn Abbas r.a:
44
 
 َطب  ْج  عَ  ِ ْ ثاَ  ِ  ع َ  شْ  ن ج ىا  ٗ َبْ  ٖ   ٍى  ٗ َ  ِ ْ  ٍ َب ٖ ْ  غ ف  ْثَ  قْ  د أَ  ت  ْ  ٍُىاَ  هب  ْقَ  ٌ  يْ  ع  ٗ َ ٔ ْ ٍ  ي  ع  َ  اللَّى يْ  صَ  ً  ْج ْىاَ  ُ  أ
َ إ  ٗ َ  ش  ٍ  أ ز  غ رب ٖ  ر٘  ن  عَب ٖ  ّ  ر))ٌيغٍَٓاٗس.
45َ
Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi saw bersabda: "Seorang 
janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan 
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tth), hal. 242. 
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 Imam Muslim, Shahih Muslim..................., hal, 243. 
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perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan diamnya 
adalah izinnya. (H.R. Imam Muslim). 
Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan seorang wali itu adil, 
karena beliau berpendapat bahwa hadis Ibn Abbas di atas itu dhaif. 
Seorang yang fasik dapat menjadi wali karena dengan kefasikan 
seseorang tidak akan mengurangi rasa kasih sayang dan menjaga 
kemaslahatan bagi kerabatnya.
46
 
E. Gugurnya Hak Perwalian 
Hak perwalian nikah bagi seorang itu dapat gugur karena hal-
hal sebagai berikut:
47
 
1. Masih kecil, atau masih dibawah umur. 
2. Gila, apabila wali yang dekat gila maka hak perwalian berpindah 
kepada wali yang jauh. 
3. Budak. 
4. Fasik, kecuali ia sebagai Imam A‟dham (sulthan). 
5. Masih berada di bawah pengawasan wali (mahjur alaih) karena 
tidak cerdas atau dungu. 
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6. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia, 
sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut 
diselidiki. 
7. Berbeda Agama. 
Jika seorang wali mempunyai hal-hal yang tersebut di atas 
maka telah gugur hak kewaliannya, dalam artian ia tidak berhak lagi 
menjadi wali bagi perempuan yang ada di bawah perwaliannya. 
F. Teori Istinbāṭ Hukum 
1. Pengertian istinbāṭ hukum 
Istinbāṭ sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan 
dalil.
48
 Jalan istinbāṭ ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian 
dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari 
nash dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu 
pendekatan lafadz (thurūq al-lafdziyyah) dan pendekatan makna 
(thurūq al-ma‟nawiyyah). Pendekatan lafadz ialah penguasaan 
terhadap makna dari lafadz-lafadz nash dan konotasinya dari segi 
umum dan khusus, mengetahui dalālah-nya. Sedangkan 
pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan 
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kepada nash langsung, seperti qiyās, istihsān, maslahah mursalah, 
dan lain-lain.
49
 
Sedangkan definisi istinbāṭ yang dikemukakan oleh Amir 
Syarifuddin ialah usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan 
hukum dari kedua sumber (al-Qurán dan Hadis), atau dengan kata 
lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.
50
 
Dari beberapa keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan, 
bahwa istinbāṭ adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap 
kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara‟ dari sumber-
sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad 
yang dikenal oleh para ulama ushul fiqih. Al-Syaukani 
menganggap istinbāṭ sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad 
dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah istinbāṭ.51 
Istilah populer dari istinbāṭ al-hukmi ialah metodologi 
penggalian hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan 
konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem 
pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem 
pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam 
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adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah 
hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.
52
 
Disiplin ilmu yang membahas tentang istinbāṭ hukum 
(metode penggalian hukum) dinamakan ushul fiqih. Ushul fiqih 
merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk 
memahami syari‟at Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur‟an dan 
Hadis.
53
 Dengan kajian ushul fiqih kita akan memahami kaidah-
kaidah usūliyyah, prinsip umum syari‟at Islam, cara memahami 
suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia. 
Untuk memahami syari‟at Islam, ulama usul mengemukakan 
dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan 
(lafdziyah) dan melalui pendekatan maqāsid al-shari‟ah (tujuan 
syara‟ dalam menetapkan hukum).54  Dengan begitu, akan tercapai 
tujuan pensyariatan Islam yaitu kemashlahatan dunia dan akhirat. 
Oleh karena itu, ilmu ushul fiqih menjadi sangat penting untuk 
diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan 
hukum-hukum syara‟sesuai dengan tuntutan zaman. 
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2. Corak Istinbāṭ Hukum 
Sumber utama fiqh ialah al-Qur‟an dan Sunnah. Untuk 
memahami teks-teks dengan tepat, para ulama telah menyusun 
semantik khusus untuk keperluan istinbāṭ hukum. Dalam kajian 
ushul fiqh para ulama ushul membagi:
55
 
a. Metode Bayani 
Dalam khazanah ushul fiqh, metode ini sering disebut 
dengan al-qawā‟id al-usūliyyah al-lughawīyyah, atau dalalah 
lafadz yaitu dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada 
sesuatu dalam bentuk lafadz, suara atau kata.
56
 Pemahaman suatu 
nash dari segi lafadz, ulama ushul fiqh memberikan klasifikasi 
yang sangat rinci, yaitu: 
1) Lafadz Hakikat dan Majaz 
Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk 
mutadayyifain atau relative term, dalam arti sebagai dua kata 
yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk kedalam 
salah satu diantaranya. Hakikat ialah suatu lafadz yang 
digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu.  Sedangkan 
                                                          
55
 Abdul Wahab Khalaf, Ilm Ushul Fiqh................................, hal. 5. 
56
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 
2008), hal. 140. 
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majaz yaitu kata yang ditujukan bukan untuk maksud 
sebenarnya.
57
 
2) Lafadz „Amm dan Khas 
Yang dimaksud lafadz „amm adalah suatu lafadz yang 
digunakan untuk menunjuk pengertian satuan (afrad) maknanya 
yang umum, secara menyeluruh dan tanpa batas, baik 
pengertian umum tersebut didapat dari bentuk lafadznya sendiri 
maupun dari makna lafadznya.
58
 Sedangkan lafadz khas, yaitu 
suatu lafadz yang menunjuk pengertian sesuatu secara spesifik, 
atau dalam pengertian lain lafadz khas ialah lafadz yang sengaja 
diperuntukkan menunjuk pengertian tertentu secara mandiri.
59
 
3) Lafadz Musytarak 
Musytarak menurut bahasa berarti sesuatu yang 
dipersekutukan. Adapun secara istilah adalah lafadz yang 
diciptakan untuk dua hakikat (makna) atau lebih yang 
kontradiksi.
60
 Sehingga perbedaan lafadz musytarak dengan 
lafadz „amm dan khas yaitu, bahwa lafadz „amm adalah lafadz 
yang diciptakan untuk satu makna dan makna yang satu itu 
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 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2.................., hal. 31-35. 
58
 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 
269. 
59
 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh......................., hal. 273. 
60
 M. Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: 
Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2014), hal. 150. 
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mencakup satuan-satuan makna yang tidak terbatas, sedangkan 
lafadz khas adalah lafadz yang menunjukkan makna yang satu, 
baik untuk menunjuk makna yang konkrit maupun abstrak. 
Adapun lafadz musytarak diciptakan untuk beberapa makna 
yang penunjukannya kepada makna itu secara bergantian.
61
 
Contoh dari lafadz musytarak, seperti lafadz „ainun (ييع) 
yang secara bahasa memiliki makna lebih dari satu, antara lain: 
mata untuk melihat, mata air, dan lain-lain. Begitu juga dengan 
lafadz quru‟(ءورق) yang secara bahasa juga mempunyai makna 
lebih dari satu, yaitu suci dan haid. 
b. Metode Ta‟lili 
Metode istinbāṭ ta‟lili adalah metode istinbāṭ yang bertumpu 
pada „illat disyari‟atkannya suatu ketentuan hukum. Metode ini 
merupakan metode yang berusaha menemukan „illat (alasan) dari 
pensyariatan suatu hukum.
62
 Sehingga berdasarkan pada anggapan 
bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur 
perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin 
dicapainya.
63
 Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan logis 
tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal 
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 Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, Al-Qur‟an Sumber Hukum 
Islam yang Pertama, (Bandung: Pustaka, 1989), hal. 186. 
62
 Sutrisno RS, Nalar Fiqh Gus Mus, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. 
Ke-1, 2012), hal. 95. 
63
 Ibn Qayim al-Jauwziyyah, I‟lām al-Muwāqi‟īn, Jilid I, (Beirut: Darū 
al-Kutūb al-Ilmiyah, tth), hal. 196. 
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manusia sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai 
ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang 
digunakan sebagai alat dalam metode ta‟lili.64 
Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa 
berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa 
nash al-Qur‟an dan Hadis dalam penuturannya, sebagian diiringi 
oleh penyebutan „illat.65  Atas dasar „illat yang terkandung dalam 
suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul 
diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap „illat yang 
ada dalam nash tersebut. Adapun yang termasuk dalam penalaran 
metode ta‟lili adalah qiyās dan istihsān.66 
c. Metode Istislahi 
Metode istislahi adalah penetapan suatu ketentuan 
berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil 
umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil 
khusus. Jadi biasanya, metode ini baru digunakan bila metode 
bayani dan ta‟lili tidak dapat dilakukan. Metode ini merupakan 
perpanjangan dari metode ta‟lili, karena sama-sama didasarkan 
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 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2.................., hal. 248-249. 
65
 Muhammad Mustafa Syalabi, Ta‟līl al-Ahkām, (Beirut: Darū al-
Nahdlah al-Arabīyah, 1981), hal. 14-15. 
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 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqāshid Syari‟ah Menurut al-Syatibi, 
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kepada anggapan bahwa Allah Swt menurunkan aturan dan 
ketentuan adalah untuk kemaslahatan umat-Nya.
67
 
Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang 
harus diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran 
(maqāsid) yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh syari‟at 
melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal 
ini ada tiga kategori, yaitu dlarūrīyyat, hājīyyat, dan tahsīnīyyat.68 
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al-Kutūb al-Ilmiyah, tth), hal. 286. 
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BAB III 
PENDAPAT DAN ISTINBĀṬ  HUKUM IMAM ABU HANIFAH 
DAN IMAM AL-SYAFI’I TENTANG STATUS ANAK LAKI-
LAKI SEBAGAI WALI NIKAH BAGI IBUNYA 
  
A. Biografi Imam Abu Hanifah 
1. Kelahiran dan silsilah 
Nama lengkapnya adalah Nu‟man bin Syabit ibnu Zufiy al-
Taimiy, yang masih ada hubungan keluarga dengan „Ali bin Abi 
Thalib. Beliau lahir di Kūfah1 tahun 80 H/ 699 M, dan wafat pada 
bulan Syawal tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 tahun. Beliau berasal 
dari keturunan Persi, yang menjalani hidup di dua masa kekhalifahan 
yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani 
Umaiyyah dan awal masa kekhalifahan Bani Abbasiyyah.
2
 
Secara silsilah tabi‟in, Abu Hanifah termasuk generasi Islam 
ketiga setelah Nabi Muhammad saw (athba‟ al-tābi‟īn). Pada 
                                                          
1
 Kūfah merupakan sebuah kota di Iraq. Iraq adalah sebuah Negara di 
Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yang meliputi sebagian terbesar daerah 
Mesopotamia serta ujung barat laut dari Pegunungan Zagros dan bagian timur 
dari Gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di 
selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di 
timur. Irak mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di Umm 
Qashr di Teluk Persia”. Ia terletak 10 km di timur laut Najaf “Najaf al-Asyraf 
(  فرشاا فجنلا) ialah sebuah kota di Irak yang terletak 160 km di selatan 
Baghdad, Baghdad adalah ibu kota Irak dan provinsi Baghdad adalah kota 
terbesar kedua di Asia Barat Daya setelah Teheran. Lihat: 
https://id.wikipedia.org/wiki/Kufah. diakses 31-05-2016, pukul 11.00 wib. 
2
 Abdul Karīm Zaidan, Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari‟ah al-
Islamiyah, (Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996), hal. 130. 
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masanya, empat sahabat Nabi masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di 
Bashrah, Abdullah ibn Ubay di Kūfah, dan Sahl ibn Sa‟ad al-Saydiy 
di Madinah dan Abu al-Thufail „Amir ibn Wailah.3  
Imam Abu Hanifah dimakamkan di pakuburan khizra, 
kemudian pada tahun 450 H/ 1066 M, didirikan sebuah sekolah yang 
diberi nama “Al-Jāmi‟ Abu Hanifah”.4 
2. Pendidikan Imam Abu Hanifah 
Dalam studinya, pada abad kedua hijriyah, Imam Abu Hanifah 
memulai belajar ilmu Fikih di Irak pada Madrasah Kūfah, yang 
dirintis oleh Abdullah bin Mas‟ūd (W. 63 H/ 682 M) dan beliau 
berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-
Asy‟ariy, murid dari Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-
Thabi‟iy, kemudian kepemimpinan Madrasah diserahkan kepada 
Hammad bin Sulaiman al-Asy‟ariy. Disinilah Imam Abu Hanifah 
banyak belajar pada Fuqaha dari kalangan Tabi‟in, seperti Atha‟ bin 
Rabbah dan Nafi‟ Maula bin Umar. Dari guru Hammad inilah Imam 
Abu Hanifah banyak belajar Fikih dan Hadis. 
Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah 
meskipun tidak begitu lama untuk mendalami Fikih dan Hadis dan 
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 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab, (Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012), hal. 140. 
4
 Muhammad Ma‟shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab “Studi 
Analisis Instibath Para Fuqaha”, (Jombang: Dārul Hikmah, Cet. Ke-1, 
2008), hal. 132. 
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ditempat ini pulalah beliau dapat bertemu dan berdiskusi dalam 
berbagai bidang Ilmu Fikih dengan salah seorang murid Abdullah ibn 
Abbas r.a, sehingga tidak mengherankan jika sepuluh tahun 
sepeninggalan guru besarnya (Hammad bin Sulaiman al-Asy‟ariy, W. 
130 H), Majlis Madrasah Kūfah bersepakat untuk mengangakat Imam 
Abu Hanifah sebagai kepala Madrasah dan selama itu beliau 
mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang 
Fikih, kemudian fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar-dasar 
pemikiran Madzhab Hanafi sampai sekarang.
5
   
3. Guru-guru Imam Abu Hanifah 
Guru-guru Imam Abu Hanifah yang terkenal diantaranya, al-
Sya‟bi dan Hammad ibn Abi Sulaiman di Kūfah, Hasan Bashri di 
Basrah, Atha‟ ibn Rabbah di Makkah, Sulaiman dan Salim di 
Madinah. Dalam kunjungan yang keduakalinya ke Madinah Imam 
Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Baqir dari Syi‟ah dan putra 
Baqir yaitu Ja‟far al-Shadiq “beliau banyak mendapat ilmu dari ulama 
ini”.6 
Dalam riwayat biografi yang lain, disebutkan bahwa Imam Abu 
Hanifah juga berguru kepada Anas bin Malik (sahabat Rasulallah) 
ketika beliau berkunjung ke Kūfah. Disamping itu, beliau juga telah 
                                                          
5
 Abdul Karīm Zaidan, Madkhal Li al-Dirāsah....................................., 
hal. 130-131. 
6
 A. Jazuli, Ilmu Fiqh “Penggalian, Perkembangan dan Penerapan 
Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media Graup, Cet. Ke-9, 2013), hal.  126-
127.  
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menimba ilmu kepada empat imam besar dari ahlul bait Rasulallah 
saw, yaitu Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin seorang Imam Zaidiyah 
yang mati syahid dalam perang melawan Bani Umayah bin Abdul 
Malik pada tahun 122 H. Ia juga berguru kepada Muhammad bin Ali 
saudara Zaid yang dikenal dengan nama Muhammad Baqir, lalu 
berguru pada putranya Imam Ja‟far bin Muhammad, dan juga kepada 
Abdullah bin Hasan.
7
  
4. Para pendukung madzhab Hanafi dan murid-muridnya 
Sistem penyebaran dari suatu pemikiran seorang tokoh, dapat 
dilihat dari ada dan tidaknya para murid dan pendukungnya, masalah-
masalah Fikih yang terdapat dalam Madzhab Hanafi dibedakan 
menjadi tiga, yaitu: al-Ushūl, al-Nawādir; dan al-Fatawā. 
Pertama, kitab al-Ushūl adalah masalah yang dinamai Dhahir 
al-Riwāyah, yaitu pendapat yang diriwayatkan Abu Hanifah dan 
sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad 
bin Hasan bin Farqad al-Syaibaniy telah mengumpulkan pendapat-
pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab Dhahir 
Riwāyah. Kitab-kitab yang termasuk Dhahir Riwāyah berjumlah enam 
buah. 
Enam kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun 
menjadi satu kitab tersendiri oleh al-Hakim al-Syahid yang kemudian 
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 A. Jazuli, Ilmu Fiqh........................., hal. 18-19. 
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diberi nama al-Kāfi. Kitab ini kemudian dikomentari (disyarahi) oleh 
Syamsyuddin al-Syarkhasi dan syarah kitab al-Kāfi diberi nama kitab 
al-Mabsūth. 
Kedua, kitab al-Nawādir adalah pendapat-pendapat yang 
diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak termasuk 
dhahir riwāyat. Kitab-kitab yang termasuk al-Nawādir yang terkenal 
adalah al-Kaisaniyat, al-Ruqayat, al-Haruniyat, dan al-Jurjāniyyat. 
Ketiga, kitab al-Fatawā adalah pendapat-pendapat para 
pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah, 
seperti kitab al-Nawāzil, karya Abi Laits al-Syamarqandi. Kitab-kitab 
Fatawā Hanafiyyah yang terkenal adalah: Fatawā al-Kaniyyat, karya 
Qadhi Khan, Fatawā al-Hindiyah, Fatawā al-Khairiyyah, Fatawā al-
Bazziyah, dan Fatawā al-Hamidiyyah. 
Para pendukung madzhab Hanafi dan yang berjasa 
membukukan fatwa-fatwa gurunya, ialah:     
1. Abu Yusuf Ya‟kub bin Ibrahim bin Habib al-Anshariy (113-183 H/ 
732-798 M). Beliau ini menjadi seorang Qadhi al-Qudhat (ketua 
Hakim tinggi yang diberi kekuasaan untuk mengangkat para 
Hakim daerah) pada masa Khalifah Harun al-Rasyid.
8
 Ia berjasa 
dalam upaya memodifikasi Madzhab Hanafi dan penyebaran 
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 Lihat dalam kitab Al-Madkhal Li-al Dirāsah al-Syari‟ah al-
Islamiyah. hal. 134. 
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pemikirannya ke berbagai Negeri.
9
 Dan Ia menyusun kitab dengan 
judul “al-Kharāj” yang membahas tentang hukum Pajak Tanah.10 
Juga menyusun kitab Ihtilāf Abu Hanifah dan Muhammad 
Abdurrahman
11
 yang dikenal dengan Ibn Abi Layla, kitab Ihtilāf  
al-Amshār, al-Rad „ala Malik bin Annas dan kitab al-Washaya.  
2. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibaniy (132-189 H/ 189-
805 M). Ia lahir di Wasit, tumbuh dewasa di Kūfah, dan kemudian 
tinggal di Baghdad. Ia belajar pertama kali kepada Abu Hanifah 
kemudian berguru kepada Abu Yusuf. Ia juga banyak bergaul 
dengan Imam Malik bin Annas. Dan beliau inilah, salah satu murid 
Imam Abu Hanifah yang banyak sekali menyusun dan 
mengembangkan hasil karya Abu Hanifah, diantaranya yang 
terkenal adalah “al-Kutūb al-Sittah”(enam Kitab, “kitab dhahir 
riwāyah), yaitu: 
1. Kitab al-Mabsūth  
2. Kitab al-Ziyād 
3. Kitab Jāmi‟ al-Shaghīr 
4. Kitab Jāmi‟ al-Kabīr 
5. Kitab Syairu al-Kabīr 
6. Kitab Syairu al-Shaghīr. Keenam kitab tersebut diringkas 
menjadi satu “membuang keterangan yang terulang-ulang” oleh 
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 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab.........................., hal. 217. 
10
 Abdul Karīm Zaidan, Al-Madkhal Li-al Dirāsah........................., 
hal.133.   
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 Yang mana kitab ini diriwayatkan pula oleh Imam al-Syafi‟i dalam 
kitab Al-Umm 
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Imam Abu al-Fadhal Muhammad bin Muhammad bin Ahmad 
al-Maruziy (W. 344 H) dengan nama al-Kāfi, kemudian 
disyarahi oleh Imam Syamsul Aimah Muhammad bin Ahmad 
al-Syarkhasiy, yang diberi nama al-Mabsūth  “30 Juz”.12  
3. Zufar ibn al-Hudzail bin Qais al-Anbarī al-Kufiy (110-189 H/ 159-
775 M). Ia lahir di Isfahan dan wafat di Bashra. Ia adalah pengikut 
aliran ahl al-ra‟yu. Ia piawai dalam bidang qiyās, murid terbaik 
Abu Hanifah dalam bidang ini.
13
 
4. Hasan ibn Ziyad al-Lu‟lu‟iy (133-204 H).14 Pertama Ia berguru 
kepada Abu Hanifah kemudian kepada dua sahabatnya, yaitu: Abu 
Yusuf dan Muhammad. Ia terkenal sebagai perawi hadis dan 
mampu merekontruksi pemikiran Abu Hanifah dengan baik.
15
 
Sesudah para „ulama tersebut, lahirlah dikemudian hari para 
ulama ahli fikih angkatan baru yang melanjutkan perkembangan dan 
menyebarkan madzhab Hanafi, diantaranya adalah: Abi al-Laits al-
Samarqandiy (W. 373), mengarang kitab al-Nawāzil16 
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 Lihat dalam kitab Al-Madkhal al-Syari‟ah al-Islamiyah. hal. 135.  
13
 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab....................................., hal. 
217. 
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 Keempat ulama tersebut merupakan ulama yang paling terkenal 
dalam Madzhab Hanafi, dan yang paling banyak menukil Fikih Abu Hanifah 
adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Lihat dalam kitab Al-Madkhal 
al-Syari‟ah al-Islamiyah. hal. 133. 
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 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab........................................, hal. 
217. 
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 Abdul Karīm Zaidan, Al-Madkhal Li-al 
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Dengan demikian, maka melalui karya-karya itulah, Abu 
Hanifah dan Madzhabnya berpengaruh sangat luas dalam dunia Islam, 
sehingga pada masa pemerintahan dipegang oleh Khalifah Bani 
Abbasiyyah, madzhab Abu Hanifah menjadi sebuah aliran Madzhab 
yang paling banyak diikuti dan dianut oleh umat Islam, bahkan pada 
masa kerajaan “Utsmani” menjadi salah satu aliran Madzhab resmi 
Negara dan sampai sekarang tetap menjadi kelompok mayoritas 
disamping aliran madzhab al-Syafi‟i. 
5. Karya-karya Ilmiah Imam Abu Hanifah 
Karya-karya Ilmiah yang telah dihasikan oleh Imam Abu 
Hanifah sebagai dasar pokok pengembangan madzhabnya dapat 
dilihat dari tiga karya besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah 
majalah ringkas, yaitu: 
1. Kitab Fikh al-Akbar. 
2. Kitab Al‟Ālim wa al-Mu‟alim 
3. Kitab Al-Musnad fi al-Fiqh al-Akbar. 
Dalam menanggapi masalah ini, Ayeed Amir Ali menyatakan 
bahwa karya-karya Abu Hanifah, baik yang berkaitan dengan fatwa-
fatwa maupun ijtihad-ijtihadnya saat itu (pada masa beliau masih 
hidup) belum dibukukan, tetapi baru setelah wafat, murid-murid dan 
pengikutnya membukukan, sehingga menjadikan madzhab ahl al-
Ra‟yu ini menjadi hidup dan berkembang dan dalam perkembangan 
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selanjutnya berdiri sebuah Madrasah yang kemudian dikenal dengan 
sebutan “Madrasah Hanafi atau Madrasah Ahl al-Ra‟yi.17 
6. Metode Istinbāṭ Imam Abu Hanifah 
Hudhari Bik dalam bukunya Tarīkh al-Tasyri‟ al-Islamiy 
menjelaskan bahwa dasar-dasar istinbāt Imam Abu Hanifah, sebagai 
berikut: 
“Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah, bila tidak 
ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku 
tidak menemukan pada kitab dan sunahnya, aku ambil 
pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku 
kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada 
pendapat orang lain selain mereka. Apabila telah sampai urusan 
itu atau telah datang kepada Ibrahim, al-Syaibani, Ibnu Sirin, al-
Hasan, Atha‟, Sa‟id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa 
orang lagi, mereka orang-orang yang telah berijtihad.”18 
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa istinbāṭ Imam Abu 
Hanifah menggunakan sumber dan metode sebagai berikut: 
                                                          
17
 Di kutip oleh Muhammad Ma‟shum Zein, Arus Pemikiran Empat 
Madzhab, Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha, (Jombang Jatim: Dārul 
Hikmah, Cet. Ke-1, 2008), hal. 137-138. 
18
 Hudhari Bik, Tarikh al-Tasyri‟ al-Islāmiy,Tarjamah Tarikh aL-
Tasyri‟ al-Islamiy,Terj, Muhammad Zuhri, (Dārul Ikhya‟ Indonesia, 1980), 
hal. 410. Lihat Pula: Abdul Karīm Zaidan, Madkhal Li al-
Dirāsah......................., hal. 133. 
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a) Kitab Allah (al-Qur‟an)  
Al-Qur‟an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling 
utama. Al-Qur‟an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa arab, yang sampai 
kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya 
mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan 
surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.
19
 
Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama yang 
berprinsip bahwa al-Qur‟an adalah sumber dari seluruh ketentuan 
syari‟ah. Al-Qur‟an memaparkan berbagai ketentuan syari‟ah, baik 
yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunah. Al-Qur‟an 
disamping berperan sebagai sumber hukum berperan juga sebagai 
hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, 
atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang 
dirumuskan oleh seorang mujtahid.
20
 
b) Sunah Rasulallah saw 
Sumber penetapan hukum setelah al-Qur‟an adalah sunnah, 
yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain al-
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 Rahmat Syafe‟i, Ilmu Ushūl Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. 
Ke-1, 1998), hal. 50. 
20
 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999), hal. 141-142. 
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Qur‟an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya 
berkenaan dengan hukum syara‟.21 
Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh 
membagi  sunnah menjadi mutāwatir dan ahad.22 Hanya saja, 
Imam Abu Hanifah sebagaimana ulama Hanafiyyah, agak ketat 
menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima 
hadis ahad. Para Imam Madzhab telah sepakat tentang keharusan 
mengamalkan hadis ahad dengan syarat berikut: 
1) Perawi hadis sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal 
2) Perawi harus muslim, karena bila tidak muslim tidak bisa 
dipercaya hadis tersebut benar-benar dari Rasulallah 
3) Perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa 
bertaqwa dan menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela 
4) Perawi harus betul-betul dzabith terhadap yang 
diriwayatkannya dengan mendengar langsung dari Rasulallah, 
memahami kandungannya, dan benar-benar menghapalnya 
Persyaratan di atas disepakati oleh para Imam Madzhab, 
namun Ulama Hanafiyyah memberikan persyaratan-persyaratan 
tambahan lainnya, yaitu: 
1) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu. Berdasarkan 
hal ini, ulama Hanafiyyah tidak membasuh bejana yang dijilat 
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 Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, Cet. 
Ke-1, 2008), hal. 49. 
22
 Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam............................, hal. 49. 
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anjing sebanyak tujuh kali, seperti yang ditunjukan oleh hadis 
Abu Hurairah yang berbunyi: 
 َ َلن َٔ  لَِون ْى ُِملََؼأ ِأاَل ِن ُرٕلُٓ َ  :َىَّهلَط َٔ  ِّ ْٛ َهَع ُالله َّٗهَص ِالله ُلُٕطَر َلَاق :َلَاق ،َجَزْٚ َزُْ  َِٙتأ ٍْ َع 
 ِبلَزُّرنِات ٍَّ ُْ َلَُٔأ ٍخل َّزَي َعْثَط َُّهِظَْغٚ ٌْ َأ ،ُةْهَكْنل ِّ ِٛف 
Artinya: Sucinya wadah salah satu di antara kamu jika dijilat 
anjing dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya 
dengan tanah. 
 
Mereka membasuhnya sebanyak tiga kali sebab Abu 
Hurairah (perawi) sendiri membasuhnya tiga kali, sedangkan 
jumhur tetap membasuhnya sebanyak tujuh kali. 
2) Riwayat itu (kandungan hadis) bukan hal yang umum terjadi 
dan layak diketahui oleh setiap orang, seperti menyentuh 
kemaluan, karena hal yang demikian diketahui dan 
diriwayatkan oleh orang banyak. Dengan demikian, hadis 
mengenai hal tersebut dipandang sadz (ganjil). Oleh sebab itu, 
menurut ulama Hanafiyah menyentuh kemaluan (penis) tidak 
membatalkan wudhu. 
3) Riwayat hadis itu tidak menyalahi qiyās selama perawinya tidak 
Fakih. Di antara para perawi yang tidak Fakih menurut mereka 
adalah Abu Hurairah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Malik. 
Oleh sebab itu, mereka menolak hadis riwayat mereka (Abu 
Hurairah, Salman al-Farisi dan Anas bin Malik) yang 
bertentangan dengan prinsip qiyās.23 
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 Rachmat Syafe‟i,  Ilmu Ushūl Fiqih.................., hal. 62-63. 
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c) Fatwa-fatwa Sahabat 
Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para 
shahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan ummat 
Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa 
pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak 
ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, Ia berijtihad 
dan tidak mengikuti pendapat tabi‟in, karena mereka sederajat 
dengan dirinya.
24
 Menurut Abu Hanifah, ijma‟ sahabat ialah: 
“Kesepakatan para mujtahidin dari ummat Islam di suatu masa 
sesudah Nabi, atas suatu urusan”. 
Ta‟rif itulah yang disepakati ulama ahl al-Ushūl. Ulama 
Hanafiyyah menetapkan bahwa ijma‟ itu dijadikan hujjah. Mereka 
menerima ijma‟ qauliy dan ijma‟ sukutiy. Mereka menetapkan 
bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang 
telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru 
adalah menyalahi ijma‟. Paling tidak, ada tiga alasan yang 
dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah dalam menerima ijma‟ 
sebagai hujjah”, yaitu: 
1. Para shahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang 
timbul. Umar bin Khattab dalam menghadapi suatu masalah, 
sering memanggil para sahabat untuk diajak musyawarah dan 
bertukar pikiran. Apabila dalam musyawarah tersebut diambil 
kesepakatan, Umar-pun melaksanakannya. 
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 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushūl Fiqh ”Metode Istinbāth dan Istidlal”, 
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013), hal. 7.  
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2. Para Imam selalu menyesuaikan pahamnya dengan paham yang 
telah diambil para ulama-ulama di Negerinya, agar tidak 
dipandang ganjil, dan tidak dipandang menyalahi umum. Dan 
Abu Hanifah tidak mau menyalahi suatu yang telah difatwakan 
oleh ulama-ulama Kūfah. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyyah 
menetapkan bahwa ijma‟ merupakan salah satu hujjah dalam 
Agama, yang merupakan hujjah qath‟iyyah. Mereka tidak 
membedakan antara macam-macam ijma‟. Oleh karena itu, apapun 
bentuknya kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan para 
ulama atau masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan 
sekaligus menjadi hujjah hukum.
25
 
d) Ijma‟ 
Ijma‟ adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum 
muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi, atas suatu 
hukum syara‟ dalam suatu kasus tertentu.26  
Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya ijma‟ ada dua 
macam: 
1) Ijma‟ Sharih, yaitu ijma‟ dengan tegas, persetujuan dinyatakan 
baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. 
2) Ijma‟ Sukuti, yaitu ijma‟ yang dengan tegas persetujuan 
dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya 
diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.
27
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 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab......................, hal. 93. 
26
 A. Djazuli, Metodologi Hukum Islam......................, hal. 49. 
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Ijma‟ bentuk pertama (ijma‟ sharih) merupakan hujjah 
menurut jumhur ulama. Sedangkan ijma‟ kedua (ijma‟ sukuti) 
hanya ulama-ulama Hanafiyyah yang menganggapnya sebagai 
hujjah, karena menurut mereka, diamnya seorang mujtahid 
dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan 
kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya 
bukan karena takut.
28
 
e) Al-Qiyās 
Definisi qiyās menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan 
hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur‟an dan Hadis 
dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan 
hukumnya berdasarkan nash.
29
 A. Djazuli mengemukakan qiyās 
ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan 
hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan illat 
hukum.
30
 
Imam Abu Hanifah menggunakan qiyās apabila dalam al-
Qur‟an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang 
ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. 
Beliau mengaplikasikan qiyās dengan cara menghubungkan 
persoalan-persoalan (furū‟) tersebut kepada sesuatu yang telah 
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 A. Djazuli, Metodologi Hukum Islam......................, hal. 73. 
28
 A. Djazuli, Metodologi Hukum Islam..............................., hal. 73. 
29
 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma‟shum, dkk. 
(Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008), hal.336. 
30
  A. Djazuli, Ilmu Fiqh, hal. 77. 
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ditetapkan hukumnya oleh nash (ashal), dengan melihat kesamaan 
illat, maka hukum furū‟sama dengan hukum ashal.31   
Walaupun demikian, tidak berarti bahwa semua masalah 
yang baru timbul dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur‟an dan 
sunnah serta ĳma‟, boleh diqiyāskan begitu saja, atas dalil 
kemaslahatan umum. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus 
dipenuhi tatkala hendak mengqiyāskan suatu permasalahan kepada 
hukum lama. Rukun yang harus dipenuhi dalam qiyās yaitu: 1). 
asal, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat 
mengqiyāskan, dalam istilah ushul fiqh disebut al-ashl atau al-
musyabbah bihi; 2) cabang (al-far‟u), yaitu sesuatu yang tidak 
dinashkan hukumnya. Dalam istilah ushul fiqh disebut al-far‟u al-
maqīs atau al-musyabbah; 3) hukum asal, yaitu hukum yang 
dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada 
cabang; 4) illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang 
berkaitan atau yang munasabah dengan ada dan tidak adanya 
hukum. Dan illat inilah yang akan menjadi titik tolak serta pĳakan 
dalam melaksanakan qiyās.32 
f) Al-Istihsan 
Istihsan yang diartikan sebagai “konstruksi yang 
menguntungkan”, atau juga sering dikatakan sebagai pilihan 
hukum dĳadikan hujjah (argumen) oleh Fuqaha madzhab Hanafi. 
Daripada menggunakan dan mengikuti qiyās secara kaku, seorang 
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  Dede Rosyada, Hukum Islam...., hal. 143.   
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 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab.................., hal. 94. 
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Fuqaha Hanafi lebih suka memilih jalan keluar yang lain, yaitu 
meninggalkan qiyās yang tersembunyi atau halus (qiyās khafi), 
sebuah divergensi qiyās yang jelas (jali) dan bersifat eksternal 
dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yang 
terkondisi. 
Menurut Hasan al-Kurkhi yang dikutip oleh Rahmat Syafe‟i, 
istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum 
dengan memandang hukum yang lain, karena adanya sesuatu yang 
lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Sedangkan menurut Abu 
Zahrah yang dikutip oleh Rahmat Syafe‟i, bahwa Abu Hanifah 
banyak sekali menggunakan istihsan. Begitu pula dalam 
keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab Ushūl yang 
menyebutkan bahwa Hanafiyyah mengakui adanya istihsan. 
Bahkan, dalam beberapa kitab Fikihnya banyak terdapat 
permasalahan yang menyangkut istihsan.
33
  
g) Al-„Urf 
Urf (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima 
sebagai sumber syari‟ah oleh madzhab Hanafi. Menurut madzhab 
Hanafi, „urf dapat melampui qiyās, namun tidak dapat melampui 
nash al-Qur‟an dan sunnah. Ia melakukan segala urusan atas qiyās. 
Apabila tidak baik dilakukan qiyās, Ia melakukannya atas istihsan 
selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan istihsan, 
kembalilah Ia kepada „urf  manusia.34 
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 Rahmat Syafe‟i, Ilmu Ushūl Fiqh......................, hal. 111-114. 
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 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh....................., hal. 153. 
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Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
karakteristik metode istinbāṭ, terlebih dulu Imam Abu Hanifah 
membagi ijtihad ke dalam dua golongan, yaitu ijtihad dengan nash (al-
Ijtihād bi al-Nushūs) dan ijtihad dengan selain nash (al-Ijtihād bi 
Ghairi al-Nushūs). Ijtihad dengan nash, pertama ia melihat nash al-
Qur‟an, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak ditemukan, maka ia 
menengok ke sunah Nabi. Tentang sunah ini ia memilih beristidlal 
dengan qiyās daripada hadis ahad. Jika tidak menemukan dalam 
sunah, maka mencari qaul sahabat. Jika ternyata banyak qaul yang 
berbeda-beda maka ia memilih salah satunya dengan meninggalkan 
yang lain. Jika pencarian qaul ini sudah sampai generasi tabi‟in, 
seperti Ibrahim al-Nakha‟i, al-Sya‟bi, Ibn Syirin, Hasan Atha‟ dan 
Sa‟id ibn Musyayyab, maka ia berijtihad sendiri sebagaimana mereka 
juga berijtihād. Alasannya adalah mereka masih satu generasi. 
Mengenai ijtihad dengan selain nash, pertama ia menggunakan 
qiyās setelah tidak menemukan qaul sahabat tadi. Jika dengan qiyās 
justru bertentangan dengan nash, ijma‟ dan maslahat maka 
menggunakan istihsan. Tentang istidlal dengan istihsan ini ia terkenal 
paling profesional dan sering menerapkannya dibanding dengan para 
ulama lainnya pada masanya, terutama ulama Hijaz. Jika dengan 
istihsan masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil 
ijma‟. Menurutnya ijma‟ dapat terjadi setelah masa sahabat. Jika tidak 
menemukan dalil ijma‟ maka ia menggunakan „urf shalih (shahih), 
yaitu yang tidak bertentangan dengan nash dan maqāshid. 
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Banyaknya Imam Abu Hanifah dalam menerapkan dalil akal 
dalam masalah-masalah furū‟iyyah ini dapat dipahami karena 
sedikitnya perbendaharaaan hadis-hadis tentang hukum. Secara 
geografis, Baghdad dan Kūfah, adalah dua kota yang jauh dari pusat 
tradisi Nabi, yaitu Madinah dan sekitarnya.
35
 
B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Status Anak Laki-laki 
Sebagai Wali Nikah Bagi Ibunya 
1. Pendapat Imam Abu Hanifah 
Dalam masalah status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi 
ibunya, Imam Abu Hanifah berpendapat, mengikuti pendapat yang 
dikemukakan oleh Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul 
„Aimah al-Sarkhisiy„ al-Hanafiy dalam kitab al-Mabsūṭ: 
َاُُتاَؽَْصأ ََفَهرْخل َُّىش  ْىُٓ ُْ َع ُ َّالله َٙ ِضَر  َُّٚأ ٍِ لْتِلَل َٔ  َِبْلْل ِٙف َحَل َُِٛؼ ُٕلَتأ َلاَلَلف ،ِطِٚٔ ْشَّرناِلت ُّ لََؼأ ال ًَ ُٓ
 َفُطُٕٚ َُٕتأ َٔ َٗناََعذ ُ َّالله ا ًَ ُٓ ًَ ِؼَر  ُّلَعَي ََبْلْل ٌَّ َأ َٖزَلذ ََلَأ ،َِحتٕلُبُعْنل ِٙلف فو َّمَللُي ُّلَََِّلْ ؛ ُّ ََؼأ ٍُ ْتِلَل
 َْطَلف ِحَضَِٚز ْنِات َصُم ُّظنل ُّ َِؽرَْظٚ.
36 
Artinya: Pengikut Imam Abu Hanifah r.a di dalam (masalah) ayah dan 
anak laki-laki, siapakah yang paling berhak untuk 
menikahkannya, lalu Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid 
Imam Abu Hanifah) menjawabnya: Yang paling berhak 
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 Abdul Mughits, Kritik Nalar Fikih Pesantren, (Jakarta: Kencana, 
2008), hal. 74-75. 
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 Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul „Aimah al-
Sarkhisiy„ al-Hanafiy, Al-Mabsūth, (Dārul kutūb al-Ilmiyah, Juz IV, t.th), hal. 
220. Lihat pula: „Alauddin Abi Bakar bin Mas‟ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, 
Badāi‟ al-Shonāi‟, (Beirut: Dārul Kutūb al-„Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-2, 
1986), hal. 376. Lihat pula: al-Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul 
Wakhid al-Syairasiy al-Hanafiy, Fatkhūl Qadīr, (Dārul kutūb al-Ilmiyah, Cet. 
Ke-I, tth), hal. 265. 
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untuk menikahkan adalah anak laki-lakinya, karena ia (anak 
laki-lakinya) didahulukan dalam (masalah) waris „ashabah, 
apakah kamu tidak melihat, bahwa seorang ayah ketika 
bersamaan anak laki-laki, maka ia (ayah) hanya berhak 
mendapatkan seperenam saja (jika ada anak laki-laki atau 
cucu laki-laki dari garis laki-laki). 
Pendapat senada Imam Abu Hanifah juga diungkapkan oleh 
Imam „Ala‟uddin Abi Bakar bin Mas‟ūd bin Ahmad al-Kāsāniy al-
Hanafiy dalam kitab Badā‟i al-Shanā‟i sebagai berikut:  
 ٌِ َائْٛ ََشف ِو َُّملَّرنل َُْزَش ا ََّيأ َٔ َُِٛؼ َِٙتأ َمُْ ِع َُحتُٕبُعْنل :ا ًَ ُْ ُمَؼأ ِىِؼ َّزنل ِ٘ٔ َو َٗهَع َُحثَبَعْنل ُو ََّمُلَرف ،ََح  
 َّزلَي الَي َٗلهَع ِحَلَٚلَِٕ ْنل ِملَْصأ ِخُٕلُثش َُْزلَش َٙ ل ِْ  ا ًَ ُْ َملُْ ِع َٔ  ،ُملَعَْتأ ْٔ َأ ُبَزلَْقأ َُحثلَبَعْنل ْدَل ا َ ًأل َٕ َط. 
 ًأل َٕ َط ِمَعَْتْلْل َٗهَع ُبَزَْقْلْل ُو ََّمَلَرٚ َِحتلََزلْنل ُبُْزق :َِٙاَّصنل َٔ  َٗلهَع الَْ ِزْٛ َي ِٙلف ْٔ َأ ِخَاثلَبَعْنل ِٙف ٌَ ا َ
 ََح َُِٛؼ َِٙتأ ِمَْصأ.37 
Artinya: Adapun syarat mendahulukan (dalam masalah perwalian) itu 
ada dua, yang pertama, al-„ushūbah (dari garis „ashabah) 
demikian menurut Imam Abu Hanifah, maka didahulukan 
„ashabah atas zāwil arham sama hal-nya „ashabah itu dekat 
maupun jauh. Menurut Imam al-Syaibaniy dan Abu Yusuf, 
bahwa al-„ushūbah (dalam hal garis „ashabah) merupakan 
syarat penetapan wilayah (perwalian dalam pernikahan) atas 
keterangan yang telah berlalu. Yang kedua, yaitu: Dekatnya 
kekerabatan, maka didahulukan atas keluarga yang dekat 
atas keluarga yang jauh, sama halnya dalam „ashabah 
maupun selain „asahbah atas asal Abi Hanifah.  
Dari pendapat tersebut, Imam Abu Hanifah secara tegas 
menyatakan bahwa urutan pertama yang paling berhak menjadi wali 
dalam pernikahan adalah anak laki-laki. Dengan alasan bahwa 
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perwalian itu dari jalur hubungan anak (al-bunūwwah), hubungan 
ayah (al-ubūwwah), hubungan saudara (al-ukhūwwah), hubungan 
paman (al-umūmah), hubungan memerdekakan (al-mu‟tiqah), dan 
kemudian Imam dan Hakim. 
Ulama Hanafiyyah juga memberikan alasan mengapa wali 
dalam pernikahan adalah mereka yang dekat hubungannya dengan 
perempuan, yang terdekat kemudian dan seterusnya, karena keluarga 
yang dekat akan adanya rasa malu apabila perempuan itu menikah 
dengan laki-laki yang tidak pantas untuk menjadi suaminya. Adanya 
perasaan malu ini tidak terbatas pada „ashobah saja tetapi juga 
terdapat pada zawīl arham.38 Karena itu tidak ada alasan membatasi 
hak perwalian pada golongan „ashobah saja. 
2. Metode istinbāṭ hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah  
Secara geografis, Imam Abu Hanifah lahir di Kūfah (Irak) yang 
penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal 
kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada 
berbagai persoalan hidup serta problematika yang beragam. Untuk 
mengatasinya, mereka “terpaksa” memakai ijtihad dan akal. Keadaan 
ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana 
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 Menurut terminologi Fikih mawaris, zawīl arham digunakan untuk 
menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris ashāb al-furūd 
dan ashāb al-„ashabah. Oleh karena itu mereka tidak berhak menerima 
bagian warisan sepanjang ahli waris ashab al-furūd dan ashāb al-„ashabah 
ada. Lihat: Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, Cet. Ke-6, 2015), hal.78. 
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kehidupan sederhana, seperti pada masa kehidupan Nabi. Untuk 
mengatasinya, para Fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur‟an, 
sunah dan ijma‟ para sahabat. Oleh karena itulah, mereka tidak merasa 
perlu untuk berijtihad seperti Fuqaha Irak. Sebaliknya, Imam Abu 
Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang 
sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi 
hadis Nabi “terpaksa” atau “selalu” menggunakan akal (rasionya).39 
Menurut „Alauddin Abī Bakar bin Mas‟ūd al-Kāsāni al-
Hanafiy, Imam Abu Hanifah dalam masalah anak laki-laki sebagai 
wali nikah ibunya, ia beristinbāṭ dengan menggunakan qiyās, 
pendapat senada juga dilontarkan oleh Abdul Wahab Khalaf al-
Hanafiy, dalam kitab Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyah Fi Syari‟ah al-
Islamiyah: 
  َٔ َذ ْز ِذ ْٛ ُة  ْنل َع َب َث ِح  ِف ْنل ٙ ِٕ َلَ َٚ ِح  ََلر ْز ِذ ْٛ ِث ِٓ ْى ِلف َلَل ٙ ْر ِز  َف َُٛلل َّم ُو لَي ٍْ  َال  ٌَ لِي ٍْ  ِظلَٓ ِح  ْنل ُثُلُ َّٕ ِج  َل ْ٘  َل ِْلْلْت ٍُ 
 َٔ ْتل ٍُ  ْلَل ٍِ ت  َٔ ِل ٌْ  َ َش َل  ُش َّى  َي ٍْ  َا  ٌَ  ِي ٍْ  ِظلَٓ ِح  ُْلْلُلت َّٕ ِج  َل ْ٘  ََْلْل ُب  َٔ َلُلتل ٕ َْلْ  ِب  َٔ ِل ٌْ لَع َل ُلش َّى لَي ٍْ  َال  ٌَ 
 ِي ٍْ  ِظ َٓ ِح  ُْلْل ُخ َّٕ ِج  َل ْ٘  َْلْل َّشنل ؾ ِل ْٛلْ غلْلٔ   ٍُ تلٔ ب  ِّم   ِي ُْ ُٓ ًَا  َٔ ِل ٌْ  َ َش َل ُلش َّى لَي ٍْ  َال  ٌَ لِي ٍْ  ِظلَٓ ِح 
 ْنل ُع ًُ ْٕ َي ِح  َل ْ٘  َل ْن َع ّى  َّشنل ِل ْٛ َٔ    ْنل َع ّى  َلْ ٍب  ّم  ٍتلٔ  ِي ُْ ُٓ ًَ َٔ  ا ِل ٌْ  َ َش َل.
40
 
Artinya: Urutan „ashabah didalam (masalah) perwalian yaitu sama 
dengan urutan dalam (masalah) kewarisan, maka lebih 
diutamakan dari garis kelaki-lakian, yaitu: Anak laki-laki, 
cucu laki-laki dan seterusnya (garis laki-laki). Kemudian 
dari garis ayah, yaitu: Ayah, ayahnya ayah (kakek) dan 
seterusnya, kemudian dari garis saudara laki-laki, yaitu: 
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 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab................., hal. 77.  
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 „Alauddin Abī Bakar bin Mas‟ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, Badāi‟ al-
Shonāi‟., hal. 376. 
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Saudara (anak laki-laki) seayah seibu, saudara laki-laki yang 
seayah, anak laki-laki mereka (seayah seibu atau yang 
seayah saja), dan seterusnya, kemudian dari garis paman, 
yaitu: Paman yang seayah seibu, paman yang seayah saja 
(tidak seibu), anak laki-laki mereka (saudara sepupu dari 
pengantin perempuan) dan seterusnya.   
 َّرنلٔ ْز ِذل ْٛ ُة لِلف ِٔ  ٙ َلَلَلٚ ِح  ُِّنل َاللك ِغ  َا  َّرن ْز ِذللْٛ ِة لِف ِْلْل ٙ  ْر ِز  َْلْلٔ ْتللَع ُم  َي ْؽللُع ْٕ فب  َْلْالِلت ْق َز ِب  َف ُرلَلل َّم ُو  َعللَب َث ُح 
 ُّنل َظ ِة.  َٔ َل َّٔ َلَ ُْ ْى لْل ْت ٍُ  ْتلٔ ُُ ُّ  َٔ َل ٌْ  َط ِ َم.
41
 
Artinya: Urutan didalam (masalah) wali nikah, sama dengan urutan 
didalam (masalah) kewarisan, keluarga yang jauh terhalang 
(untuk menjadi wali) dengan adanya keluarga yang lebih 
dekat, maka dari itu didahulukan „ashabah nasab, mereka 
adalah anak laki-laki, anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu 
laki-laki) dan seterusnya.    
Dalam Ilmu Gramatika Bahasa Arab, bahwa kaf “huruf jarr” 
merupakan bagian dari adāwat al-Tasybih (kata-kata yang digunakan 
dalam perumpamaan). Adat tasybih adalah kata yang biasa digunakan 
dalam konteks penyerupaan suatu hal dengan hal lain yang 
mempunyai keterkaitan, dan demikianlah qiyās. Maka menurut 
penulis istinbāṭ yang di gunakan Imam Abu Hanifah menggunakan 
qiyās.  
Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitab 
Ahwāl al-Sakhsīyah, metode istinbāṭ yang digunakan Hanafiyyah, 
berkaitan dengan masalah perwalian anak laki-laki didahulukan atas 
ayahnya, mereka beristinbāṭ dengan menggunakan al-Qur‟an, al-
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 Abdul Wahab Khalāf Al-Hanafiy, Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyah 
Fi Syari‟ah al-Islamiyah, (Dārul Qalam: Cet. Ke-3, 1990), hal. 60. 
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Sunah yang diriwayatkan dari sahabat „Ali r.a, kasus pernikahan 
Ummu Salamah, dan mengqiyāskan urutan perwalian dengan 
kewarisan, sebagaimana teks dibawah ini: 
 َأ َّي َؽنل ا َُ ِ َّٛ ُح  ِف ْعل ٙ ِر َث ِرا ِْ ْى  َل ْن ِٕ َلَ َٚ ُح  ِن ُك ِّم  ْنل َع َب َث ِخا  َفَلل ْم  َأ  ْش َث ُر َْٕلقل ْٕ َن ُٓ ْى ِلت ْنلا ُل ْز َأ ٌِ  َٔل ُّظنل َُ ِح  َٔ ِلنلَلٛ ِصا 
 َف َل ْم  َق َلا  َُالله  َذ َع َنا:ٗ  ِٙف ِبَارِكْنل ِٙف ْىُكْٛ َهَع َٗهُْرٚ اَي َٔ  ٍَّ ِٓ ِٛف ْىُكِٛر ُْٚ ُ َّالله ُِمق ِأاَظُِّنل ِٙف ََك ُٕر َْرَْظٚ َٔ
 ٍّ ُْ ٕلُؽِكُْ َذ ٌْ َأ ٌَ ُٕلثَيَْزذ َٔ  ٍَّ ل ُٓ َن َةِلر ُ الَي ٍَّ ُٓ َ ُٕلذ ُْ ُذ َلَ ِٙلذ َّلنل ِأالَظُِّنل َٗياَلَرٚ......  ُحلعؼٔ  ِلْللَي ِوا 
 َّبنلٔ ِؼ ا َث ْٛ ٍِ  ٌَّ َأ  ْنل ِٕ َلَ َٚ َح  ِن ْه َع َب َث ِخا  َٔ ِْ َٙ  ِف َذ ٙ ْز ِذ ْٛ ِث َٓ َا  ا ْنل ًِ ْٛ َز ِزل.
42
 
Artinya: Menurut ulama Hanfiyah didalam masalah perwalian, mereka 
menetapkan dengan al-Qur‟an, al-Hadis dan atas dasar qiyās. 
Allah saw berfirman, yang artinya: “Dan mereka minta 
fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah 
Swt memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang 
dibacakan kepadamu dalam al Qur‟an (juga memfatwakan) 
tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan 
kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang 
kamu ingin mengawini mereka”. Argumen yang digunakan 
Imam Abu Hanifah dan sahabat dua “Abu Yusuf dan 
Muhammad.” bahwa perwalian dalam pernikahan itu di 
lakukan oleh wali „ashabah dan urutan perwalian dalam 
pernikahan diqiyāskan dengan kewarisan. 
Dalam Bukunya Wahbah al-Zuhaili, bahwa ayat tersebut 
diturunkan- sebagaimana yang dikatakan oleh sayyidah „Āisyah- 
dalam perkara anak yatim perempuan yang berada dalam pengasuhan 
walinya. Wali yang digambarkan ini adalah anak paman dari pihak 
ayah (sepupu). Dengan demikian, hak perwalian ditetapkan bagi orang 
yang hubungannya lebih dekat kepadanya, seperti saudara laki-laki, 
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 Imam Muhammad Abu Zahrah, Ahwāl al-Syakhsiyah, (Dārul Fikr 
al-Arabi, Cet. Ke-II, t.th), hal. 112-115. 
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dan paman dari pihak ayah. Serta berdasarkan keumuman perkataan 
sahabat „Ali r.a., “Pernikahan dilakukan oleh wali „ashabah”. Dan 
„ashabah adalah ungkapan umum yang mencakup ayah dan yang 
lainnya termasuk didalamnya anak laki-laki.
43
 
Hujjah (argumen) Imam Abu Hanifah yang berupa nash hadis 
yang diperkuat pula oleh hadis Ummu Salamah sebagai berikut: 
 َؼ َّع ُح  َأ ِت ْٙ  َؼ ُِ ْٛ َ َح  َرلِض َٙ  َُالله  َعلُْ ُّ َأ : ٌَّ  ِْلللْت ٍَ  ُيَلل َّم فو  َعَله َظ ٗ ًِلْٛ ِع  ْنل َعلَب َث ِخا  َٔل َْ ِذ ِ  َل ْن ِٕ َلََلٚ ِح  َي ْث ُِلَّٛ فح 
 َع َه ْٛ َٓ ِن ا َل ْٕ ِن ِّ  َص َّه َالله ٗ  َع َه ْٛ ِّ  َٔ َط َّه َى ُِّنل" : َاك ُغ  ِن َن ْنل ٗ َع َب َث ِخا َٔ  "لَّنل ِذ ْ٘  ُٚ َُلِّٚ ُم لَْ َذلَي ل ُر ا ِٔ َ٘  َأ ٌْ  ُأ ِّو 
 َط َه ًَ َح  َر ِض َٙ  َُالله  َع ُْ َٓ َن ا ًَّ َْل ا َللَض ْد لِع َّم ُذ َٓلَع ا ٍْ  َأِلت ْٙ لَط َه ًَ َح  َرلِض َٙ  ُالله  َعلُْ ُّ  َخ َط َثل َٓ َر الُط ْٕ ُل  ِالله 
 َص َّه ُالله ٗ  َع َه ْٛ ِّ  َٔ َط َّه َى  َف َل َلا  ِن َٕ َن ِم َْ ُع ا ًَ ُز" : ُق ْى  َٚ ُع ا ًَ ُز  َس ِّٔ ْض  ُأ َّي َك  ِي ٍْ  َر ُط ْٕ ِل  ِالله  َص َّه ُالله ٗ  َع َه ْٛ ِّ 
 َٔ َط َّه َى.44 
Artinya: Argumen Imam Abu Hanifah bahwa anak laki-laki itu 
didahulukan atas semua „ashabah. Perwalian tersebut 
didasarkan atas ungkapan Nabi saw: Pernikahan dilakukan 
oleh wali „ashabah dan diperkuat pula dengan hadis yang 
diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a ketika habis masa 
iddahnya. Dari Abi Salamah r.a ketika Rasulallah saw 
meminang Ummu Salamah lalu Nabi meminta kepada 
anaknya Ummu Salamah: Wahai Umar!!! Berdirilah kamu, 
kemudian nikahkanlah aku dengan ibumu. 
Hadis di atas “hadis Ummu Salamah” di jadikan sebagai hujjah 
“argumen” bagi ulama yang berpendapat bahwa anak laik-laki adalah 
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 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam Wa 
Adillatuh.................................., hal.189. 
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 Umar ibn Ishaq ibn Ahmad al-Hindiy al-Ghaznawiy, Sirajuddin, 
Abu Hafas, al-Hanafiy, Hurrah al-Munīfah Fi al-Tahqīqīy al-Ba‟dzi al-
Masāi‟il al-Imam Abi Hanifah, (Muassasah al-Kutūb  al-Saqāfiyah, Cet. Ke-
1, 1986), hal. 135.  
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waliا dalam pernikahan. Begitu juga hadis di atas di jadikan oleh 
jumhur ulama sebagai hujjah untuk menetapkan anak laki-laki sebagi 
wali nikah.
45
  
Disamping hujjah-hujjah di atas yang digunakan Imam Abu 
Hanifah dalam menetapkan urutan perwalian dalam pernikahan, ia 
juga berdasarkan atas istihsan, sebagaimana yang tercantum dalam 
kitab Mukhīt al-Burhāniy Fi al-Fiqh al-Nu‟maniy: 
 َف َُ ُل ْٕ ُل َأ : ْق َز ُب  َلْل ْٔ ِن َٛ ِأا  ِن َن ْنل ٗ ًَ ْز َأ ِج  َل ِْلْ ْت ٍُ  َٔ ِن ََّ ُّ  َع َه ْنل ٗ ِخ َل ِف  َع َه َي ٗ َٚ ا ْأ ِذ َت ٙ َٛ َُا ُّ  َت ْع َم  َْ َذ ُش ،ل َّى  ِل ْت ٍُ 
 ِْلْل ٍِ ت  َٔ ِن ٌْ  َط ِ َم ُش ، َّى  َل َْلْ ُب ُش ، َّى  ْنل َع ُّم  َأ ُب  َْلْل ِب  َٔ ِن ٌْ  َع َل ُش ، َّى  َلْل ُؾ  َِلْ ٍب  َٔ ُأ  وُلش ، َّى  َْلْل ُؾ  َِلْ ٍبُلش ، َّى  ِللْت ٍُ 
 َْلْل ِؾ  َِلْ ٍب  َٔ ُأ  و ُش ، َّى  ِْلْل ْت ٍُ  َْلْل ِؾ  َِلْ ٍب  َٔ ِن ٌْ  َط  َُه ْٕ ُش ،ل َّى  ْنل َع ُّى  َِلْ ٍب  َٔ ُأ  و ُش ، َّى  ْنل َع ُّى  َِلْ ٍب ُش ، َّى  ِل ْت ٍُ  ْنللَع ِّى  َِلْ ٍب 
 َٔ ُأ  ولُلش ، َّى  ِلللْت ٍُ  ْنلللَع ِّى  َِلْ ٍب  َٔ ِن ٌْ للَط  َُه ْٕلُلش ،ل َّى للَع ُّى  َْلْل ِب  ُِلْ  ولُلش ، َّى للَع ُّى  َْلْل ِب  َِلْ ٍب َت ،لُلُ ْٕ ُْ ْى  َعلَلهلل َْ  ٗ َذ ل
 ّرنل ْز ِذ ْٛ ِة ُش ، َّى  َر ُظ ُم  ُْ َٕ  َأ ْت َع ُم  ْنل َع َب َث ِخا  ِن َن ْنل ٗ ًَ ْز َأ ِج َٔ  ، ُْ َٕ  ِل ْت ٍُ لَع ِّى  َت ِعلْٛ َِلْ م ٌَّ  َي ْز َعلظ  َعنللِش ْٛ َز ِج  ِنَلن ٗ
 َأ ٍب  َٔ ِؼل ٍم  َٔ ِن ٌْ  َذ َث َعا ُم ْٔ ُش ،ل َّى  َي ْٕ َن ِعنل ٗ َرَلقا ِح ُلش َّى  َعلَب َث ُح لَي ْٕ َن ْنل ٗ ِع َرَلقا ِحُلش ، َّى  َٜللِي ُز ُلش َّى  ُو ِٔ  َْلْل ْرلَؼ ِوا 
 َل َْلْ ْق َز ِب  َف َْلْا ْق ْز ،ب َٔ َْ َذ َق ل ْٕ ُل  َأ ِت َؼ ٙ ُِ ْٛ َ َح  َر ِؼ ًَ ُّ  ُالله  َٔ ُْ َٕ  ِل ْط ِر ْؽ َظ ٌف ا.
46
 
Artinya: ..........dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah 
berdasarkan atas istihsan. 
Dalam teks di atas jelas menunjukan bahwa dasar hujjah yang 
di gunakan Imam Abu Hanifah selain nash al-Qur‟an, hadis dan qiyās 
beliau juga berdasarkan atas istihsan. 
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 Al-Syaikh Faishal ibn Abdul Aziz, Muhtashar Naīl al-Aūthar, 
Tejemahan Naīlul Aūthar “Himpunan Hadits-hadits Hukum”, Terjm, 
Mu‟ammal Hamidy dkk, (Surabaya: CV. Bina Ilmu, Cet. Ke-III, Jilid 5, 
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 Mahmūd al-Bukhāri ibn Māzah, Mukhīt al-Burhaniy Fi al-Fiqh al-
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C. Biografi Imam Al-Syafi’i 
1. Kelahiran dan silsilsh 
Imam al-Syafi‟i memiliki nama lengkap Abu Abdullah 
Muhammad bin Idris al-Syafi‟i. Silsilah keturunan beliau adalah 
Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi‟ bin Sa‟ib bin 
Ubaid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdul Manaf (putra Qusai).
47
 
Imam al-Syafi‟i lahir di Ghaza (sebuah kota yang terletak di 
perbatasan wilayah Syam ke arah Mesir, tepatnya di sebelah Selatan 
Palestina. Jaraknya dengan Kota „Asqalan sekitar dua Farsakh), ia 
dilahirkan pada hari Jum‟at siang, akhir bulan Rajab tahun 150 H atau 
767 M.
48
 
Imam al-Syafi‟i wafat dalam usia 54 tahun, beliau dimakamkan 
dalam lingkungan masjidnya di Qarafah Mesir. Beliau dimakamkan 
pada hari Jum‟at, sesudah shalat ashar tanggal 29 Rajab tahun 204 
H.
49
 
2. Pendidikan Imam al-Syafi’i 
Imam al-Syafi‟i lahir di Palestina karena ketika itu kedua orang 
tua Imam al-Syafi‟i demi keperluan penting, namun dalam perjalanan 
menuju Palestina ayahnya meninggal dunia, sementara Imam al-
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 Imam al-Syafi‟i, Al-Umm, (Bayrut: Dārul Wafa‟, Juz I, 2001), hal. 
1. 
48
 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab................, hal. 207. 
49
 Imam al-Syafi‟i, Al-Umm, Terj, Ismail Ya‟kub, (Kuala Lumpur: 
Victory Agencie, Juz I, Cet Ke-II, Pdf, 2000), hal. 24. 
86 
  
 
 
Syafi‟i masih dalam kandungan ibunya. Ketika berumur 9 tahun Imam 
al-Syafi‟i telah hafal al-Qur‟an 30 Juz. Usia 19 tahun telah mengerti 
isi kitab Al-Muwātha‟, karya Imam Malik.50 
Imam al-Syafi‟i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik pada 
ulama-ulama Fikih, maupun ulama-ulama Hadis, sehingga Ia terkenal 
dalam bidang Fikih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam 
bidang itu. Gurunya Muslim ibn Khalid al-Zanjiy, menganjurkan 
supaya Imam al-Syafi‟i bertindak sebagai mufti. Sungguh Ia telah 
memperoleh kedudukan yang tinggi itu, namun Ia terus mencari 
Ilmu.
51
 
Di antara hal-hal yang sangat serius mendapat perhatian Imam 
al-Syafi‟i adalah tentang metode pemahaman al-Qur‟an dan al-sunnah 
atau metode istinbāṭ (Ushūl Fiqh). Meskipun para Mujtahid 
sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun 
belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai 
satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum 
Islam.
52
 Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi‟i tampil berperan 
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 Musyaraf, Ibtihadj, Biografi Tokoh Islam, (Jakarta: PT Suka Buku 
2010), hal. 74. 
51
 Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim 
Dan Qaul Jadid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 28. 
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 Dalam suasana pesatnya ilmu, Ushūl Fiqh muncul menjadi satu 
disiplin ilmu tersendiri. Bahkan terdapat dua aliran dalam penulisan Ushūl 
Fiqh, yaitu aliran jumhur (mayoritas) dan aliran Hanafiyah. Aliran jumhur 
merupakan aliran yang dianut oleh mayoritas kalangan Malikiyyah, 
Syafi‟iyyah, dan Hanabilah. Contoh kitab Ushūl Fiqh aliran jumhur antara 
lain: 1. Al-Risālah, disusun oleh Imam al-Syafi‟i (150-204 H). Buku ini 
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dalam menyusun sebuah buku Ushūl Fiqh. Idealnya ini didukung pula 
dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama 
Abdurrahman bin Mahdi (w. 198) di Baghdad agar Imam al-Syafi‟i 
menyusun metodologi istinbāṭ.53 
3. Guru-guru Muhammad bin Idris al-Syafi’i 
Imam al-Syafi‟i menerima Fikih dan Hadis dari banyak guru 
yang masing-masing mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di 
tempat-tempat satu sama lainnya. Ia menerima dari Ulama-ulama 
Makkah, Ulama-ulama Madinah, Ulama-ulama Iraq, dan Ulama-
ulama Yaman.
54
 
Ulama-ulama Makkah yang menjadi guru Imam al-Syafi‟i 
adalah, sebagai berikut: Muslim ibn Khalid al-Zinjiy, Sufyan ibn 
                                                                                                                             
merupakan buku pertama Ushūl Fiqh, 2. Al-Burhān fi al-Ushūl Fiqh, disusun 
oleh Abu al-Ma‟ali Abd al-Malik ibn Abdillah al-Juwaīniy yang bergelar 
Imam Harāmain (419-478 H). Pada aliran Hanafiyyah terdapat kitab Ushūl 
Fiqh, seperti: 1). Taqwīm al-Dilālah, karya Imam Abu Zaid al-Dabusiy (w. 
432H), ahli Ushūl Fiqh dari kalangan Hanafiyyah. 2). Al-Manār al-Anwār, 
oleh Abu al-Barākat Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad al-Nasafiy (w. 
710. H). Lihat selengkapnya dalam buku Fiqh dan Ushūl Fiqh, Metode 
Istinbath dan Istidlal, karya Hasbiyallah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
Cet. Ke-1, 2013), hal. 8.   
53
 Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim 
Dan Qaul Jadid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 29. 
54
 Hasbi al-Shiddiqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab, 
(Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 496. 
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Uyainah, Sa‟id ibn al-Kudah,. Daud ibn Abdurrahman, Al-Attar, dan 
Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud.
55
 
Sedangkan Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, 
yaitu: Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Sa‟ad al-Anshariy, Abdul Aziz 
ibn Muhammad al-Darawardiy, Ibrahim ibn Yahya al-Asamiy, 
Muhammad Sa‟id ibn Abi Fudaik, dan Abdullah ibn Nafi‟ al-Shani.56 
Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki‟ ibn 
Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, Ismail ibn Ulaiyah, 
Abdul Wahab ibn Ulaiyah, dan Muhammad ibn Hasan.
57
 
Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah: Muththarif 
ibn Mizan, Hisyam ibn Yusuf, Hakim Shan‟a (Ibu Kota Repoblik 
Yaman), Umar ibn Abi Maslamah al-Auza‟iy, dan Yahya Hasan.58 
4. Para Pendukung Madzhab al-Syafi’i dan Murid-muridnya 
Sama halnya dengan Madzhab Hanafi, pengembangan madzhab 
al-Syafi‟i tidak terlepas dari tiga faktor, pertama, faktor murid; kedua, 
faktor politik; ketiga, faktor karya Ilmiah. Secara silsilah, masa Imam 
al-Syafi‟i, merupakan masa subur para Fuqaha, Muhaddis, Muarrikh 
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 Ahmad al-Syurbasi, Al-„Aimatul Arba‟ah, terj, Hamid, Husaini 
“Riwayat Sembilan Imam Fikih”, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hal. 
149. 
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 Ahmad al-Syurbasi, Empat Mutiara Zaman...................., hal. 135. 
57
 Hasbi al-Shiddiqy, Pokok-pokok Pegangan Imam 
Madzhab................., hal. 487. 
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dan para ulama dibidang lainnya. Oleh karena itu Imam al-Syafi‟i 
dikenal sebagai “madzhab moderat” penggabung antara ahli ra‟yu dan 
hadis. 
Pengembang Madzhab al-Syafi‟i dari murid-murid Imam al-
Syafi‟i, diantaranya adalah: 
Abu Ali al-Hasan bin Muhammad al-Syabah al-Baghdadiy al-
Za‟faraniy (w. 260 H.), Husain bin „Ali al-Karabishiy (w. 240 H), 
Imam Ahmad bin Hambal (pendiri Madzhab Hambali, w. 240), Abu 
Tsaur al-Kalabiy (w. 240 H), Ishaq bin Rahawaih (w. 277 H.), dan al-
Rabi‟ bin Sulaiman al-Muradiy “yang ikut pindah beliau ke Mesir (w. 
270 H. ).
59
 
Di Mesir, diantaranya adalah: 
Abu Ya‟kub Yusuf bin Yahya al-Buwaithiy (w. 232 H), Abu Ibrahim 
Isma‟il bin Yahya al-Muzaniy (w. 264 H), Al-Rabi‟ bin Sulaiman al-
Jiziy (w. 256 H), Harmalah bin Yahya al-Tujibiy (w. 243 H), Yusuf 
bin Abdul A‟la (w. 264 H), Muhammad bin Abdullah bin Abdul 
Hakam (w. 268 H), “yang keluar dari madzhab al-Syafi‟i ke madzhab 
Malikiy sebagai madzhab ayahnya Abu Bakar al-Humaidiy (w. 128 
H), Abdul Aziz Umar (w. 234 H), Abu Utsman Muhammad bin al-
Syafi‟iy (putra al-Syafi‟i, w. 232 H.), dan Abu Hanifah al-Asnawiy, 
keturunan kaum Qibthi, Mesir (w. 271 H.). 
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 Muhammad Ma‟shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab..., hal. 
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Secara garis besar, dalam menguasai Fikih Madinah, Imam al-
Syafi‟i langsung kepada Imam Malik, sedangkan dalam menguasai 
Fikih Iraq, Ia berguru kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibaniy 
yang merupakan pelanjut Fikih Hanafiy. Di samping itu, Imam al-
Syafi‟i mempelajari Fikih al-„Auza‟i dari Umar ibn Abi Salamah dan 
mempelajari Fikih al-Laits kepada Yahya ibn Hasan. 
5. Karya-karya Ilmiah Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i 
Kitab-kitab yang ditulis atau didektikan Imam al-Syafi‟i sendiri 
kepada murid-muridnya maupun kitab-kitab yang dinisbatkan 
kepadanya itu tidak kurang 113 buah kitab, baik yang membahas 
tentang Tafsir, Fikih, Adab maupun lainnya, diantaranya: 
1) Kitab ”Al-Risalāh”. Dalam kitab ini disusun oleh beliau secara 
sistematis, dimana didalamnya membahas tentang beberapa 
ketentuan yang ada di dalam dua nash, baik itu dalam al-Qur‟an al-
hadis, masalah-masalah yang berkaitan dengan adanya Nāsikh-
Mansūkh, Masalah Jarh Wa al-Ta‟dil di dalam al-hadis, syarat-
syarat penerimaan perawi tunggal, masalah-masalah yang 
berkaitan dengan Ijma‟, Ijtihad, Istihsan dan Qiyās.60 
2) Kitab “Al-Umm”. Kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis 
dengan penyajian materi didalamnya yang argumentatif, 
sebagaimana yang diungkapkan oleh muridnya bernama al-Rabi‟ 
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 Abdul Karīm Zaidan, Al-Madkhal Li-al-
Dirāsah....................................., hal. 142. 
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bin Sulaiman al-Muradiy. Pembahasan dalam kitab ini, terdiri dari 
masalah-masalah yang berkaitan dengan „Ibadah, muamalah, 
masalah pidana dan munakahat.
61
 Sedang dalam jilid ke-7 memuat 
berbagai macam persoalan, seperti: 
a. Adanya perbedaan pandangan Imam al-Syafi‟i dan Imam 
Malik. 
b. Masalah pokok dalam wujud penolakan atau bantahan Imam al-
Syafi‟i terhadap pandangan sementara ulama, seperti: 
1. Penolakan terhadap orang-orang yang tidak mau menerima 
hadis secara keseluruhan. 
2. Penolakan terhadap orang-orang yang menolak khabar atau 
hadis tertentu dan masalah pembatalan akan penggunaan dalil 
Istihsan. 
Bahkan dalam kitab ini dijelaskan tentang adanya bantahan 
Muhammad bin Hasan al-Syaibaniy terhadap aliran Madinah dalam 
bentuk perselisihan pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan Abi 
Laits. 
Kesemua pembahasan disajikan oleh beliau secara sistematis 
dan argumentatif, dimana setiap hukum Furu‟ yang dikemukakannya, 
tidak bisa terlepas dari penerapan ilmu Ushūl Fiqh-Nya. Dengan 
demikian, maka dapat dikatakan bahwa kitab al-Umm ini, merupakan 
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hasil penggabungan dari beberapa kitab dalam berbagai pandangan 
para mujtahidnya.
62
 
6. Metode Istinbāṭ Hukum Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i. 
Situasi dan kondisi saat Imam al-Syafi‟i lahir dan hidup sangat 
jauh “karya ulama sudah banyak” berbeda dengan kedua imam 
sebelumnya. Pada masa Imam al-Syafi‟i hidup, sudah banyak ahli 
fikih, baik sebagai murid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sendiri 
masih hidup. Akumulasi Madinah, Irak, Syam, dan Mesir menjadikan 
Imam al-Syafi‟i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran 
pemikiran fikih.
63
 
Metode istinbāṭ hukum Imam al-Syafi‟i secara garis besar dapat 
dilihat dalam kitab al-Umm, sebagaimana berikut ini: 
“Ilmu itu bertingkat secara berurutan, pertama-tama adalah al-
Qur‟an dan al-Sunnah; ketiga sahabat Nabi (fatwa sahabat) dan 
kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada Ihtilāf  di antara 
mereka, keempat, Ihtilāf  sahabat Nabi, kelima, qiyās yang tidak 
diqiyāskan selain kepada al-Qur‟an dan al-Sunnah karena hal 
itu telah ada dalam sumber, sesungguhnya mengambil hal yang 
teratas....” 
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Selanjutnya istidlal Imam al-Syafi‟i, semuanya terangkum 
dalam kitab al-Risalah sekaligus merupakan metodologis pertama 
ushul fiqh-nya. Untuk lebih memperjelas metode istinbāṭ hukum 
Imam al-Syafi‟i, penulis menguraikannya sebagai berikut: 
a. Al-Qur‟an 
Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam al-Syafi‟i 
menempatkan al-Qur‟an pada urutan pertama, karena tidak ada 
sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keontetikan al-
Qur‟an. 
Dalam pemahaman Imam al-Syafi‟i atas al-Qur‟an, beliau 
memperkenalkan konsep al-bayān. Melalui konsep al-bayān, 
beliau mengklasifikasikan dilālah nash atas ‘amm dan khas. 
Sehingga ada dilālah „amm dengan maksud „amm, ada pula dilālah 
„amm dengan dua maksud „amm dan khas, dan ada pula dilālah 
„amm dengan maksud khas. Klasifikasi ini adalah dilālah tertentu 
yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain 
dilālah tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.64 
b. Al-Sunnah 
Menurut Imam al-Syafi‟i sunnah merupakan sumber hukum 
yang kedua setelah al-Qur‟an. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap 
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dalam menginterpretasikan al-Qur‟an yang mujmal, mutlaq, dan 
„amm.65 
Imam al-Syafi‟i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan 
al-Qur‟an, hal ini karena perannya yang amat penting dalam 
konteks bayān (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Imam 
al-Syafi‟i berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik dalam 
pemakaian hadits ahad. Abu Hanifah secara mutlak 
meninggalkannya, Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat 
Madinah, sementara Imam al-Syafi‟i secara mutlak 
menggunakannya selama memenuhi kriteria. 
c. Al-Ijma’ 
Ijma‟ menurut Imam al-Syafi‟i ialah “tidak diketahui ada 
perselisihan pada hukum yang dimaksudkan.” Beliau berpendapat, 
bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama, 
yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi 
kekeliruan.
66
 
Imam al-Syafi‟i membagi ijma‟ menjadi dua yaitu ijma’ 
sarih dan ijma’ sukuti. Namun menurut beliau yang dapat 
dijadikan hujjah adalah ijma’ sarih. Hal ini menurutnya, karena 
kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari sesuatu 
yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam 
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al-Syafi‟i menolak ijma’ sukuti karena tidak merupakan 
kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya 
belum tentu mengindikasikan persetujuan.
67
 
d. Qaul Sahabat 
Imam al-Syafi‟i menggunakan dan mengutamakan 
perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena 
menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid. Beliau 
beragumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa, 
dan lebih wara‟. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk 
melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.  
e. Al-Qiyās  
Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang 
pertama kali mengkaji qiyās (merumuskan kaidah-kaidah dan 
dasar-dasarnya) adalah Imam al-Syafi‟i.68 Imam al-Syafi‟i 
menempatkan qiyās setelah al-Qur‟an, Hadis, Ijma‟ dan fatwa 
sahabat. Beliau menggunakan qiyās dan menolak istihsan, karena 
menurutnya barang siapa menggunakan istihsan sama halnya 
membuat syari‟at dengan hawa nafsu. Syarat-syarat qiyās yang 
dapat diamalkan menurut Imam al-Syafi‟i adalah: 
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1) Orang yang mengambil qiyās harus mengetahui bahasa arab. 
2) Mengetahui hukum al-Qur‟an, farāid, uslūb, nāsikh mansūkh, 
„amm khas, dan petunjuk dilālah nash. 
3) Mengetahui sunnah, perkataan sahabat, ijma‟ dan ikhtilāf 
dikalangan ulama. 
4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu 
membedakan masalah yang mirip hukumnya.
69
 
f. Al-Istishāb  
Ditinjau dari segi bahasa istishāb berarti persahabatan dan 
kelanggengan persahabatan. Imam al-Syaukani dalam kitabnya 
Irsyād al-Fukhūl mengemukakan definisi bahwa istishāb adalah 
“dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada 
sesuatu yang mengubahnya.”70 
D. Pendapat Imam al-Syafi’i Tentang Status Anak Laki-laki Sebagai 
Wali Nikah Bagi Ibunya. 
1. Pendapat Imam al-Syafi’i 
Imam al-Syafi‟i berpendapat bahwa anak laki-laki tidak bisa 
menjadi wali atas ibunya. Berikut ulasan lengkap pendapat beliau 
dalam kitab al-Umm: 
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 َِبْلْل َِمِثق ٍْ ِي َّلَن ِغاَكُِّنل ِٙف َِحتلََزلِْهن ََحَٚلَِٔ  َلَ .  َحَلَٚلَِٔ  َلَلف ٍمَلن َٔ  ُمَلن َٔ  ْٔ َأ فمَلن َٔ  ِحَظ َّٔ َش ًُ ِْهن  ٌَ ا َ ٌْ ِن َٔ
 ْنل ْىُٓ َن ٌَ َُٕكَرف ًَحثَبَع لََُُٕٕكٚ ٌْ َأ َّلَن ٍلاَِؽت آَ ِٛف ْىُٓ َن َِحثَبَعْنِات َُحَٚلَِٕ. 
71 
Artinya: Tidak ada perwalian dalam nikah bagi kerabat kecuali dari 
silsilah ayah. Jika wanita yang dinikahi mempunyai anak 
atau cucu, maka sama sekali tidak ada perwalian bagi 
mereka kecuali mereka menjadi waris „ashabah, maka 
mereka berhak menjadi wali sebab „ashabah tersebut. 
Pernyataan Imam al-Syafi‟i yang senada dengan di atas yang 
dikemukakan oleh Imam Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-
Nawawiy dalam kitab al-Majmū‟: 
 َاق َل  َّشنل ِفا ِع َر ٙ ِؼ ًَ ُّ  ُالله َلَ :  َُشٚ ُض ِّٔ  َل ْن ًَ ْز َأ ِل َج ْت َٓ ُُا,  ِن َّلَ  َأ ٌْ  َٚ ُك ْٕ ٌَ  َع َب َث َن ًح َٓا َٔ  ، َْ َذ َص ل ِؽ ْٛ فػ,  َِلْ ََّ ُّ  َلَ 
 ِٔ َلَ َٚ َح  ِن ِْل  ْت ٍِ  َع َه ُأ ٗ ِّي ِّ,  َ ًَ َن ا ْٛ َض  َن ُّ  َأ ٌْ  ُٚ َش ِّٔ َظ َِٓلت ا ْنا ُث ُُ َّٕ ِج , َٔل َْ َذلِخ ل َل ف  ِن ًَِلنا ٍك  َٔ  َأِلت ْٙ  َؼ ُِ َْٛل  َح  َٔ 
 َأ ْؼل ًَ َم:  َٚللُع ْٕ ُس  ِن َْلللْت ٍِ  َأ ٌْ لُلٚ َش ِّٔ َض  ُألل َّي ُّ  ِنللَؽ ِم ْٚ ِس  ُأ ُّو للَط َه ًَ َح  ِعللُْ َم  َأ ْؼلل ًَ َم  َٔ ْنل َث ّْٛ َٓلِلل ْٙ  ِعللُْ َم َيللَي ا َخا  َألُلت ْٕ 
 َط َه ًَ َح72. 
Artinya: Imam al-Syafi‟i r.a berkata: Tidak boleh seorang anak laki-
laki menikahkan ibunya, kecuali Ia menjadi „ashabah 
ibunya, dan (pendapat) ini sahih, karena anak laki-laki tidak 
memiliki perwalian atas ibunya, sepertihalnya ia tidak bisa 
menikahkan ibunya dengan (posisi) sifat kekanakan, dan ini 
berbeda dengan pendapatnya Imam Malik, Abu Hanīfah, dan 
Ahmad: Boleh seorang anak laki-laki menikahkan ibunya, 
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karena berdasarkan hadis Ummu Salamah menurut Ahmad, 
dan Baīhaqiy ketika Abū Salamah meninggal dunia. 
Dari pendapat di atas, secara jelas Imam al-Syafi‟i menyatakan, 
bahwa yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakek dan seterusnya 
ke atas dalam garis laki-laki, saudara seayah dan seibu, saudara seayah 
tidak seibu, keponakan dari saudara seayah dan seibu, keponakan dari 
saudara  yang seayah saja, paman, dan anak paman. 
Sedangkan jumhur ulama Syafi‟iyyah berpendapat bahwa wali 
dalam pernikahan adalah saudara dekat yang termasuk pada ashāb, 
bukan saudara seibu atau zāwil arhām lainnya. Pernikahan seorang 
perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali aqrab (dekat), dan 
apabila tidak ada oleh wali jauh (ab‟ad), dan jika tidak ada oleh 
penguasa (wali hakim). 
Dari uraian di atas sudah jelas, bahwa yang berhak menikahkan 
adalah dari jalur ayah (al-ubūwwah) dan seterusnya. Imam al-Syafi‟i 
berpendapat bahwa perwalian itu dari pihak ayah (al-ubūwwah), dan 
Imam al-Syafi‟i menganggap bahwa anak laki-laki tidak menjadi 
„ashabah seorang perempuan apabila anak laki-laki itu sendirian maka 
tidak ada perwalian bagi dia. Dan apabila bersama „ashabah yang lain 
maka ia akan ikut menjadi wali „ashabah. 
2. Metode istinbāṭ hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi’i. 
Dalam argumentasinya atas permasalahan status anak menjadi 
wali nikah ibunya, Imam al-Syafi‟i tidak menyertakan dalil al-Qur‟an 
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maupun al-Sunnah yang disebutkan, tidak ada metodologi 
pengambilan hukum seperti ijma‟ qiyās, qaul sahabat dll yang secara 
terang beliau sertakan bersandingan dengan pendapat yang beliau 
kemukakan. 
Akan tetapi jika lebih dalam dilihat, beliau membangun 
argumentasinya bersanding dengan keterangan tentang tidak sahnya 
seorang anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya. Alasan yang beliau 
kemukakan dalam mengatakan tidak bolehnya seorang anak laki-laki 
menjadi wali nikah ibunya, dapat dilihat dalam kitab al-Umm: 
 ُدَْنأَط  َُلف فم َِ َات َٕ ُٓ َف  ٙ ِن َٔ  ِزْٛ َِغت ٍغاَِكَ ُّم ُ :َلَاَلف ِغاَكُِّنل ٍْ َع َّٙ ِِعفا َّشنل ُدلْه الَي َٔ  :حل َّعُؽْنل   َكِلنَو ِٙلف
لَّطَخْنل ٍُ لْت ُزل ًَ ُع َلَاق :ُلَُٕلٚ ٌَ ا َ ِةَِّٛظ ًُ ْنل ٍَ ْتل ٌَّ َأ ََُّغَهت ُ َََّّأ فِكناَي َا ََزثَْخأ : ) ُّٙ ِِعفا َّشنل َلَاق( َلَ :ِبا
 آَ ِه ْ َأ ٍْ ِي ِ٘ ْأ َّزنل ِ٘و ْٔ
َأ آَ ِِّٛن َٔ  ٌِ ِْوِإت َّلَن َُجأْز ًَ ْنل ُػَكُْ ُذ ِٔ َأ  ٌِ اَطْه ُّظنل.
73
 
Artinya: Saya “al-Rabi‟ ibn Sulaiman” bertanya kepada Imam al-
Syafi‟i tentang (masalah) pernikahan, lalu Imam al-Syafi‟i 
menjawabnya: Setiap pernikahan tanpa adanya wali maka 
pernikahan tersebut batal. Lalu al-Rabi‟ bertanya lagi, apa 
hujjah engkau, wahai Imam al-Syafi‟i, Imam al-Syafi‟i 
berkata: Imam Malik telah menceritakan kepadaku (Imam 
al-Syafi‟i): Ibn al-Musyayyab berkata: Umar ibn Khatab 
berkata: Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin 
walinya, orang cerdik dari kalangan keluarga, atau 
penguasa. 
Alasan Imam al-Syafi'i tidak memasukkan anak laki-laki 
menjadi wali nikah („ashabah) seorang wanita itu berdasarkan hadis 
Umar r.a, sebagaimana teks di bawah ini: 
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 ،َةِٛبْعَّرنل ََزَثرْعل ُّٙ ِِعفا َّشنل َٔ َز ًَ ُع ِسِٚمَِؽن ؛آَ َِرثَبَع ٍْ ِي َضْٛ َن ََمن َٕ ْنل ٌَّ َأ َُِْٙعأ  َُجأْز ًَ ْنل ُػَكُْ ُذ َلَ "
 ،ال َٓ َِّٛن َٔ  ٌِ ِْوإلِت َِّلَنال َٓ ِه ْ َأ ٍْ لِي ِ٘ ْأ َّزلنل ِ٘و ْٔ
َأ َأ ، َعلَي فملََؼأ ُملِلَْعٚ َلَ : ُّٙ ِِعفال َّشنل َلالَق َٔ  ." ٌِ اَطْهل ُّظنل ِٔ
.ٍةَِّٛش ِٙف َلَ َٔ  ٍزِْكت ِٙف َلَ َِبْلْل ِرُٕضُؼ
74
 
Imam al-Syafi‟i melarang secara mutlak perwalian anak laki-
laki. Begitu pula dalam hal mendahulukan saudara-saudara laki-laki 
atas kakek. Beliau (Imam al-Syafi‟i) berkata, ”tidak ada hak perwalian 
bagi anak laki-laki”. Imam al-Syafi‟i juga berpendapat bahwa 
seseorang tidak boleh mengawinkan seorang gadis atau janda 
manakala ayahnya ada. 
Hadis yang digunakan Imam al-Syafi'i tidak menyebutkan 
secara langsung tentang hak „ashabah, akan tetapi beliau mengunakan 
lafad ىىَ فلااىذ( “orang yang cerdas dari kalangan keluarganya”. Dari 
sini menjadi jelas bahwa Imam al-Syafi‟i mensyaratkan wali nikah 
harus dari kalangan keluarga yang cerdas dan cakap hukum. Jadi 
Imam al-Syafi‟i mensyaratkan bahwa wali itu harus cerdas dan cakap 
hukum dari kalangan keluarganya. 
Ulama Syafi‟iyyah memberikan alasan kenapa anak laki-laki 
tidak bisa menjadi wali atas ibunya, karena hubungan anak dengan 
ibunya bukanlah dari hasil nasab (namun dari pernikahan dengan 
bapak dari anak itu, barulah ada anak). Sama halnya dengan saudara 
laki-laki seibu tidaklah bisa menikahkan saudara perempuannya seibu 
karena tidak ada nasab dari jalur bapak. 
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Sedangkan masalah urutan perwalian menurut Madzhab al-
Syafi‟i yang terdapat dalam kitab Raud al-Thālib Wa al-Nihāyah 
Matlab al-Raghīb, karya Imam Syarafuddin Ismail ibn al-Mukriy al-
Yamaniy al-Syafi‟iy: 
 َٔ ُٚ َل َّم ُو  َل َُبْلْ  ُش َّى  ْنل َع ُّم  َٔ ٌْ ِن  َع َل  َٔ َذ ْز ِذ ْٛ ُث ُٓ ْى  َ ْنا ًِ ْٛ َز ِزل  َِّلَن  َأ ٌَّ  ِْلْل ْت ٍَ  َلَ  ُٚ َش ِّٔ ُض ِلت ْنا ُث ُُ َّٕ ِج َلت ْم  ِت ْنا ُعلُب ْٕ َت ِح 
 َل ْٔ  ِت ْنا َل َض ِأا.
75  
Artinya: Dan didahulukan ayah (didalam masalah perwalian), 
kemudian kakek “ayahnya ayah” dan seterusnya. Dan urutan 
perwalian seperti halnya urutan kewarisan, kecuali bahwa 
seorang anak tidak boleh menikahkan dengan sifat ia 
menjadi seorang anak, akan tetapi dengan „ushūbah atau 
dengan qadhā‟ (Hakim) 
Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa Syafi‟iyyah dalam 
masalah urutan perwalian, mereka menyamakan urutannya dengan 
kewarisan. Hanya saja mereka tidak memasukkan anak laki-laki untuk 
masuk dalam urutan perwalian. Mereka beralasan, bahwa seorang 
anak itu dinasabkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya, 
sebagaimana teks di bawah ini:    
 ٍج َّٕ ُُُِثت ٍُ تل ُض ِّٔ َُشَٚلَ َٔ,  َِحَشلَّصنل ِح ًَّ َِئلْا َ ََِٗش ًُ هن ًاَفلِخ َُِٗرَْعٚ ََلف ِةَظَُّنل ِٗف ا ًَ ُٓ ََُٛت ِح ََراَش ًُ نل ِوَمَِعن
 ُُّْ َع راَعنل ِعْفَِمت  َذَٓ ِن َٔ َُؾلْل ُض ِّٔ َُشٚ َلَ ل  ِن ُِّولأ.
76
 
Artinya: Tidak bisa seorang anak menikahkan dengan (posisi) 
bunūwwah, (dengan statusnya ia menjadi anak menikahkan), 
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berbeda dengan pendapat Imam Muzani, sebagaimana Imam 
yang tiga (Malik, Abu Hanifah, Ahmad) karena tidak adanya 
persekutuan nasab diantara keduanya (ibu dan anak) maka 
tidaklah bisa anak dengan sesungguhnya menyerahkan tubuh 
ibunya, dan karena itu pula saudara tidak dapat menikahkan 
seorang ibu.ا 
  Maka dari itu, menurut Syafi‟iyyah yang berhak menjadi wali 
nikah adalah ayah “dari jalur ayah, bukan dari jalur anak laki-laki” 
dan juga karena tidak adanya persekutuan nasab diantara keduanya 
(ibu dan anak). Maka tidaklah bisa anak dengan sesungguhnya 
menyerahkan tubuh ibunya, karena itu pula saudara tidak dapat 
menikahkan seorang ibu. 
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BAB IV 
ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM ABU 
HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI’I TENTANG STATUS 
ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI WALI NIKAH BAGI IBUNYA 
 
A. Analisis Perbandingan Pendapat. 
Hakikat pernikahan secara tinggi dan indah digambarkan oleh 
Allah Swt sebagai penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan 
yang hakiki, yakni nafsun wāhidah (diri yang satu), sebagaimana 
ditunjukan dalam Q.S al-„Araf ayat 189: 
 َ  بك َٓ ْٛ َِنِ ٍَ ُكك َْ َِٛن بَٓ َع ْٔ َى بَٓ ُْ ِي َمَؼَع َٔ  ٍحَلِؽا َٔ  ٌٍ َْف  ٍْ ِي ْىَُكَمهَف ِ٘نَّنا َٕ ُْ   ك ًْ َؽ ْذَكه ًَ َؽ بَْ بك َّ َ َر بك ًَّ َه
 ِكب َّ نا ٍَ ِي ٍَّ َ َُٕكَُن ب  ِؾنبَص َبَُزْٛ َرآ ٍْ َِئن ب ًَ ُٓ َّثَه َ َّاللَّ ا َٕ َػَك َْذَهمَْصأ ب ًَّ ََه  ِّ ِث ْد َّو ًَ َ  ب فِٛفَفٍِٚو
1
. 
Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari 
padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang 
kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu 
mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa 
ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala ia merasa berat, 
keduanya (suami isteri) memohon kepada Allah. Tuhannya 
seraya berkata: Sesungguhnya jika engkau memberi anak 
yang salih, tentunya kami termasuk orang-orang yang 
bersyukur. 
Allah Swt menggunakan istilah nafsun wāhidah karena dengan 
istilah ini ingin ditunjukan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah 
pola pertemuan antara laki-laki dan perempuan pada hakikatnya yang 
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satu, yakni berupa kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri 
yang satu. 
Legalitas perwalian dalam pernikahan muncul dalam Islam, 
diantaranya melalui al-Qur‟an, surah al-Baqarah ayat 232 dan hadis 
Ikrimah dan Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-
Tirmidzi, Ibn Majah, dan Abu Dawud: 
 َث ا ْٕ كك َاََور اَِمِ ٍَّ ككُٓ َعا َٔ َْىأ ٍَ ْؾِكُْ كَكٚ ٌْ َأ ٍَّ ُْ ُٕهككُأَْؼر  َكَك  ٍَّ ككُٓ َهََعأ ٍَ َْ ََهجكَك  َ بكك َ َُنا ُُىزككْمَّهَط اَِمِ َٔ ْىُٓ َُككْٛ
 ْؼ ًَ ْنِبث ُ َّاللَّ َٔ  ُوك َٓ َْطأ َٔ  ْىكَُكن َٗكَْىأ ْىُِكنَم ِوِف ْٜ ا ِو ْٕ َْٛنا َٔ  ِ َّللَِّبث ٍُ ِيُْؤٚ ْىُكُْ ِي ٌَ بَك ٍْ َي ِّ ِث ُعَػُٕٚ َِكنَم ِفُٔو 
 ٌَ ٕ ًُ َهَْؼر َلَ ُْىزَْ َأ َٔ  َُىهَْؼٚ. 
Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 
iddahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah 
terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma‟ruf. 
Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman 
diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih 
baik bagimu dan lebih suci. Allah Swt mengetahui, sedang 
kamu tidak mengetahui.  2   
Dalam ayat tersebut terdapat bunyi:  َ َ   ٍَّ ُْ ُٕهُأَْؼر  (Maka janganlah 
kamu “para wali”) menghalangi mereka menikah lagi dengan bekas 
suaminya. Menurut ulama Syafi‟iyyah inilah satu-satunya ayat yang 
menunjukan kekuatan wali. Kalau wali tidak diperlukan, tentu 
larangan dalam ayat tersebut tidak ada artinya (gunanya). 
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 َل َلب  َه ٍُ ْٕ ُل  ِاللَّ  َص َّه ُاللَّ ٙ  َػ َه ْٛ ِّ  َٔ ٍَ َّه َى  َلَ  َِ َبك َػ  ِا َّلَ ِث  َٕ ِن  ٙ  َٔ ِ َؽ ٙ ِل ْٚ ِش  َػ ََِّئ ب َخ  َٔ  َ نا ْه َط ٌُ ب  َٔ ِن  ٙ  َي ٍْ 
 َلَ َٔ   ِن َّٙ  َن ُّ. 
Artinya: Nabi saw bersabda: Tidak sah nikah melainkan dengan wali 
dan dalam hadis „Āisyah r.a (bahwa) Sulthan merupakan 
wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali. 
Hadis Ibn Abbas ini pada dzahirnya (meniadakan) akad nikah 
yang berlangsung tanpa wali. Imam al-Syafi‟i mengartikan hadis di 
atas tidak sah nikah tanpa wali. Jadi beliau mengartikan (tidak sah) 
meniadakan hukum sah nikah tanpa wali bukan meniadakan 
kesempurnaan menikah tanpa wali. 
 َػ ٍْ  َػ ََِّئ ب َخ  َل َنب ْذ  َل َلب  َه ٍُ ْٕ ُل  ِاللَّ  َص َّه ُاللَّ ٙ  َػ َه ْٛ ِّ  َٔ ٍَ َّه َى  َا  ٚك ًَ ِا بكْي َو َا ٍح  ُأ ِكَْ ْذكَؾ  ِوكَٛث  ِا ْم ٌِ  َي َٕ ِنا ْٛك َٓ ب
 َ ُِ َك ُؽب َٓ َث ب ِطب  م  َص َ َس  َي ّو ٍدا ) َه َٔ ُِا  َا ُث ْٕ  َك ُٔ ا َك).
 3 
Artinya: Dari „Āisyah berkata: Rasulallah saw bersabda: Perempuan 
mana saja yang dinikahkan tanpa seizin walinya maka 
pernikahannya batal (tiga kali). (H.R. Abu Dawud). 
Perlu disadari bersama bahwa teks-teks yang dibawa Nabi saw 
bersifat statis, karena semenjak beliau wafat hadis telah berhenti, 
demikian juga al-Qur‟an. Sementara, kehidupan umat manusia bersifat 
dinamis, dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan yang 
memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Perkembangan 
masalah itu akhirnya juga menyentuh pada masalah perwalian dalam 
pernikahan. Hadis Nabi saw yang menjelaskan itu masih berkutat pada 
pertanyaan, tidaklah sah pernikahan tanpa adanya wali, kalau tidak 
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boleh (pernikahan tanpa wali), lalu, laki-laki ataukah perempuan yang 
berhak menjadi wali nikah. Namun sekarang, pertanyaan itu 
berkembang- salah satunya- kepada pertanyaan bagaimana jika wali 
nikah tersebut justru anak laki-laki dari seorang ibu yang akan 
menikah tersebut. 
Hal itulah yang coba direspons oleh Imam Abu Hanifah (80 – 
150 H), dan Imam al-Syafi‟i (150 – 204 H). Keduanya memiliki 
pendapat yang berbeda mengenai permasalahan status anak sebagai 
wali nikah bagi ibunya ini. Abu Hanifah mendahulukan dan 
menetapkan anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya. Sebagaimana 
teks di bawah ini: 
 ََهزْفا َُّىص ْىُٓ ُْ َػ ُ َّاللَّ َٙ  َِه َبُُثبَؾَْصأ َف َخَكفَُِٛؽ ُٕكَثأ َلبَكَم  قِظِٚٔ ْيَّزنبِكث  ككََؽأ بك ًَ ُٓ  َٚأ ٍِ كْثِلَا َٔ  َِةْلْا ِٙ 
 َفٍُ ُٕٚ َُٕثأ َٔ  َٗنبََؼر ُ َّاللَّ ب ًَ ُٓ ًَ ِؽَه ِلَا ُّكَؼَي ََةْلْا ٌَّ َأ َٖوَكر ََلَأ قَِخثٕك َُ ُؼْنا ِٙك   و َّلَكمُي ُّكَََِّلْ   كََؽأ ٍُ ْث
 َْطَم  ِخَأَِٚوفْنِبث ًَ ُل  َ نا  كَِؾز َْ َٚ.
4
 
Artinya: Pengikut Imam Abu Hanifah  r.a di dalam (masalah) Ayah 
dan Anak laki-laki, siapakah yang paling berhak untuk 
menikahkannya, lalu Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid 
Imam Abu Hanifah) menjawabnya: Yang paling berhak 
untuk menikahkan adalah anak laki-lakinya, karena ia (anak 
laki-lakinya) didahulukan dalam (masalah) waris „ashabah, 
apakah kamu tidak melihat, bahwa seorang ayah ketika 
bersamaan anak laki-laki, maka ia (ayah) hanya berhak 
                                                          
4
 Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul „Aimah al-
Sarkhisiy„ al-Hanafiy, Al-Mabsūth, (Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Juz IV, t.th), 
hal. 220. Lihat pula: al-Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wakhid al-
Syairasiy al-Hanafiy, Fatkhūl Qadir, (Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Cet. Ke-I, 
t.th), hal. 268. 
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mendapatkan seperenam saja (jika ada anak laki-laki atau 
cucu laki-laki dari garis laki-laki).     
Sedangkan masalah urutan perwalian, Hanafiyyah 
menyamakannya dengan urutan kewarisan, sebagaimana teks di 
bawah ini:  
 َّزنأ َو ِرك ْٛ ُت كِك  ِٔ  ٙ َلَكَكٚ ِخ  َُنا َبككك ِػ  َبك َّزن ْو ِرككْٛ ِت كِ ا ٙ ِْلْ  ْه ِس  َٔا َْلْ ْثككَؼ ُل  َي ْؾككُغ ْٕ  ة كِكثب َْلْ َل َو ِة  َ ُزكَكم َّل ُو  َػكك َ َج ُخ 
 َُّنا َ ِت.  َٔ َا َّٔ َلَ ُْ ْى  َا ِْلْ ْث ٍُ  َٔ ْثا ُُ ُّ  َٔ ِا ٌْ  ٍَ ِف َم
5
. 
Artinya: Urutan didalam (masalah) wali nikah, sama dengan urutan 
didalam (masalah) kewarisan, keluarga yang jauh terhalang 
(untuk menjadi wali) dengan adanya keluarga yang lebih 
dekat, maka dari itu didahulukan „ashabah nasab, mereka 
adalah anak laki-laki, anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu 
laki-laki) dan seterusnya.    
 َٔ َر ْو ِر ْٛ ُت  ْنا َؼ َ َج ِخ ِك  ْنا ٙ ِٕ َلََكٚ ِخ  َكَكز ْو ِر ْٛ ِج ِٓ ْى ِك  ِْلْا ٙ ْه ِس  َ َُٛكم َّل ُو كَي ٍْ  َبكك ٌَ كِي ٍْ  ِعكَٓ ِخ  ْنا ُجُكُ َّٕ ِح  َا ْ٘  َا ِْلْكْث ٍُ 
 َٔ ْثا ٍُ  ِْلْا ْث ٍِ  َٔ ِا ٌْ  َ َي َل  ُص َّى  َي ٍْ  َبك ٌَ  ِي ٍْ  ِع َٓ ِخ  ُْلْا ُث َّٕ ِح  َا ْ٘  ََْلْا ُة  َٔ َا ُث ْٕ  َْلْا ِة  َٔ ِا ٌْ  َػ َ ُص  َّى  َي ٍْ  َبكك ٌَ كِي ٍْ 
 ِعك َٓ ِخ  ُْلْاكُف َّٕ ِح  َا ْ٘  َْلْاك َّ نا ؿ ِم ْٛ َلْ َػْلْأ ك ٍة  َٔكْثا ٍُ كُك َم  ِي ُْ ُٓك ًَ َٔ  ب ِا ٌْ ك َ َي َل كُص َّى كَي ٍْ  َبكك ٌَ كِي ٍْ  ِعكك َٓ ِخ 
 ْنا ُؼ ًُ ْٕ َي ِخ  َا ْ٘  َا ْن َؼ  ى  َّ نا ِم ْٛ ُك  َٔ ْنا َؼ  ى  َلْ ٍة  َٔ ْثا ٍُ  ُك َم  ِي ُْ ُٓ ًَ َٔ  ب ِا ٌْ  َ َي َل .
6
 
Artinya: Urutan „ashabah didalam (masalah) perwalian yaitu sama 
dengan urutan dalam (masalah) kewarisan, maka lebih 
didahulukan dari garis kelaki-lakian, yaitu: Anak laki-laki, 
cucu laki-laki dan seterusnya (garis laki-laki). Kemudian 
dari garis ayah, yaitu: Ayah, ayahnya ayah (kakek) dan 
seterusnya, kemudian dari garis saudara laki-laki, yaitu: 
Saudara (anak laki-laki) seayah seibu, saudara laki-laki yang 
seayah, anak laki-laki mereka (seayah seibu atau yang 
seayah saja), dan seterusnya, kemudian dari garis, yaitu: 
                                                          
5
 Abdul Wahab Khalāf al-Hanafiy, Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyah Fi 
Syari‟ah al-Islamiyah, (Dārul Qalam: Cet. Ke-3, 1990), hal. 60. 
6
 „Alauddin Abi Bakar bin Mas‟ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, Badāi‟ al-
Shonāi‟....., hal. 376. 
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Paman yang seayah seibu, paman yang seayah saja (tidak 
seibu), anak laki-laki mereka (saudara sepupu dari pengantin 
perempuan) dan seterusnya.   
Sementara itu, Imam al-Syafi‟i tidak menetapkan anak laki-laki 
untuk menjadi wali nikah ibunya.  Sebagaimana teks di bawah ini: 
 َِةْلْا َِمِجل ٍْ ِي َّلَِ ِػبََكُنا ِٙ  َِخثاََومِْهن ََخَٚلَِٔ  َلَ . ِخكَع َّٔ َي ًُ ِْهن  ٌَ بكَك ٌْ ِِ َٔ َخَكَٚلَِٔ   ََك  ٍلَكن َٔ  ُلَكن َٔ  ْٔ َأ  لَكن َٔ
 َِخج َ َؼْنِبث َُخَٚلَِٕ ْنا ْىُٓ َن ٌَ َُٕكَز   َخج َ َػ إََُُٕكٚ ٌْ َأ َّلَِ ٍلبَِؾث بَٓ ِٛ  ْىُٓ َن. 
7
 
Artinya: Tidak ada perwalian dalam nikah bagi kerabat kecuali dari 
silsilah ayah. Jika wanita yang dinikahi mempunyai anak 
atau cucu, maka sama sekali tidak ada perwalian bagi 
mereka kecuali mereka menjadi waris „ashabah, maka 
mereka berhak menjadi wali sebab „ashabah tersebut. 
Sedangkan masalah urutan perwalian dalam pernikahan, 
Syafi‟iyyah menyamakannya dengan urutan kewarisan (hanya saja 
Syafi‟iyyah tidak memasukkan anak laki-laki dalam urutan 
perwalian). Sebagaimana teks berikut: 
 َّىُكص ََمفك ٍَ  ٌْ ِِ َٔ  ُُّكُْثا َّىُكص ٍَةِلْ ْٔ َأ ٍِ ْٚ َٕ َكَثِلْ  َؿأ َّىُكص ُُِٕكَثأ َّىُكص  لكَع َُّىص  َةأ َِ َبِٛن ْٔ َْلْا  كََؽأ َٔ  َّىُكص  ىكَػ ُِوئبك ٍَ
 ِٙ  ٍَةِلْ ٍَؿأ َٗهَػ ٍِ ْٚ َٕ ََثِلْ  َؿأ ُو ََّلُمٚ َٔ  قِسْه ِْلْبَك َِخج َ َؼْناوَٓ َْظْلْا  , َلَ َٔ  ُط َٔ َُيٚ   ٍ ْثا  ٍح َّٕ ُُُِجث.
8
 
Artinya: Yang lebih berhak menjadi wali (seorang perempuan) adalah 
ayah, kemudian kakek, kemudian ke atasnya lagi. Lalu 
saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, 
lalu anak dari saudara laki-laki, lalu ke bawah 
                                                          
7
 Imam Al-Syafi‟i, Al-Umm, (Bairut: Dārul Wafa‟, Juz VI, 2001), hal. 
37. 
8
 Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbiniy al-
Syafi‟iy, Mughnī  al-Mughtāj, (Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Juz 4, 1994), hal. 
249. 
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(keponakan). Lalu paman (saudara ayah), lalu „ashobah 
lainnya seperti dalam kewarisan. 
Baik Imam Abu Hanifah maupun Imam al-Syafi‟i, keduanya 
sama-sama memiliki alasan di balik pendapatnya. Alasan tersebut bisa 
dilihat: Pertama, Abu Hanifah mensyaratkan di dalam masalah 
perwalian nikah, yaitu al-„Ushūbah (dari garis laki-laki).9 Beliau 
menyatakan bahwa perwalian dimiliki oleh kerabat terdekat (al-
qarabah al-qaribah) dan anak termasuk termasuk didalamnya. Oleh 
karena itu, hak perwalian adalah untuk orang yang memiliki hubungan 
paling dekat, sebab ada riwayat dari sahabat Ali r.a yang mengatakan 
“pernikahan dilakukan oleh wali „ashabah”.10 Sebagaimana urutan 
berikut ini: hubungan anak (al-bunūwwah), hubungan ayah (al-
ubūwwah), hubungan saudara (al-ukhūwwah), hubungan paman (al-
umūmah), hubungan memerdekakan (al-mu‟tiqah), dan kemudian 
imam dan hakim.
11
 
                                                          
9
 Lihat dalam: Badāi‟ al-Shonāi‟, Juz III, Cet. Ke-2, hal. 376. 
10
 Hadis tersebut (populer dalam kitab-kitab Hanafiyyah) diriwayatkan 
oleh sahabat Ali r.a (mauqūf). Dan disandarkan kepada Nabi (marfū‟). Al-
Hafidz Ibn Hajar al-Haitamiy, yang di kutip oleh „Audz Ibn Raja‟ Ibn Farij 
al-„Aufiy mengenai takhrij hadis tersebut: Beliau (Al-Hafidz Ibn Hajar al-
Haitamiy) tidak menjumpainya. Sedangkan menurut Ahmad Syalbiy, 
mengenai hadis tersebut tidak satupun seseorang dari jama‟ah mentahrijkan 
hadis tersebut. Lihat dalam: „Audz Ibn Raja‟ Ibn Farij al-„Aufiy, Wilayah fi 
al-Nikah, (Madinah al-Munawwarah: „Imadah al-Bahsi al-Ilmy Bi al-Jami‟ah 
al-Islamiyyah, Juz II, Cet. Ke. I, 2002), hal. 62.  
11
 „Alauddin Abi Bakar bin Mas‟ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, Badāi‟ Al-
Shonāi‟.., hal. 376. Lihat pula: Abdul Wahab Khalāf, Ahkām al-Ahwāl  al-
Syakhsiyah “Fi al-Syari‟ah al-Islamiyah, (Dārul Qalam, Cet. Ke-2, 1990), 
hal. 60. 
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Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa hadis tersebut “pernikahan 
dilakukan oleh wali „ashabah”. Kalimat “„ashabah” adalah ungkapan 
umum yang mencakup ayah dan yang lainnya, termasuk didalamnya 
adalah anak laki-laki.
12
 
Dalam al-Maūsū‟ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, yang 
merupakan ensiklopedi besar permasalahan-permasalahan fikih 
menjelaskan definisi „ashabah yang komprehensip, sebagaimana 
berikut ini: 
 َُخج َ َؼْنا ِٙ   ِخَ  هنا : َُخثاََومْنا  ُهُٕك  ننا  ٍَ ِٚنكَّنا  ٌَ ُٕنْلُكٚ قِهُٕك  نكنِبث  َٕ كُْ َٔ  ُغك ًْ َع  ٍتكِصبَػ,  َُخجك َ َؼْنا َٔ ِٙك  
 َِػ ِطْصِلَا  َلُْ ِػ  ْلْا َِق ْط  ُىُْ : ُهُٕك  ننا  ٍْ ِي  َِلن َٔ  َِذٛ ًَ ْنا  ِّ ِئَبثآ َٔ  ْىِْ َِكلَ ْٔ َأ َٔ.
13 
Artinya: „Ashabah secara bahasa adalah: Kerabat (berjenis kelamin) 
laki-laki yang mereka ditunjukan dengan sifat kelaki-lakian, 
ia (‟ashabah) jama‟ dari „āshibun, sedangkan „ashabah 
secara istilah adalah: Mereka (garis-garis) laki-laki dari anak 
si mayit, dan dari anak ayahnya si mayit, dan beberapa anak 
laki-laki mereka (ayah si mayit) keturunan orang yang 
meninggal, ayah mereka, dan anak-anak (laki-laki) mereka.   
Sedangkan definisi „ashabah, dalam kitab Ahkām al-Ahwāl al-
Syakhsiyyah li al Muslimīn, karya Salim Ibn Abdul Ghanī, dijelaskan: 
 َا ْن َؼ َ َج ُدب  ُْ ْى ُك :  م  َل ِو ْٚ ٍت  َم َك ٍو  َٚ َّز َِ ُم  ِث ْنب ًَ ْٕ َن َػ ٗ َه ْٛ ِّ  ِا َر َ  لَب  َلَ َر ْل ُف ُم  ِ ْٛ ِّ  ُا َْ َضٗ   
14
 
                                                          
12
 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh...................., 
hal.189. 
13
 Al-Maūsū‟ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah, (Kuwait: Zatus Salasil, 
Juz 40, Cet. Ke-2, 1986), hal. 231.  
14
 Salim Ibn Abdul Ghanī al-Rafi‟iy, Ahkām al-Ahwāl  al-Syakhsiyyah 
li al Muslimīn, (Bairut libanan: Dāru Ibn Hazm, Cet. Ke-I, 2002), hal. 269. 
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Artinya: Al-„Ashabāh yaitu, setiap kerabat (berjenis) laki-laki yang 
berhubungan dengan seorang yang dibwah perwaliannya, 
yang perempuan bukan termasuk didalamnya. 
Kedua, Abu Hanifah yang mengangap perwalian anak laki-laki 
terhadap ibunya (al-qarābah al-qaribah), menurut penulis hal itu 
sangatlah logis, kenapa, karena dalam menjalani bahtera kehidupan 
berumah tangga dalam satu keluarga seorang anak pasti juga akan 
menjadi dari bagian keluarga tersebut. Tujuan pernikahan itu sendiri 
adalah untuk membangun keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, 
warrahmah,
15
 untuk menggapai hal tersebut sekiranya jika sebelum 
melaksanakan pernikahan, seorang ibu meminta pendapat atau 
persetujuan terhadap anak-anaknya. Maka menurut hemat penulis, 
merasa alasan yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah kuat dan 
logis, karena dalam ilmu kewarisan, apabila orang tua (ibu) meninggal 
maka yang berhak menerima warisan adalah suami dan anak-anaknya. 
Sementara itu, Imam al-Syafi‟i dalam mendukung pendapatnya 
di atas beralasan bahwa anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya 
tidak bisa menjadi wali nikah terhadap ibunya. Terkecuali bagi 
mereka itu „ashabah, maka bagi mereka kewaliannya itu dengan 
„ashabah. Imam al-Syafi‟i memegangi ke‟ashabahannya, bahwa anak 
laki-laki tidak menjadi „ashabah seorang ibu („ashabah dalam 
                                                          
15
 Berkaitan dengan tujuan pernikahan, lihat selengkapnya dalam: 
Nuruddin Ibn al-Muhtar al-Khadimiy, Ilmu Maqāshid al-Syari‟ah, 
(Maktabah al-Abikan, Cet. Ke-I, 2001), hal. 179.  
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pernikahan). Hal ini berdasarkan hadis Umar r.a yang diriwayatkan 
oleh Imam Malik,
16
 sebagaimana teks di bawah ini: 
 ِةبكَّطَقْنا ٍُ كْث ُوك ًَ ُػ َلبَكل :َلبَكل ُّكَََّأ َِتٛك َ ًُ ْنا ٍِ ْث ِلِٛؼ ٍَ  ٍْ َػ ُقَّ ََهث ُ َََّّأ ٍِكنبَي ٍْ َػ َُِٙص َّلَؽ َٔ  َلَ  ُؼَكُْ ُكر
 ٌِ بَطْه  َ نا ِٔ َأ بَٓ ِه ْ َأ ٍْ ِي ِ٘ ْأ َّونا ِ٘م ْٔ
َأ قبَٓ َِٛن َٔ  ٌِ ِْمِإث َِّلَِ َُحأْو ًَ ْنا 
17
. 
Artinya: Telah menceritakan kepadaku, dari Imam Malik, bahwa 
Imam al-Syafi‟i mendatangiku (Imam Malik), dari Saīd bin 
al-Musayyab, Ia (Saīd bin al-Musayyab) berkata: Umar bin 
Khatab berkata: Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan 
izin walinya, atau orang cerdik dari kalangan keluarganya, 
atau penguasa. 
Imam al-Syafi‟i menganggap seorang anak tidak memiliki hak 
untuk menjadi wali nikah terhadap ibunya apabila dia sendirian, akan 
tetapi apabila dia bersama dengan yang lain (yang menjadi wali 
„ashabahnya ibu) maka dia  berhak menjadi wali nikah terhadap 
ibunya. Imam al-Syafi‟i melarang secara mutlak perwalian anak laki-
laki. Beliau (Imam al-Syafi‟i) berkata, ”tidak ada hak perwalian bagi 
anak laki-laki”. 
                                                          
16
 Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik, al-Daraqutniy, al-
Baihaqiy dan lainnya. Hadis tersebut putus sanadnya, dikarenakan Saīd bin 
al-Musayyab tidak semasa dengan Umar bin Khatab. Hadis riwayat Saīd bin 
al-Musayyab adalah hadis mursal. Menurut Ibn al-Madiniy, Saya (Ibn al-
Madiniy “hanafiyyah”) tidak mengetahui dari kalangan tabi‟in seseorang 
yang luas ilmunya, kecuali Saīd bin al-Musayyab. Para rawi Ashab al-Kutub 
al-Sittah meriwayatkan hadis darinya. Para ulama hadis sepakat, bahwa hadis 
mursal dari Saīd bin al-Musayyab adalah lebih sahihnya hadis mursal. Di 
kutip oleh „Audz Ibn Raja‟ Ibn Farij al-„Aufiy, Wilayah fi al-Nikah, 
(Madinah al-Munawwarah: „Imadah al-Bahsi al-Ilmy Bi al-Jami‟ah al-
Islamiyyah, Juz II, Cet. Ke. I, 2002), hal. 145. 
17
 Imam Al-Syafi‟i, al-Umm, (Bairut, Dārul Wafa‟, Juz VIII, 2001), 
hal. 610. 
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Hadis yang digunakan Imam al-Syafi'i tidak menyebutkan 
secara langsung tentang hak „ashabah, akan tetapi beliau mengunakan 
lafadz (َٖأوكنا ٖم)  “orang yang cerdas dari kalangan keluarganya”. Dari 
sini menjadi jelas bahwa Imam al-Syafi‟i mensyaratkan wali nikah 
harus dari kalangan keluarga yang cerdas. Jadi Imam al-Syafi‟i 
mensyaratkan bahwa wali itu harus dari kalangan keluarganya. 
Sedangkan menurut Imam Malik kalimat (َٖأوكنا ٖم)  memiliki arti, 
diantaranya:  َٕ ك ُْ  ُمكُع َّونا  ٍَ كِي  ِحَوٛكََِّؼْنا  ِٔ َأ  ٍُ كْثا  َىكَؼْنا  ِٔ َأ ِٙنا َٕ ك ًَ ْنا  (ia adalah seorang 
laki-laki dari keluarga terdekat, anak laki-laki paman, atau mawalī).18 
Dalam riwayat lain memiliki arti َٖٔ َه َٔ  ٍُ ْثا  ٍِغ َب  ُّكُْ َػ  ُّكَََّأ  ُمكُع َّونا  ٍْ كِي بَٓ َِزجك َ َػ  ( 
seorang anak laki-laki dari „ashabah ibunya).19 
Ulama Syafi‟iyyah juga memberikan alasan kenapa anak laki-
laki tidak bisa menjadi wali atas ibunya, karena hubungan anak 
dengan ibunya bukanlah dari hasil nasab (namun dari pernikahan 
bapak dengan ibu dari anak itu, barulah ada anak). Sama halnya 
dengan saudara laki-laki seibu tidaklah bisa menikahkan saudara 
perempuannya seibu karena tidak ada nasab dari jalur bapak. 
Sedangkan masalah urutan kewalian dalam pernikahan, Syafi‟iyyah 
menetapkan urutan perwalian berdasarkan urutan dalam kewarisan, 
                                                          
18
 Muhammad bin Abdul Baqī bin Yūsuf al-Zarqānī al-Misriy, Syarah 
al-Zarqaniy „Ala Muwatha‟ Imam Mālik, (Kaira: Maktabah al-Saqāfah al-
Diniyyah, Cet. Ke-I, Juz III, 2003), hal. 192.    
19
 Muhammad bin Abdul Baqī bin Yūsuf al-Zarqānī al-Misriy, Syarah 
al-Zarqaniy „Ala Muwatha‟ Imam Mālik.............., hal. 192.    
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hanya saja mereka tidak memasukkan anak laki-laki menjadi wali 
nikah ibunya.
20
 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis mempunyai anggapan 
bahwa anak mempunnyai hak perwalian dalam menikahkan ibunya. 
Kenapa demikian, karena, pertama, jumhur ulama (Abu Hanifah, Abu 
Yusuf “Hanafiyyah”, Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Muzaniy 
“Syafi‟iyyah”) memasukkan anak laki-laki ke dalam urutan wali 
nikah, kedua, dalam menjalani bahtera hidup berumah tangga, 
mestinya seorang anak juga akan merasakan, memikul dan bahkan 
menanggung beban keluarganya. 
Alasan lain yang berhasil penulis identifikasi dari kedua Imam 
tersebut adalah adanya faktor latar sosial yang berbeda. Imam Abu 
Hanifah adalah Imam yang lahir, hidup di Kūfah (Irak) yang 
penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal 
kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada 
berbagai persoalan hidup serta problematika yang beragam. Untuk 
mengatasinya, beliau “terpaksa” memakai ijtihad dan akal. Imam Abu 
Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang 
sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi 
                                                          
20
 Al-Imam al-„Alāmah Syarafuddin Ismail Ibn al-Mukri al-Yamaniy 
al-Syafi‟iy, Raud al-Thālib Wa al-Nihāyah Matlab al-Raghīb, (Kuwait: Dāru 
al-Dziya‟, Juz II, Cet. Ke-I, 2013), hal. 146 
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hadis Nabi saw “terpaksa” atau “selalu” menggunakan akal 
(rasionya).
21
 
Berbeda halnya dengan Imam al-Syafi‟i yang lahir dan hidup di 
Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan 
sederhana, seperti pada masa kehidupan Nabi saw. Untuk 
mengatasinya, para Fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur‟an, 
sunah dan ijma‟ para sahabat. Oleh karena itulah, mereka tidak merasa 
perlu untuk berijtihad seperti Fuqaha Irak.
22
 
Sejauh pembacaan penulis, baik Imam Abu Hanifah maupun 
Imam al-Syafi‟i masih tetap konsisten dengan corak pendapatnya 
masing-masing. Imam Abu Hanifah dengan kekhasan beliau yang 
mendayagunakan akal dengan porsi lebih (rasionalis), masih kental 
terasa dalam pendapatnya di atas. Secara ringkas seolah Imam Abu 
Hanifah ingin bertanya kepada pihak yang menolak kebolehan anak 
laki-laki menjadi wali nikah ibunya ini: “Mengapa anak laki-laki tidak 
boleh menjadi wali nikah ibunya. Bukankah anak laki-laki merupakan 
bagian dari hidup seorang ibu dan anaklah yang kelak merasakan 
kehidupan keluarganya tersebut? Begitu juga Imam al-Syafi‟i, yang 
selalu mengedepankan konsep ihtiyat (kehati-hatian) dalam setiap 
pengambilan hukum, terlebih urusan yang mengandung unsur 
ta‟abbudiyyah sepertihalnya nikah, masih begitu terasa kehati-
hatiannya. Menanggapi orang-orang yang meyangsingkan 
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 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab............, hal. 77.  
22
 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab............, hal. 77.  
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pendapatnya, beliau (Imam al-Syafi‟i) seolah-olah ingin mengajukan 
pertayaan balik: “Bagaimana mungkin seorang yang ada karena lahir 
dari rahim ibunya, malah bertindak sebagai wali nikah ibunya?”. 
Demikianlah hasil analisa penulis terhadap pendapat kedua 
Imam tersebut. Menurut penulis, pendapat keduanya mempunayi 
konteks keberlakuan sendiri-sendiri. Untuk konteks masyarakat 
Indonesia, seorang bapak lebih berhak menjadi wali nikah dari-pada 
anak laki-laki. Yang mana pendapat tersebut diusung oleh Imam al-
Syafi‟i, dan pendapat tersebut lebih memungkinkan untuk diterima. 
Pasalnya, mayoritas penduduk muslim Indonesia yang menggunakan 
madzhab al-Syafi‟i telah membumi di Nusantara ini, bahwa perwalian 
dalam pernikahan, baik gadis maupun janda, adalah ayah dari 
perempuan tersebut dan garis lurus ke atas (ayahnya ayah “kakek). 
Maka, menurut penulis, sesuatu yang sudah berlaku (maqāshid 
syari‟ah tercapai) dan tidak menyalahi aturan dari sang pembuat 
aturan, pantaslah kiranya untuk dipertahankan, hal ini sesuai dengan 
kaidah  َك ْه َُ  ْنا ًَ َفكك ٍِ ب ْل  ُيكَكم َّل َػ وكَكه َع ٙككْه ِت  ْنا ًَكك َ ِنب ْؼ  “menolak atau menghindari 
kerusakan didahulukan dari pada menarik kebaikan”. 
Sedangkan mengenai pendapat Imam Abu Hanifah (begitu juga 
Imam Malik, Imam Hambali menyatakan boleh “anak laki-laki untuk 
menjadi wali nikah ibunya”) yang menyatakan anak laki-laki lebih 
berhak untuk menjadi wali nikah ibunya, hal tersebut menurut kaca 
mata penulis, sangatlah rasional, mengapa demikian? Karena dalam 
kasus tertentu, semisal, orang tua (wali nikah dari perempuan yang 
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akan menikah) atau kakek (ayahya ayah) sudah tidak mampu lagi atau 
terhalang untuk menjadi wali nikah, semisal, karena mereka sudah 
meninggal, berbeda Agama atau secara fisik mereka terhalang 
menjadi wali nikah (sakit yang tidak memungkinkan untuk menjadi 
wali nikah). Maka menurut hemat penulis, penulis setuju dengan 
pendapatnya Imam Abu Hanifah, di mana beliau menetapkan dan 
mendahulukan anak laki-laki untuk menjadi wali nikah (hal ini baru 
bisa terjadi andaikan seorang yang akan menikah tersebut memiliki 
anak), kenapa? Karena, dalam menjalani hidup berumah tangga, 
keluarga terdekatlah (anak-anaknya) yang merasakannya, baik itu 
berupa kebahagian maupun ketidak bahagiaan dalam berumah tangga. 
Alasan tersebut, menurut penulis sesuai dengan kaidah sebagai 
berikut: 
  َُّ ُٔك َٕ ُْ  ٍْ َي َٗهَػ بَٓ ِِؾنب َ ًَ ِث ُو َٕ َْلأ َٕ ُْ  ٍْ َي ٍَخَٚلَِٔ  َمُك ِٙ  َو ََّلُمٚ
23
 
Artinya: Didahulukan dalam setiap perwalian (termasuk didalamnya 
perwalian dalam pernikahan) yaitu seseorang yang lebih 
menegakkan kemaslahatan (perwalian tersebut) atas 
selainnya. 
Imam Abu Hanifah dalam masalah perwalian dalam nikah 
(ketika anak laki-laki bersamaan dengan ayahnya), menurut penulis 
sangatlah bijaksana, pasalnya sejauh pembacaan penulis, penulis 
menjumpai dalam kitab Badā‟i al-Shanāi yang mana beliau (Imam 
Abu Hanifah) menyatakan pendapatnya: Boleh “sah status 
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 Abul Abbas Syihabuddin Ahmad ibn Idris ibn Abdurrahman al-
Malikiy, Al-Furūq..., hal. 157. 
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pernikahnnya” anak laki-laki menikahkan ibunya atau ayahnya 
menikahkan putrinya.
24
 
Dalam menanggapi masalah khilāfiyyah (perbedaan pendapat 
dikalangan para ulama mengenai kewalian anak laki-laki terhadap 
ibunya) ini, yang mana mayoritas ulama (Imam Abu Hanifah, Abu 
Yusuf “Hanafiyah”, Imam Malik, Imam Hambali dan Imam al-
Muzaniy “Syafi‟iyyah” membolehkan kewalian anak laki-laki 
terhadap ibunya, sedangkan ulama yang tidak menetapkannya ialah 
Imam al-Syafi‟i. Maka dari itu, penulis menawarkan solusi, yang 
mana solusi tersebut ditawarkan oleh Hanafiyyah (Imam al-
Kāsāniy),25 sebaiknya seorang anak laki-laki dalam masalah ini 
(Didahulukan ayah, kakek dan seterusnya ataukah anak laki-laki, 
cucu, dan seterusnya), menyerahkan kewaliannya (dalam akad nikah) 
kepada ayahnya, hal itu demi menghormati orang tua dan menempuh 
jalan tengah agar keluar dari perbedaan (menetapkan kewalian 
terhadap anak laki-laki (menurut mayoritas madzhab)- tidak 
menetapkan kewalian anak laki-laki (Imam al-Syafi‟i) sekiranya 
pantaslah (menurut etika dan hukum adat-pen). Realitas seperti inilah 
yang harus direspons oleh hukum, karena hukum tidaklah muncul di 
ruang hampa, ada masyarakat hukum yang menggunakannya. 
Alhukmu yadūru ma‟a illatihi wujūdan wa „adaman. 
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 „Alauddin Abi Bakar bin Mas‟ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, Badāi‟ al-
Shonāi‟...., hal. 379.  
25
 „Alauddin Abi Bakar bin Mas‟ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, Badāi‟ al-
Shonāi‟....., hal. 379. 
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B. Analisis Perbandingan Metode Istinbāṭ. 
Penulis telah menguraikan pendapat dan metode istinbāṭ Imam 
Abu Hanifah dan Imam al-Syafi‟i berkaitan dengan masalah ini. 
Sedangkan kali ini, penulis akan mencoba menganalisis terhadap 
metode istinbāṭ Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi‟i. 
Bagaimanapun bentuk dan formula pemikiran-pemikiran beliau, tidak 
lepas dari setting sosial, ruang dan waktu saat beliau masih hidup. 
Beliau adalah bagian dari masa lalu dan merupakan pelaku sejarah. 
Dari sinilah, ada beberapa persoalan yang akan dianalisis kaitannya 
dengan istinbāṭ Imam Abu Hanifah yang menetapkan dan 
mendahulukan anak laki-laki atas bapak untuk menjadi wali nikah 
bagi ibunya dan Imam al-Syafi‟i yang tidak menetapkan lebih-lebih 
mendahulukan anak atas bapaknya untuk menjadi wali nikah bagi 
ibunya. 
Secara geografis, Imam Abu Hanifah lahir di Kūfah (Irak) yang 
penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal 
kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada 
berbagai persoalan hidup serta problematika yang beragam. Untuk 
mengatasinya, mereka “terpaksa” memakai ijtihad dan akal. Keadaan 
ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana 
kehidupan sederhana, seperti pada masa kehidupan Nabi saw. Untuk 
mengatasinya, para Fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur‟an, 
sunah dan ijma‟ para sahabat. 
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Oleh karena itulah, mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad 
seperti Fuqaha Irak. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah menghadapi 
persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang sarat dengan budaya 
dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi saw 
“terpaksa” atau “selalu” mendayagunakan akal (rasionya).26 
Sebagaimana yang penulis singgung dalam bab tiga, bahwa 
baik Imam Abu Hanifah maupun Imam al-Syafi‟i, tidak menyebutkan 
secara terang metode istinbāṭnya yang bersandingan dengan pendapat 
mereka berdua, apa yang telah mereka tempuh sehingga menghasilkan 
produk hukum yang berbeda. Hal itu maklum diketahui karena 
memang kekhasan kitab-kitab pada masa itu ditulis dengan asumsi 
pembaca yang cerdas, yaitu pembaca yang telah kaya dengan 
pembendaharaan dalil al-Qur‟an, al-Hadis, maupun metode istinbāṭ. 
Jadi, para pembaca seolah hanya mengkafirmasi pengetahuan yang 
sebelumnya telah mereka miliki. Hal inilah yang menjadi tantangan 
pembaca berikutnya yang tidak memenuhi kualifikasi di atas untuk 
mengetahui dan menganalisa metode apa yang diterapkan para Imam 
tersebut dalam setiap pendapatnya. 
Istinbāṭ sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan dalil.27 
Jalan istinbāṭ ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan 
pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari nash dapat 
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 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab.........................., hal. 77.  
27
 Asjmuni A. Rahman, Metode Hukum Islam, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1986), hal. 1. 
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ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafadz 
(thurūq al-lafdziyyah) dan pendekatan makna (thurūq al-
ma‟nawiyyah). Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap makna 
dari lafadz-lafadz nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus, 
mengetahui dalālah-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu 
penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti 
qiyās, istihsān, maslahah mursalah, dan lain-lain.28 
Berdasarkan hasil pengamatan, pembacaan, dan meneliti kitab-
kitab maupun buku-buku, penulis menyimpulkan bahwa dalam 
beristinbāṭ, baik Imam Abu Hanifah maupun Imam al-Syafi‟i, 
keduanya memiliki metode tersendiri, mengenai metode istinbāṭ yang 
digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan anak menjadi wali 
nikah ibunya dan berkaitan tartib (urutan) perwalian dalam 
pernikahan. Beliau menyamakannya dengan tartib kewarisan.  
Maka bisa dipahami, bahwa menurut beliau, anak mempunyai 
hak perwalian terhadap ibunya, bahkan Imam Abu Hanifah 
menetapkan dan mendahulukan seoarang anak laki-laki daripada 
ayahnya untuk menjadi wali nikah, lebih jelasnya lihat dalam bab tiga. 
Sedangkan metode istinbāṭ Imam al-Syafi‟i, yang mana beliau 
tidak menjadikan dan menetapkan anak laki-laki sebagai wali nikah 
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 Lihat bab III.  
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ibunya. Beliau beristinbāṭ dengan menggunakan beberapa hujjah 
(argumen), sebagaimana berikut ini:
29
 
1. Dengan menggunakan hadis Nabi saw: 
  مِطَبث بَٓ ُؽبَِكَُ  بَٓ ِٛنا َٕ َي ٌِ ْمِ ِوْٛ َ ِث بَٓ َ َْف  ْذَؾَكَْ َأ ٍَحأَوْيا ب ًَ  َٚأ  . ٍُ ْثِلَا َٔ  َلَ ًَّٗ َ ُٚ  ٗن ْٕ َي.  
Artinya: Perempuan manapun yang menikahkan dirinya sendiri 
dengan tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batal. 
Seorang anak laki-laki tidak dinamakan maūlan. 
Dari hadis tersebut Imam al-Syafi‟i berpendapat, (kalimat 
mawalīha) bahwa anak laki-laki bukan termasuk wali nikah.    
2. Berdasarkan dalil aqli: 
 ٖ َٕ َْلأ ٌُ َُٕكٚ َلَ َعَْوفْنا ٌَّ ِ َإ  بَٓ َِ َْفُِن بَٓ ِغِٚٔ َْيزَك بَٓ ُع َٔ َُيٚ  ََ  بَٓ ِث ِٙنُْلٚ ُ َََّّأ ِمَْصْلْا ٍْ ِي. 
Artinya: Bahwa anak laki-laki ada (karena lahir dari seorang ibu). 
Maka seorang anak tidak bisa menikahkan ibunya, seperti 
hal-nya dia (wanita) menikahkan dirinya sendiri, maka dari 
itu, bahwa cabang “keturunan” (seorang anak) tidaklah lebih 
kuat dari pada asal (ayahnya). 
3. Berdasarkan dalil aqli pula: 
 ِلبَقْنا َغَي ِلبَقْنا ٍِ ْثبَك ُُّْ ِي  ؼ َِ َر  ََ  َُخَٚلَِٕ ْنا ِّ َِٛثأ ٍْ ِي  ؼ َِ َر َلَ  صْقَش ُ َََّّأ. 
Artinya: Bahwa ia (anak laki-laki) merupakan seseorang yang tidak 
sah kewaliannya.... Maka tidaklah sah kewalian dari anak 
laki-laki, seperti tidak sahnya kewalian anak laki-laki paman 
ketika bersamaan dengan paman. 
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 Abul Abbas Syihabuddin Ahmad ibn Idris ibn Abdurrahman al-
Malikiy, Al-Furūq..., hal. 127-128.   
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Mengenai argumen tersebut, Imam al-Qarafiy
30
 mengomentari: 
Pertama, seorang anak laki-laki adalah wali nikah bagi ibunya, kenapa 
demikian? Karena perwalian dalam pernikahan adalah dari kerabat 
yang paling dekat (al-„ushūbah). Maka dari itu, tidak diragukan lagi, 
bahwa seorang yang paling dekat dengan ibu (hal ini apabila 
perempuan yang akan menikah memiliki anak) adalah anak laki-
lakinya dibanding dengan kerabat yang lain. Dan juga, seorang anak 
laki-laki merupakan bagian dari ibunya (keluar dari rahim ibunya), 
maka bagian yang keluar dari seorang ibu (anak laki-laki) adalah 
bagian yang terdekat dibanding dengan yang lainnya. 
Kedua, berkaitan dengan kalimat بك َٓ ِٛنا َٕ َي yang terdapat dalam 
hadis di atas, memiliki makna tidak hanya satu, lebih dari itu, 
diantaranya:  ُوكِصبَُّنا (penolong),31 ك ََّ نا ِل ْٚ ُك  (sahabat),  َا ْن ًَك ِنب ُك  (pemilik) 
bahkan memiliki makna anak laki-laki.
32
 Makna mawalīy 
tergambarkan dalam al-Qur‟an surah al-Tahrim ayat 4:  ٌَّ ِإَك   َ َّاللَّ  َٕ كُْ  ُِلَ ْٕ كَي 
 ُمكِٚوْجِع َٔ  ُِؼنبكَص َٔ  ٍَ ُِِٛيْؤك ًُ ْنا  (  ْ٘ َأ  ُُِوكِصَب ).
33
 Maka dari itu, anak laki-laki juga 
bisa masuk dalam kategori penolong (penolong ibunya), bahkan bisa 
pula diartikan dengan anak laki-laki. 
                                                          
30
 Dikutip oleh: Abul Abbas Syihabuddin Ahmad ibn Idris ibn 
Abdurrahman al-Malikiy, Al-Furūq...., hal. 127-128.   
31
 Lihat dalam: Al-Furūq al-Anwār al-Burūq Fi al-Anwār al-
Furūq....., hal. 102. 
32
 Lihat dalam: Atabik Ali Dkk, Kamus Kontemporer Arab- Indonesia, 
(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. Ke 7, 2003), hal. 1866-1867. 
33
 Abu Ja‟far al-Thabariy, Jami‟ al-Bayān Fi Ta‟wīl al-Qur‟an, 
(Mu‟assasah al-Risālah: Cet. Ke-I, Juz 23, 2000), hal. 486. 
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Sedangkan tertib perwalian, Imam al-Syafi‟i menyamakannya 
dengan urutan kewarisan, hanya saja Imam al-Syafi‟i tidak 
memasukkan anak laki-laki untuk menjadi wali nikah ibunya. 
Berdasarkan pengamatan, penulis menyimpulakan bahwa dalam 
beristinbāṭ, Imam Abu Hanifah menggunakan hadis Nabi saw: 
“pernikahan dilakukan oleh wali „ashabah”,34 dan Imam Abu Hanifah 
juga mensyaratkan al-„ushūbah (dalam masalah mendahulukan wali 
nikah). Sedangkan masalah urutan perwalian, beliau manyamakannya 
dengan urutan kewarisan. Indikasi penggunaan qiyās oleh Imam Abu 
Hanifah terlihat dari adanya penggunaan kata  ِس ْه ِْلْا ِٙك   ْى ِٓ ِج ْٛ ِر ْوَكز َك. Kata 
 ْى ِٓ ِج ْٛ ِر ْوَكز َك  adalah bagian dari adat tasybih yang merupakan salah satu 
instrumen untuk menyamakan satu hal dengan hal yang lainnya. 
Demikian juga yang dimaksud dengan qiyās, yaitu menyamakan satu 
peristiwa yang ada nash hukumnya dengan peristiwa lain yang belum 
ada nash hukumnya. 
Sementara itu, qiyās sebagai metode istinbāṭ hukum yang 
diterapkan Syafi‟iyyah terindikasi oleh penulis dari pendapatnya yang 
menyatakan   ُُِمهِِبتِترَتَو   َِِتِبِيِمْرَك “urutan perwalian dalam pernikahan 
disamakan dengan urutan kewarisan”. 
                                                          
34
 Imam Abu Hanifah (begitu juga Hanafiyyah) lebih mendahulukan 
hadis dhaif (mauquf, marfu‟) dari pada menggunakan qiyas dan ra‟yu. Lihat 
dalam: Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I‟lam al-Muwāqiīn, (Arab Saudi: Dāru Ibn 
al-Jauziy, Juz II, Cet. Ke I, 1423 H), hal. 145. 
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Qiyās merupakan dalil hukum Islam keempat yang disepakati 
oleh ulama empat setelah al-Qur‟an, Hadis, dan Ijma‟. Qiyās 
didefinisikan sebagi upaya menghubungkan suatu kejadian yang tidak 
ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum 
yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua illat 
hukumnya (itsbatu matsali hukmi al-ashli li al-far‟i li isytirakihima fi 
illat al-hukmi „inda al-mutsbit).35 
Imam Abu Hanifah dalam masalah perwalian dalam 
pernikahan, beliau (Imam Abu Hanifah) menggunakan hadis riwayat 
dari sahabat Ali r.a “  َبكَكُنا ُػ  َِِكنٗ  ْنا َؼك َ َج ِدب ”.
36
 Sedagkan dalam masalah 
urutan perwalian beliau mengqiyāskannya dengan urutan kewarisan, 
sebagaimana redaksi berikut ini: 
 َٔ َر ْو ِر ْٛ ُت  ْنا َؼ َ َج ِخ ِك  ْنا ٙ ِٕ َلََكٚ ِخ  َكَكز ْو ِر ْٛ ِج ِٓ ْى ِك  ِْلْا ٙ ْه ِس  َ َُٛكم َّل ُو كَي ٍْ  َبكك ٌَ كِي ٍْ  ِعكَٓ ِخ  ْنا ُجُكُ َّٕ ِح  َا ْ٘  ِلْاكْث ٍُ 
 َٔ ْثا ٍُ لْا ْث ٍِ  َٔ ِا ٌْ  َ َي َل  ُص َّى  َي ٍْ  َبك ٌَ  ِي ٍْ  ِع َٓ ِخ  ُلْا ُث َّٕ ِح لْا ٘ا ُة  َٔ َا ُث َلْا ٕ ِة  َٔ ِا ٌْ  َػ َ ُص  َّى  َي ٍْ  َبكك ٌَ كِي ٍْ 
                                                          
35
 Abdul Karīm Ibn Ali Ibn Muhammad al-Namlat, al-Muhadzab fi 
„Ulumi al-fiqh al-Muqāran, (Riyad: Maktabah al-Irsyād, Juz II, Cet. Ke- I, 
1999), hal. 956.  
36  Hadis tersebut mauquf dan marfū‟, hadis maūqūf ialah: Hadis yang 
diriwayatkan dari sahabat Nabi saw, baik berupa perbuatan, ucapan maupun 
lainnya, entah itu muttasil “bersambung” atau munqati‟ “terputus”. 
Sedangkan hadis marfū‟ adalah hadis yang hannya disandarkan kepada Nabi 
saw, baik bersambung maupun terputus sanadnya. Menurut ulama Khurāsan 
menamai hadis maūqūf  dengan asar, hadis marfū‟ dengan khabar, sedangkan 
menurut ulama hadis keduanya adalah asar. Lihat dalam: Imam Jalaluddin 
Abdu al-Rahman al-Suyutiy, Tadrīb al-Rāwī, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutub 
al-Ilmiyyah, Juz I, Cet. Ke-III, 2002), hal. 94-95.    
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 ِعك َٓ ِخ  ُلْاكُف َّٕ ِح لْا ٘ا ُؿ ك َّ نا ِم ْٛػلْأ ك لْ ٍة  َٔكْثا ٍُ كُك َم  ِي ُْ ُٓك ًَ َٔ  ب ِا ٌْ ك َ َي َل كُص َّى كَي ٍْ  َبكك ٌَ كِي ٍْ  ِعكك َٓ ِخ 
 ْنا ُؼ ًُ ْٕ َي ِخ   ىؼنا ٘ا  َّ نا ِم ُكٛ  ْنأ  ىؼ  َلْ ٍة  ْثأ ٍُ  ُك َم  ِي ُْ ُٓ ًَ َٔ  ب ِا ٌْ  َ َي َل.
37
 
Artinya: Urutan „ashabah didalam (masalah) perwalian yaitu sama 
dengan urutan dalam kewarisan, maka lebih didahulukan 
dari garis kelaki-lakian, yaitu: Anak laki-laki, cucu laki-laki 
dan seterusnya. Kemudian dari garis ayah, yaitu: Ayah, 
ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya, kemudian dari garis 
persaudaran, yaitu: Saudara laki-laki yang seayah dan seibu, 
saudara yang seayah (saudara tiri), dan keponakan dan 
seterusnya. Kemudian dari garis hubungan paman, yaitu: 
Paman seayah seibu, paman yang seayah saja, dan anak laki-
laki mereka (saudara sepupu dari pihak pengantin 
perempuan), dan seterusnya.   
Qiyas yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam 
menganalogikan urutan perwalian dalam pernikahan adalah 
menyamakannya dengan urutan kewarisan. Penulis menilai bahwa 
illat yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menganalogikan 
urutan perwalian (dalam pernikahan) dengan urutan kewarisan, adalah 
„ashabah. 
Dalam menetapkan hukum melaui qiyās, syarat terpenting 
adalah adanya kesesuaian antara ashl dan far‟u dalam illat yang bisa 
mengkompromikan dua masalah yang berbeda. Illat merupakan inti 
bagi praktek qiyās, karena berdasarkan illat itulah  hukum-hukum 
yang terdapat dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah dapat dikembangkan. 
Illat secara bahasa berarti “sesuatu yang bisa mengubah keadaan”, 
                                                          
37
 „Alauddin Abi Bakar bin Mas‟ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, Badāi‟ al-
Shonāi‟....., hal. 376. 
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misalnya penyakit disebut illat karena sifatnya mengubah kondisi 
seseorang yang terkena penyakit itu.
38
 
Sementara, Imam al-Syafi‟i dalam masalah anak laki-laki 
menjadi wali nikah ibunya, beliau tidak membolehkannya, 
penggunaan metode istinbāṭnya, yaitu menggunakan hadis. Penulis 
melihat bahwa model istinbāṭ yang ia gunakan masih rancau. 
Imam al-Syafi‟i mengemukakan pendapatnya bahwa anak laki-
laki, cucu laki-laki dan seterusnya tidak bisa menjadi wali nikah 
terhadap ibunya. Terkecuali bagi mereka itu „ashabah, maka bagi 
mereka itu kewalian dengan „ashabah. Imam al-Syafi‟i memegangi 
ke‟ashabahannya, bahwa anak laki-laki tidak menjadi „ashabah 
seorang wanita. Hal ini berdasarkan hadis Umar bin Khatab yang 
diriwayatkan oleh Imam Malik dari Said ibn al-Musyayyab, 
sebagaimana hadis di bawah ini: 
ِٛؼ ٍَ  ٍْ َػ ُقَّ ََهث ُ َََّّأ ٍِكنبَي ٍْ َػ َُِٙص َّلَؽ َٔ ِةبكَّطَقْنا ٍُ كْث ُوك ًَ ُػ َلبَكل :َلبَكل ُّكَََّأ َِتٛك َ ًُ ْنا ٍِ ْث ِل  ُؼَكُْ ُكر َلَ
 قبَٓ َِٛن َٔ  ٌِ ِْمِإث َِّلَِ َُحأْو ًَ ْنا ِ٘ ْأ َّونا ِ٘م ْٔ َأ  ٌِ بَطْه  َ نا ِٔ َأ بَٓ ِه ْ َأ ٍْ ِي 
39
 . 
Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Imam Malik, bahwa Imam 
al-Syafi‟i mendatangiku (Imam Malik), dari Saīd bin al-
Musayyab, ia berkata: Umar bin Khatab berkata: Wanita 
tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, orang 
cerdik dari kalangan keluarga, atau penguasa. 
                                                          
38
 Satria Effendi, M. Zein, Ushūl Fiqh, (Jakarta: Prenada Media 
Graup, Jilid I, Cet. Ke-5, 2011), hal. 140. 
39
 Imam Al-Syafi‟i, al-Umm, (Bairut, Dārul Wafa‟, Juz VIII, 2001), 
hal. 610. 
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Syafi‟iyyah menetapkan urutan perwalian dalam pernikahan 
berdasarkan urutan dalam kewarisan, sehingga beliau lebih 
mendahulukan dari garis laki-laki dari pada garis perempuan.
40
 Imam 
al-Syafi‟i yang menyatakan pendapatnya tidak adanya hak perwalian 
seorang anak dalam menikahkan ibunya. Ini tidak lepas dari 
perbedaan pendapat mengenai apakah seorang anak laki-laki menjadi 
„ashabah (dalam pernikahan) dari seorang wanita. Imam al-Syafi‟i 
memegangi ke‟ashabahannya bahwa seorang anak laki-laki tidak 
menjadi „ashabah ibu berdasarkan hadis Umar r.a di atas, dalam hadis 
tersebut juga mengindikasikan bahwa seorang wali haruslah 
mempunyai sifat cerdik. 
Penulis tidak setuju dengan pendapat Imam al-Syafi‟i yang 
menyatakan tidak adanya hak perwalian seorang anak terhadap ibunya 
(karena mungkin menurut Imam al-Syafi‟i seorang anak tidak 
dianggap cerdas). Penulis tidak setuju, hal ini berdasarkan hadis dari 
Ummu Salamah dan hadis dari Anas bin Malik: 
 َٔ  ِّ ْٛ َهَػ ُ َّاللَّ َّٗهَص  ٙ ِجَُّنا َشََؼث ب ًَّ َن بَٓ َََّأ :َخ ًَ َه ٍَ  َُوأ ٍْ َػ :َْذنَبل بَٓ ُُجطَْقٚ َىَّه ٍَ ٌَ ْٛ َن  ِٙئبَكِٛن ْٔ َأ ٍْ كِي  لََؽأ
  تِكئبَا َلَ َٔ   لِْ بكَش ِكِكئَبِٛن ْٔ َأ ٍْ ِي  لََؽأ ٌَ ْٛ َن :َىَّه ٍَ َٔ  ِّ ْٛ َهَػ ُ َّاللَّ َّٗهَص  ِ َّاللَّ ُلٍُٕ َه َلَبَم  قا  لِْ بَش َُِوكَْكٚ
 َِكنَم ْط َٔ ََي  ُْىل :ُو ًَ ُػ َبٚ :بَٓ ُِْثِلَ َْذنَبَم  ُّكَع َّٔ ََي  َىَّهك ٍَ َٔ  ِّ ك ْٛ َهَػ ُ َّاللَّ َّٗهكَص ِ َّاللَّ َلٕك ٍُ َه. ) ُلك ًَ َْؽأ ُِا َٔ َه
  ٙ ِئب َ َُّنا َٔ.( 
41 
                                                          
40
 Al-Imam al-„Alamah Syarafuddin Ismail Ibn al-Mukri al-Yamaniy 
al-Syafi‟iy, Raudz al-Thalib Wa al-Nihayah Matlab al-Raghib, (Kuwait Darū 
al-Dziya‟, Juz VI, 1984), hal. 232. 
41
 Al-Syaikh Faishal ibn Abdul Aziz, Muhtashar Naīl al-Aūthār, 
Tejemahan Naīlul Aūthār “Himpunan Hadits-hadits Hukum”, Terjm, 
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Artinya: Dari Ummi Salamah: Tatkala Nabi saw, mengutus 
(seseorang) untuk melamarnya, Ummi Salamah berkata: 
Tidak seorang-pun dari wali-waliku ada yang hadir. Lalu 
Nabi saw bersabda, “Tidak ada seorang-pun dari wali-
walimu ada yang hadir maupun ghaib yang tidak menyukai 
pernikahan ini”. Kemudian Ummu Salamah berkata kepada 
anak laki-lakinya: Hai Umar, bangkitlah kemudian 
kawinkanlah Rasulallah saw, lalu Ia mengawinkannya (H.R 
Ahmad dan al-Nasa‟i). 
Mengenai hadis Ummu Salamah yang dijadikah dasar oleh 
jumhur ulama “Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Hambali” 
tentang ditetapkannya anak laki-laki untuk menjadi wali nikah bagi 
ibunya, memang hadis ini dijadikan argumen oleh ulama yang 
berpendapat bahwa anak laki-laki adalah termasuk wali nikah. 
Demikian menurut jumhur ulama. Hal ini sebagaimana yang 
dikatakan oleh Imam al-Syafi‟i. Namun hadis tersebut dinilai dhaif 
(muallal) sebab pada waktu ibunya menikah dengan Rasulallah saw, 
Umar baru berusia dua tahun. Namun maknanya tetap dipakai karena 
dialah yang bertanggung jawab atas ibunya kalau si anak tersebut 
telah dewasa.
42
 
 َْ ُي بُص قِيِٚيَؼْنا ِلْجَػ ٍُ ْث  ٙ ِهَػ بُص قُلْلَؼْنا ٍمبََّ ًْ َؽ ٍُ ْث  ٙ ِهَػ بُص ُقِع بَؾْنا ِاللَّ ِلْجَػ َُٕثأ َب ََوجَْفأ ٍُ ْث ُِىه
 ِاللَّ ِلكْجَػ ٍُ كْث ُمِٛػب ًَ ك ٍْ ِِ َٔ  قٍذِكثَبص ٍْ كَػ َقخ ًَ َه ٍَ  ٍُ ْث ُكب ًَّ َؽ بُص :َلََبل ٍلبَٓ ُْ ِي ٍُ ْث ُطب َّغَؽ َٔ  قَىِْٛ اَوِْثِ  ٍِ كْث
                                                                                                                             
Mu‟ammal Hamidy dkk, (Surabaya: CV. Bina Ilmu, Cet. Ke-3, Jilid 5, 2002), 
hal. 2168-2167. 
42
 Di kutip dari Umar Faruq, Studi Analisis Pendapat Imam Malik 
Tentang Didahulukan Anak Atas Bapaknya Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi 
Ibu, (Semarang: Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2008), hal. 80. 
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 َأ َُىهَْؼر َذ َْ ََنأ َخَؾْهَط َبَثأ َبٚ :َْذنَبَم  قٍىْٛ َه ٍُ  َُّوأ َتَطَف َخَؾْهَط َبَثأ ٌَّ َأ " قٌٍ َ َأ ٍْ َػ َقخَؾْهَط َِٙثأ َكَٓ َِنِ ٌَّ
 ْىَكن َذ ًْ َه ٍْ َأ َذَْ َأ ٌْ ِِ ؟ ٌٍ  َُ  َُِٙث  ٙ ََِّجَؽ بَْ َوََغ  ِضَْهْلْا ٍَ ِي ُُذجُْ َر  َخجَََّف ُُلجَْؼر ِ٘نَّنا  ٍَ كِي َككُْ ِي ْكُِهأ
 َِّلَِ ََّكِنِ َلَ ٌْ َأ ُلَٓ كَْشأ :َلبَكَم  ق َ بكَع َّىُكص َتَْ ََن  :َلَبل ِ٘وَْيأ ِٙ  َُوظَْ َأ َّٗزَؽ :َلَبل َُِوْٛ َا ِقاَل ََّ نا ُقاللَّ
 ِقاللَّ ُلٍُٕ َه ا  ل ًَّ َؾُي ٌَّ َأ َٔ ُّك ًَ ِؽَه ُـ ْٛ ك َّ نا َلبَكل ق" َخكَؾْهَط بَكَثأ ْط َٔ َى ٌُ َ َأ َبٚ :َْذنَبل  ٍُ كْث ٌُ َك َأ َٔ  :ُاللَّ
بَٓ َُزج َ َػ َٔ  بَٓ ُُْثا ٍِكنبَي  ِٙكَُث ٍْ كِي ٍواَوكَؽ ٍِ كْث ِلكْٚ َى ٍِ كْث ِىكَأ ًْ  َ ٍِ كْث ِوكْأَُّنا ٍِ ْث ِِكنبَي ٍُ ْث ٌُ َ َأ ُ َََِّّإ 
 َنبََؼر ُاللَّ َٔ  قَلَِٚيٚ ٍِ ْث ِِلنبَف ٍِ ْث ٌَ بَؾْهِي َُخُْثا َٙ ِْ  ٍىْٛ َه ٍُ   ُوأ َٔ  قِهب َّغَُّنا ٍِ ْث َ٘ ِلَػ َُىهَْػأ ٗ
43
 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami, Abdullah al-Hafidz, telah 
menceritakan kepada kami, Ali bin Hamsyadz al-Adlu, 
telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz, telah 
menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim dan Hujjāj 
bin Minhāl, Muslim bin Ibrahim dan Hujjāj bin Minhāl 
berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammād bin 
Salamah dari Sābit, dan Ismāil bin Abdullah bin Abī 
Thalkhah dari Anas: Bahwa Aba Talkhah meminang 
Umma Sulaīm, lalu Umma Sulaīm berkata: Wahai Aba 
Talkhah apakah kamu tidak tau, bahwa Tuhanmu yang 
engkau sembah hannya karena sepotong kayu yang tumbuh 
di atas bumi keturunan bani Habasiy? jika engkau 
memeluk agama Islam, maka Aku tidak akan memintamu 
maskawin selain keislamanmu. Aba Talkhah berkata: 
Sampai Aku menunda urusanku. Kemudian Aba Talkhah 
berkata: Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan 
Muhammad adalah utusan Allah, lalu Umma Sulaīm 
berkata: Wahai Anas nikahkanlah Aba Talkhah. Al-Syaikh 
r.a (Imam al-Baihaqī) berkata: Anas bin Malik adalah putra 
dari Umma Sulaīm dan „ashabah Umma Sulaīm. Anas bin 
Malik bin al-Nadzr bin Dzamdzam bin Zaīd bin bin Hāram 
“dari bani Adiy” bin al-Najjār. Sedangkan Umma Sulaīm 
anak dari Milkhān bin Khālid bin Zazīd. Allah-lah yang 
maha tahu.       
                                                          
43
 Abu Bakar al-Baihaqiy, Sunan al-Kubra, (Bairut Libanan: Dāru al-
Kutub al-Ilmiyyah, Juz VII, Cet. Ke-3, 2003), hal. 213.  
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Berdasarkan hadis di atas penulis menganggap bahwa dalil 
yang digunakan Imam al-Syafi‟i lemah, dalil Imam al-Syafi‟i yang 
digunakan tidak ada kejelasan yang menunjukan tentang hak „ashabah 
(larangan anak laki-laki masuk dalam daftar wali nikah) anak terhadap 
ibunya beliau menggunakan kalimat (٘اونا ٘م) sedangkan lafadz 
tersebut belum tentu menunjukan hak „ashabah. 
Imam al-Syafi‟i menyamakan sifat kecerdikan itu mutlak harus 
ada pada seorang wali karena beliau menyamakan wali harta dan wali 
dalam pernikahan.
44
 Dari hadis di atas penulis dapat memahami 
bahwa seorang anak laki-laki mempunyai hak dalam menikahkan 
ibunya. 
Sedangakan Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan „ashabah 
dalam kewarisan, karena tidak ada dalil yang menguatkan pendirian 
bahwa yang dikehendaki dalam wilayah nikah hanyalah yang 
menerima „ashabah saja.45 
Maka dalam hal ini, penulis setuju dengan pendapat Imam Abu 
Hanifah yang berpendapat bahwa anak laki-laki masuk dalam daftar 
wali nikah, karena Imam Abu Hanifah menganggap bahwa ank laki-
                                                          
44
 Ibn Rusydi, Bidāyah al-Mujtahid................., hal. 418. 
45
 Muhammad Hazbi al-Siddiky, Hukum-hukum Fikih Islam, 
(Semarang: Pustaka Thoha Putra, 2001), hal. 225. 
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laki termasuk ashabah dalam wali nikah (berbeda dengan Imam al-
Syafi‟i).46 
Sampai di sini penulis dapat menyimpulkan bahwa Imam Abu 
Hanifah mengenai urutan perwalian, beliau menyamakannya dengan 
urutan kewarisan, sama hal-nya Imam al-Syafi‟i, beliau juga 
menyamakannya dengan urutan kewarisan, hanya saja beliau tidak 
memasukkan anak laki-laki dalam perwalian seorang ibu. Mengenai 
pendapat Imam Abu Hanifah, yang mana beliau menetapkan dan 
mendahulukan seorang anak laki-laki untuk menjadi wali nikah, 
menurut hemat penulis, pendapat beliau (Imam Abu Hanifah) lebih 
rasional, mengapa, karena dalam kondisi tertentu, anaklah yang 
menanggung beban keluarga dan juga anaklah yang hidup serumah 
dengan ibunya. Sedangkan alasan Imam al-Syafi‟i yang tidak 
memasukkan anak laki-laki untuk menjadi wali nikah ibunya, beliau 
menganggap, bahwa anak laki-laki tidaklah menjadi „ashabah (jika ia 
“anak laki-lakinya sendirian), dan juga ulama Syafi‟iiyyah beralasan, 
mengapa anak laki-laki tidak bisa menjadi wali nikah ibunya, karena, 
nasab anak tidaklah dinasabkan kepada ibunya, dan juga mereka 
(Syafi‟iyyah) beralasan, tidaklah etis atau pantas, yang mana seorang 
anak laki-laki terlahirkan dari rahim ibunya, justru ia menyerahkan 
kemaluannya kepada orang lain.      
                                                          
46
 Ibn Rusydi, Bidāyah al-Mujtahid....................., hal. 410. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis membahas dalam kajian perbandingan pendapat 
Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi‟i tentang status anak laki-laki 
sebagai wali nikah bagi ibunya, sebagaimana yang telah penulis 
uraikan, yang dilandasi berbagai argumen dan dalil yang berkaitan 
dengannya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Menurut Imam al-Syafi‟i kedudukan wali dalam pernikahan adalah 
syarat sahnya atau rukun pernikahan. Sedangkan menurut Imam 
Abu Hanifah kedudukan wali dalam pernikahan adalah syarat 
tamam (sarat kesempurnaan nikah, bukan sarat sahnya nikah) yang 
tidak mutlak, perkawinan tanpa wali bagi wanita yang sudah 
dewasa diperbolehkan (sah) tetapi wali memiliki hak fasakh jika 
pernikahan itu tidak kafa‟ah. Namun apabila perempuan tersebut 
masih kecil atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sempurna maka 
pernikahan tersebut harus dengan menggunakan wali. 
 Dalam hal seorang anak laki-laki sebagai wali nikah bagi 
ibunya terjadi perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah 
dengan Imam al-Syafi‟i. Perbedaan ini disebabkan karena terjadi 
perbedaan dalam menganggap „ashabah seorang anak laki-laki 
terhadap ibunya. Imam al-Syafi‟i menganggap tidak ada „ashabah, 
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jika ia sendirian, karena Imam al-Syafi‟i menentukan hak 
perwalian sesuai dengan urutan kewarisan, dan Imam al-Syafi‟i 
memegang tidak ada „ashabah seorang anak terhadap ibunya, jika 
ia sendirian. Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam urutan 
perwalian mendahulukan dan menetapkan anak laki-laki daripada 
yang lainnya, hal ini dikarenakan Imam Abu Hanifah dalam 
masalah perwalian mensyaratkan al-„ushubah dan al-qarabah al-
qaribah dan beliau mengqiyāskan urutan perwalian dengan 
kewarisan. 
2. Metode istinbāṭ Imam Abu Hanifah dalam masalah anak laki-laki 
menjadi wali nikah ibunya, adalah keumuman ayat al-Qur‟an, 
Surah al-Nur ayat 32: “ ْمُكْنِم ىَمَاَيْلْا اوُحِكَْنأَو“ (dalam ayat tersebut 
mengkhitabi aqriba‟ “kerabat-kerabat”, dan anak laki-laki 
termasuk didalamnya), yang ditakhsis. Pertama, dengan hadis 
riwayat sahabat „Ali:  َاكِّنلا ُح  ِإ َلى  ْلا َع َص َب ِتا  “Pernikahan dilakukan oleh 
wali „ashabah”. Kedua, hadis riwayat Ummu Salamah: “kemudian 
Ummu Salamah berkata kepada anak laki-lakinya: Hai Umar, 
bangkitlah kemudian kawinkanlah Rasulallah saw. Lalu Ia 
mengawinkannya”. Alasan Imam Abu Hanifah mendahulukan anak 
laki-laki dalam perwalian didasarkan atas qiyās “menyamakan” 
perwalian dengan kewarisan dan juga atas dasar istihsan. 
Sedangkan Imam al-Syafi‟i tidak menetapkan perwalian seorang 
anak laki-laki terhadap pernikahan ibunya, berdasarkan hadis Umar 
yang diriwayatkan Imam Malik yang menyatakan bahwa tidak ada 
hak untuk menjadi wali seorang anak terhadap pernikahan ibunya. 
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Hal ini dikarenakan Imam al-Syafi‟i tidak memasukkan anak laki-
laki dalam „ashabah (menjadi wali seorang ibu di dalam 
pernikahan). 
  
B. Saran-saran 
Bagaimanapun dan apapun pendapat dari seorang mujtahid, 
layak menjadi pertimbangan dan perlu menjadi perbendaharaan dalam 
hazanah hukum Islam, sehingga kita tidak terjebak pada sikap 
ta‟ashub (fanatik) dan taqlid pada salah satu madzhab. Apalagi 
sampai mema‟sumkan madzhab atau para Imam mereka, dan 
menganggap bahwa madzhab yang dipilihnya adalah yang paling 
benar. 
Sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai spesifikasi dalam 
kajian perbandingan madzhab, yang mempunyai tanggung jawab 
keilmuaan diharapkan mampu ikut andil dalam menyelesaikan suatu 
problematika dalam komunitas masyarakat, maka hendaklah berusaha 
dan membiasakan pola pikir yang obyektif, sehingga dalam mengkaji 
suatu problematika dapat menghasilkan ketentuan hukum yang tidak 
berat sebelah, atau tidak memihak bahkan fanatik buta pada suatu 
golongan manapun. Hal inilah yang diharapkan dapat menumbuhkan 
ukhuwah islamiyyah bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan yang inysa 
Allah bermanfaat bagi kemaslahatan ummat. 
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Imam Abu Hanifah pernah mengungkapkan sebuah kalimat 
yang cukup bijaksana, begitu juga Imam al-Syafi‟i. Ini adalah 
pendapatku, dan ini sebaik-baik pendapatku. Maka barangsiapa yang 
mendatangkan pendapat yang lebih baik, niscaya kami terima (Imam 
Abu Hanifah). Pendapatku adalah benar, tetapi mengandung 
kemungkinan salah, sedangkan pendapat orang lain adalah salah, 
tetapi mengandung kemungkinan benar (Imam al-Syafi‟i). 
Dapat kita pahami bersama bahwa mengeluarkan hukum atas 
suatu masalah bukanlah hal yang mudah seperti halnya membalikan 
telapak tangan, lebih dari itu mengeluarkan hukum Islam merupakan 
suatu masalah yang sangat cukup pelik dan memerlukan berbagai 
pertimbangan. Oleh karena itu tidak jarang terjadi perbedaan pendapat 
diantara para pemikir Islam. Hal ini adalah fenomena yang sangat 
wajar, entah itu karena latar belakang pendidikan, cara berfikir, 
orientasi atau bahkan kemampuan berfikir para ilmuan atau ulama 
yang berbeda-beda. Begitu juga Imam Abu Hanifah dan Imam al-
Syafi‟i. Perbedaan yang demikian adalah wajar idealnya, hal ini akan 
menjadi suatu keharmonisan, dalam artian perbedaan tersebut bukan 
pemicu perselisihan, tetapi perbedaan tersebut bisa disikapi sebagai 
rahmah “Al-Ihtilāf Ummati Rahmah” sekaligus sebagi kekayaan 
hazanah Ilmu Pengetahuan. Apabila semua orang menyadari akan 
kekurangannya, maka ia akan bersikap lebih „arif, bijaksana dan 
saling menghormati. Dan dengan perbedaan tersebut, akan bisa saling 
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mengisi dan memilih, pendapat mana yang lebih kuat atau lebih dekat 
dengan kebenaran. 
Dengan adanya kajian Ilmiah dan berusaha berfikir secara kritis 
analitis, maka akan dapat menjauhkan kita dari sikap fanatisme 
madzhab, dan juga dapat memberikan wawasan yang luas bagaikan 
laut yang tak bertepi, tentang berbagai pendapat yang berkaitan 
dengan hukum Islam. Wallahu „Alam Bi al-Shawab. 
C. Kata Penutup 
Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang 
pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-
kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya 
Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini. 
Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun 
penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan 
kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada 
umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan 
pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon 
petunjuk dan pertolongan. 
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